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andemi COVIEL9 telah memberikan tekanamlan dampakyang besar pada dunia,

termasuk IndonesiadDampaktersebut berpengaruh signifikamaik dibidang kesehatan
maupun non-kesehatan. Dari penangangandemiCOVIBEL9 di Indonesiadan di dunia
terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai
bidang pembangunadan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan
dalam pengendaliannya.

Perencanaan dan penganggaran berbasis bdktam percepatan penangandOWVD-19
akan meningkatkan kesiapandonesia dalam menghadapi pandemi penyakit di masa
mendatang Indonesia harus terus meningkatkan upaya pencegahan, deteksi, dan respons
pandemi COVH)9 secara lintas sektor. Salah satu hal yang sangat kradiabh
ketersdiaan dan kelengkapan bukti sebagai alat navigasi pengambilan kebljakah.itu,
Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan Studi Pembelajaran Penarg@ndbl9
pada berbagai bidang utamagperti kesehatan, manajemenespons inovasi teknologi,
ekonomi, pendidikan, agama, sosaldaya, perlindungan perempuanakpemudadan
perlindungan sosialFokus studiini mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan, serta
menghadirkan rekomendasi yang releMaagipenanganarCOVIBL9 di IndonesiaBerbagai
temuan dikemas dengan analisis yang tajaahasa yangoncise dan rekomendasi yang
bersifat operasional.

Akhir kata, semoga studi ini menjadi salah satu sumbangsih nyata yang dapat dijadikan
pegangandi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta berbagai pihak untuk
meningkatkan kapasitas dalam penanganan pandemi penykait kondisi kedaruratan
kesehatan masyarakat yang mengancam ketahanan négdomesia.

Jakarta22 Februari2021

A

Suharso Monoarfa
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



'.. /'
| \. . . . . . .
1 \ b 4 . . . . . '
. 7 \
" ,' / . . . . . .
) L

B = ':‘l' ,'/
b @,

— 1 p—l

\'. J
aseteteletelel
ada Da®a®

— —

AT

f 'n

/ \

L X )
! N . . ..

O



o Studi Pembelajaran Penangana®VIBL9 Indonesa

L/
t 9

1t ! b a! Y!{LI 5
|

bDI! wD! ! Db
Bungarampai studi ini memberikan pengkayaan ilmu, khususnya dalam memberikan
pembelajaranyang dapat diambil dari penangan&OVIEL9. Penghargaan dan ucapan
terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dan memberikan
kontribusi dalam penyusianstudiini. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus

disampaikan kepada:

1. WHO Indonesia yang telah berkontribusi mendukung terselenggaranya studi
pembelajararpenanganarCOVIBL9 di Indonesigpadaaspek kesehatgn

2. Pemerintah pusat dan daerajangtelahmemberikan informasgiintuk dijadikan referensi
dalam penulisan studi pembelajarpenanganarCOVIBL9 di Indonesiamencakup:

a. Kementerian Kesehatan: Pusat Data dan Informasi, Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian,
Direktorat Pelayaan Kesehatan Rujukan, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Direktorat Kesehatan Lingkungan, Pusat Krisis KesehdaarRusatPenelitian dan
PengembangaBiomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

b. BPOM: Pusat Data dan Informasi

c. Kementerian LingkungarHidup dan Kehutanan: Direktorat Penilaian Kinerja
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NondBA Direktorat Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non;B3

d. Kementerian Perhubungan: Staf Khusus
e. Kementerian BUMN: Staf Khusus

f. Pemerintah Daerah: Dinas$ehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai Laut, Dinas Kesehatan Kota Terndam Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surabaya

3. Lembaga Non Pemerintah/Swasta: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI),

IoT and ResearchELKOM, PT Kimia Farma, dan N#dispital EquipmentNahdlatul
Ulama,danMuhammadiyahgdan

4. Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik: Ripto Mangunkusumo RS PKU Muhamadiyah

Surabaya, RSUD Prof. Yohannes Kupang NTT, RS Bhayangkara Polda Riau, RS Siloam Paal
2 ManadoeSulawesi Utara, RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, Direktur RSUD Mimika,
Direktur RS Kasih Ibu Bali, Direktur RS Siloam Bali, Direktur RS BhayangkaraBalikpap
Klinik Mirah Sehati Gorontalo, Puskesmas Nunukan Kalimantan d&md&uskesmas

Siko Ternate.
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PandemiCOVIEL9 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakstlam situasi seperti ini

tentu berbagaiinstitusi Pemerintahnon Pemerintah,dan masyarakat ingin berkontribusi

baik secara langsung maupun tidak langsudigntaranya dalam bentuk sumbangan
pemikiran untuk perbaikan strategi penangananCOVIBLY9. Gugus Tugapercepatan
penanganan COWAI® Kementerian PPN/Bappenanenyajikantemuan berharga yang
merefleksi seluruh penangana@OVIBL9 dan mengambil pembelajaran dari penanganan
tersebut sebaganasukaruntuk peringkatankapasitas penanganan pande@0OVIEL9 dan

sebagai alat navigasi bagi perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih
berkualitas, baik di sektor kesehatan maupun +#asehatan.

Studi ini bertujuan untuk:

1. menganalisis situasi terkipenanganan panden@OVIBEL9di Indonesia;

2. mereviu dan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan penang@@WIBL9 di
Indonesiadan

3. merumuskan strategiintuk peningkatarkapasitas penanganan pande@OVIEL9 dan
kesiapanindonesia untuk menghadapi pandemi penyakit di masa yang akan datang.

Studi pembelajaran penanganadOVIBEL9 disusun oleh tim Gugus Tugas Kementerian
PPN/Bappenas untuk percepatan penanga@@VIEL9, parapakarbidangkesehatandan

bidang norkesehatandi bawah bimbingan Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. (Deputi Bidang
Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas) dengan arahan teknis dari
Pungkas Bahjuri Ali, Ph.D. (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas) dan
koordinator pelaksanaastudi Dewi Amila Solikha, M.SEufgsional PerencamhliMadya
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BappeRataksanaantgdi ini, khususnya bab
kesehatan, mendapatkan dukungan déforld Health OrganizatiofVHO) Indonesia. Studi

ini mencakup Bb yang mengulas aspek kesehatan dan-kesehatan yang terbagi atas 11

topik, mencakup:

1. Aspek kesehatan: 1KapasitasKeamananKesehatan ljealth security, 2) Kapasitas
PelayanarKesehatan; 3)JpayaPromotif-Preventif; dan 4ManajemenRespons

2. Aspeknon-kesehatan: 1lPemanfaatarinovasiTeknologiBerbasid.itbang; 2)Pengelolaan
Bkonomi; 3)PenyelenggaraarPendidikan; 4)KehidupanBeragama diMasaPandemi:
Peran Tokoh danOrganisasikeagamaan; 5KehidupanSosial Budaya; 6)Perlindungan
Perempuan Anakdan RRmudg dan 7)3stem danMekanismePerlindunganSosial.
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Datadan informasidikumpulkan melalui empat metode berikut:
1. Studi literatur

Studi literaturdilakukan mengacu pada kerangka kongdsipt ExternalBvaluation (JEE)017
untuk menilai kapasitas dan kesiapdndonesia dalam mencegah, mendeteksi dan
menanggulangdampak kejadian kegawatdaruratan kesehatan masyarakang sifatnya
global Studi literaturditelusuri menggunakan kata kunci pande@QVIEL9, SarsCo\2,
dan Indonesiamelalui database Pubmed, MEDLINE (Ovid)yreal Badan Penelitian dan
Pengembangan KesehatKemkesperaturan dan protokol yang dikeluarkemkesjurnal
internasional, Intra Action Reviewm(lAR) COVHD9 Indonesia, laporan World Health
Organization\WHQO, Organisation for Economic ©peration and Developme(®@ECD), dan
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affalild OCHA

2. Analisis data sekunder

Analisis data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan data di@mbidan mortalitas,
serta visualisasioftwarestatistik, bersumber pada: Data Bersatu Lav@avID19 (BLC)Qur
World in Data dan WHO global.

3. Wawancaraberkelompok(Focused Group Discussjon

Wawancara berkelompok atabocused Group Discussi@fGD) dilakukan sebagian besar
penulisstudi pembelajaran inBeberapa panelis/pakar dari berbagai area terkait pandemi
CovVIibL9 dilibatkanuntuk memberikangambaran situasi, tantangan, maupun rekomendasi
penanganarpandemiCOVIBL9 di Indonesia. FGD dilakukan secara daring

4. Sumber informasi lainnya

Informasibersumber dari media massialamdanluar negerimengenasituasi pandemi dan
penanganannya terutama berita perkembangan pandeesponskebijakan yang bersifat
dinamis dari waktu ke waktulandampak sosiaékonomiberfungsi untuk melengkapi data
Selain sumbesumber online atau digital, juga dimanfaatkan hasil serial diskusi publik
Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik UGM terkait denmEnanganampandemi COVH29.

KeterbatasanStudi

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertarsabagian besapengumpulan data dan
informasi menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, temuan hanya dapat
diinterpretasikan dalam populasérbatas. Kedua, metode wawancara dalam kelompakat
menyebabkananggota diskusi merasiidak nyaman untuk mengungkapkan pendapscara
terbuka dan jujur. Mempertimbangkan tujuan studi ini adalah menyajikan pembelajaran
bermanfaat sebagai masukan dalampenanganan COVIBEL9 dan memperkuat kesiapan
menghadapi pandendi masa yang akan datatgmuan tetap dinilai sangdterharga Kami juga
menyadari risiko dari bias penulis mengingat setiap penulis memiliki beparsgalaman dan
paparan yang berbedbedaterhadapketerlibatannya dalam penangan COVIEL9.
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Rangkuman Bidang Kesehatan
(Prof. Meiwita P. Budiharsana; Pungkas B. Ali, Pld&n Dewi Amila S, M.Sc)

Bab ini merupakan rangkuman pembelajardantang upaya mencegah,
mendeteksi, darmeresponspandemiCOVIBL9 di Indonesiaantara Maret2020
sampai Desember 2020. Kerjasama antara pembuat kebijakamnian
akademisi/peneliti dan perwakilanpemerintah danorganisasi nofpemerintah
sertaswastayang diwawancaraan studi literatur, melahirkan penilaian tentang
kapasitas Indonesia dalam keamanan keshatan penyediaan pelayanan
kesehatan,upaya promotif dan preventif, dan manajemenespons Temuan
pembelajaran lessons learnédini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
strategi dalam menghadapbandemi COVHR9 yang masih berlangsundan
meningkatkankesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghagdapdemi di masa
mendatang.

Temuan pembelajaran bidang kesehatandiuraikan pada Bab 2 Kapasitas
Keamanan Kesehatan Bab 3 Kapasitas Pelayanan Kesehat®ab 4 Upaya
Promotif dan Preventjidan Bakb ManajemenResponsRangkuman pesan utama
diterjemahkan kdalam15 butir simpulan untuk memudahkamwoses pemberian
asupan dalamperumusan kebijakan. Ke 15 butir simpulan pembelajaran
penanganarCOVIBLY9 bidang kesehatan ini saling terhubung satu sama lain, dan
padadasarnya memerlukan penguatan koordinasi lintaktor, pelibatansecara
optimal peran swasta,dan koordinaspusat dan daerah Pengelompokan k&5
butir pembelajaramengacu pada kerangka konsep WHO yang terdirpoevient
detect, respond.

15Pembelajaran Penanganan COVIB Bidang Kesehatan

PREVENT

1) Pelatihan komunikasi publik tentang risiko pandemi termasuk regulasi dan
pembentukanpusat informasi yang didukung pemerintah dan swastta
melibatkan peran masyarakat dengan mempertimbangkaaxifan lokal, dari
tingkat nasional hingga tingkat RT/RW atau desa.

2) Penguatan kapasitadalam komunikasi risiko bagi para pejabat pemerintah
dan tenaga kesehatan dalam penyampaian inforreasaraegas akurat, dan
konsisten.

3) Penguatan peran media mas@digital dan konvensional) dalam penyebaran
informasi akurat di masyarakat, dan peningkatan kemampuan membuat
counterinformasi terhadap infodemikhpax).




Studi Pembelajaran Penangana®VIB19 Indonesa .9

4) Menjamin akses publilsecara maksimaatas informasi komprehensiian
terpercaya bersumber dari pemerintah dengan pemanfaatan teknologi
pemberitaan (digital dan konvensional).

5) Penguatan koordinasi krisis yang melibatkan berbagadal sosial mulai dari
level mikro seperti di tingkat RT/RW, hinggaasyarakatluas dengan
penguatan fokuke penanganan pandensiecara simultarftanpa egosentris)
kementerian/lembaga/badan pemerintahan terkait.

6) Peningkatan kapasitas vaksinaSOVIBL9 dengan penerbitan kebijakan
imunisasi yang memastikan semua kelompok umur memiliki akses penuh ke
berbagai jers vaksin agar mempercepat tercapaingard immunity dan
dipadukan dengan intervensi kesehatan lainnya, serta penyediaan kebutuhar
sarana dan prasarana vaksinasi yang memadai.

DETECT

7) Penguatarsistem surveilans yang terintegrasi, melaporkan hasil tes lab yang
interoperable dan reaktime, terkoordinasi antardaerah darantarpusat
daerah secardintassektor serta bersifamandatory

8) Peningkatarkapasitas laboratorium, baik kuantitas (SDM) maupwalitas,
kecukupariogistik dansarana prasarana yang memadsgrta pengembangan
mekanisme pengawasannya.

9) Penguatan sistem pencatataesting, tracing, treatmen{3T) untuk memutus
rantai penyebaratfCOVIBL9 dengan cepat dan manajemen data dalantesis
informasi yanglapat diakses oleh masyarakat secara luas.

RESPODN

10) Koordinasi linta sektor dan komunikasi risiko diperkudan dilakukan oleh
berbagai pihakkarena merupakan modal utama manajemegsponsyang
efektif.

11) Pelatihan SDM damenyediaan alokasanggaranyang mencukupi tanpa
mendiskriminasi fasilitas kesehatan swasta di tingkat primer (termasuk
pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus).

12) Pengembanganearly warning systemsebagai alat bantu pengambilan
keputusan pengadaan dan pendistribusiegfarmasiantermasuk vaksiman
alat kesehatarsecaracepat namun tetap akuntabel, dan diperuntukkan bagi
fadlitas kesehatanpemerintah dan swasta.

13) Membangun jejaring penghubung quausen, donatur, dan pengguna
(masyarakat), serta mendorong filantropi lokal untuk membantu penyediaan
suplai medis dan alat kesehatan.

14) Memastikan kapasitas fasilitas kesehatarmasuk dalanpengelolaan limbah
medis,penyediaaralokasi dana dan pelatihdragi pengelola limbah medis.

15) Memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dengal
penerapan protokol kesehatan, merencanakan monitoring 3T dan sistem
rujukan yang efektif, oleh &litas kesehatapublik dan swasta.
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Berikut rangkuman pembelajaran penangan@®VIBEL9 bidang kesehataryang diuraikan dalam
lingkup cakupan studientang 1)KapasitakeamanarKesehatan, 2KapasitasPelayanarkesehatan,
3) UpayaPromotif danPreventif, dan 4ManajemenRespons

Kapasita KeamanarKesehatan ldealth Security

Kapasitas negara dalarkeamanankesehatan guna mengurangi ancaman krisis kaneaademi
COVIEL9 perlu ditingkatkan Fokus kegiatan utama adalah perbaikan kesiagaep@redness
khususnya sistem surveilatsrintegrasi, manajemen data dengan SDM yang kompeten, termasuk
pengembangan SDM untuk laboratorium rujukan yang didukung dengan penguatan pemerintah
daerah dalam pengambilan kebijakan.

Sistem surveilans yang terintegrasi pudaerah,reaktime, dan bergat mandatory perlu segera
diwujudkan Data missing O2y (2 K Wy I MibksinglsdnPdi 959%(i hay/ i jelas tidak
memungkinkancontact tracingsecara cepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kdtasing data
Wgl 10GdzQ 2dAI YSyeSololly GARIF] RFELIG RA]TSGlFKdzA Y«
pelaporan manaelayterjadi. Ke depan seharusnya tidak ada lagi magadalging case@ama pasien
diberikan kepada Dinkes daerah namun pasien tidakmiditean di lapangan) karena lambatnya
penelusuran kontak erat. Jika keberadaan pasien terlacak, perhitungagff&itiye reproductive
numbe) dapat dilakukan secara akur&eformasi sistem surveilans perlu dilakukarencakup: a)
menggantiupdate status @sien yang masih bersifat manuaknjadisistem yangeal time untuk
mengupdate status akhir pasieb) standarisasi dalam cara laboratorium menginput data pasien
positif, ¢) meningkatkan kapasitaskil) petugas surveilans sesuai standar agar tidak melapdbat
pelaporan. Diharapkartidak ada lagi perbedaan perhitungan antara pusat dan daerah yang
membingungkan masyarakaidak ada lagi berbagai aplikasi pencatatan yang berdmti dan
tidak ada lagilelaypencatatan data dNew All Records TI9.

Terdapat dua rekomendasi untuk perbaikan surveilamskomendasi konservatiflan progressif
Rekomendasi konservatif: surveilans diteruskan di bawah koordinasi KeriaenKesehatamengan
peningkatan kapasitas sistem dan SDM, tugas verifikasi kasus desei@pada kabupaten/kota agar
mampu interoperable & real time monitoring dan evaluasi oleKementerian Kesehatarserta
pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Rekomengasigressif sistem surveilans 24 jam,
independent, flexibledan mumpuni, dikelola oleh badan independen dengan SDM professional,
berdisiplin tinggi, serta bekerja 7 hari seminggu 24 jam sehari sef@mdemi COVIBLY belum
berakhir. Badan independen ini harus mampu menjalankan pencateaamg COVIBL9 sesegera
mungkin, menilai jumlah pelacakan kontak erat dari 1 pasien pafatif memperkirakan waktu rata

rata contact tracing

Perbaikan manajemen data yang didukung SDM terlatih, infrastruktur memadai, dan teknologi yang
mumpuniperlu dilakukarserta perlu ketebukaan untuk mereview sistem lain di luar birokrasi dan

dapat diakses oleh masyarakat secara l@istem pencatatan da@OVIPI9K | NHza o6 SN} al f Rl
LAY GdzQd t SNBFA{LlFY YFEYylF2SYSy O6SNFNIA LISNBFEATFY
menyedakan akses informasi ke 514 kabupaten/kota. Setiap daerah harus memiliki SDM terlatih yang
paham tipologi dan struktur data, disiplin menginput data dengan lengkampu mengintegrasikan

data dan bersifatnteroperable dan mampu memanfaatkan teknologntuk mempercepat input ke

sistem NAR. Tidak ada lagi keterlambatan input yang menyebabkan data yang diumumkan menumpuk

di satu tanggal tertentusehingga terlihat sepertierjadi Wt 2y 2 { F yQ 2dzYf I K LJ &aA S
sembuh padahal sebenarnya tersebar bkeberapa tanggal. &am kondisi kegawatdaruratan
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kesehatan masyarakat, pemerintah diharuskan menghadirkan informasi yang tegas (pasti) sehingga
dapat menjadi pegangan masyarakat. Ketidakpastian data karena perbedaan perhitungan pusat dan
daerah menimbul&an ketidakpercayaan masyarakat bahwa pemerintah tidak siap menangani
pandemi. Di masa depasistem tersebut perlu bersifahandatorydan serempak pusat dan daerah.

Pada awal pandemi, data yang tidak lengkap menyebabkan keterlambatan proses pengambilan
spesimen di lapangan. Ketidaksiapan SDM dan sarana prasarana laboratorium menyebabkan
kelambatan pencapaian target pemeriksaaan WHO (1.000 orand/pea penduduk peminggu) dan
selanjutnya berpengaruh pad#&acing di lapangan. Peningkatan keterampilan petugas dalam
pengambilan sampel, pemberlakuan penyimpanan sampel sesuai standar, pemenuhan sarana
prasarana, dan implementabiosafetydan biosecurity sertapelibaten laboratorium swasta sangat
diperlukan

Peran pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan penang@@WlB19 yangresponsif perlu
diperkuat Pemerintah daerah berperan penting dalam penguatan kapasgéam#nankesehatan
karena memiliki kendali penuterhadap (1) upaya kepatuhan pengisian/input d&@VIEL9 secara

rutin dan mendorong kelengkapan dadengan cara memberikareward bagi kepatuhan terhadap
kebijakan ataypunishmentpada daerah yang tidak menginput data pasien C&@¢IBumah sakit ke
sistem RS Online, serta memantau perkembangan laporan h§amemastikan tersedianya SDM,
logistik, sarana dan prasarana, dukungan anggaran dalam surveilans, manajemen data, dan
pemeriksaanlaboratorium; (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan yang masuk; (4)
inisiatif untuk menghasilkan sistem informasi pencata@@VIBL9 yang lebih detail hingga level
RT/RW; dan5) melakukan analisis lanjutalam faktor risiko kematiankarena COVIEL9, yang
ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan peraturan daerah yasgorsif.

Contoh Kasus

Keberhasilan DKI Jakarta memetakan daerah dengan KU 9tertinggi

Persiapan dini Das KesehataDKI Jakarta dimulai sejak Januari 2020, dengan meminta
seluruh puskesmas memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD). Pertengahan Mar
2020,telahditunjuk 5 latratorium pemeriksaCOVIBL9yaitu Labkesda, BBTKL, Eijkman,
RS Ul, dan RSCM. Labkesda sudah beropsiasna24 jam sejak 23 Maret 2020. Pada
akhir Maret, Dinkes DKI Jakarta sudalpatmemetakan kebutuhan dan mencari peluang
peminjaman alat serta potensi kerja sama untuk percepgtemeriksaan.

Sjak Januari 202fenanganarCOVIBL9 sudah didukung oleh personil TNI dan Kodam
Jayakarta untuk pemetaan lakatorium, pengadaanlab container serta identifikasi
pengadaan logistik. DKI Jakarta melakukan pelatihan penyelidikan epidgimian
Contact Tracingejak April dan Mei 2020 untuk tenaga surveilans lapangan. Saat PSB
transisi,active case findin¢pelacakan kasus) untuk menjaring kasus tanpa gejala, sudal
dilakukan di lokadibkasi berisiko tinggialam penularan COWI® sepertipasar, RT/RW
rawan (memilikincidence rateCOVIBEL9 yang tinggi), rumah ibadah, dan lapas/rutan.
Dinkes DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan 28 laboratorium swasta dengan cepat
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Kapasitas Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dalam pandé€d@VIB19 menggunakan prinsipurge capacityBerbeda dengan
situasi bencana, dalamituasipandemi pada saat bersamaan kapasitas pelayanan kesehatan harus
mengelolasurge capacityawat jalan dan rawat inap sekaligus melacak pasien di sejumlah fasilitas
kesehatan.Penanganarsurge capacityyang efektif perlu melibatkasektor lain dan swastaserta
memperhitungkan hazard vulnerability assessment$iVAs). Pendanaan harus tersedia bagi
perencanaan,pelatihan riset, peralatan, logistik, monitoring, koordinasi, darog@s perubahan
peraturan atau regulasi.

Penguatan kapasitas sumber daya maaysrlumemperhatikan kecukupan jumlah dan memberikan
perlindungan dari risiko tertular sesuai rekomendasi WHO, dengan memperhatikan aspekaaantal
kesejahteraan, dan penerapaask shifting Pemerintah daerah perlu memperhatikan kecukupan
jumlah tenaga kesehatan terlatih, dan menyiapkan tenaga relawan medis dan non medis, mulai dari
pelatihansampai prosedur perijinan khusiBerbedaan antarpandemi dengan bencana alam adalah
risiko tenaga kesehatan sebagascuersderganti posisi menjadi korban saat tertul&ementara itu,

butuh waktu panjang untuk menghasilkan tenaga spesialis. Keterbatasan dokter spesialis tertentu,
dihadapkan padaebutuhan akan dokter spesialis yangrus meningkat, perlu diatasi dengan
penerapantask-shifting (merupakan pemindahan tugas dari tenaga kesehatan yang berkualifikasi
tinggi ke tenaga kesehatan berkualifikasi lebih rendah dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan SDM
yang ada). SDM kesehatan yaetph ada perlu dipertahankan dengan melindungi kondisi fisik dan
mental mereka agar tidak kelelahasehingga rentan terken&OVIBL9 dan juga melindungi
masyarakat penerima jaggelayanan kesehatasari tindakan yang salah.

Kapasitas logistik, pengembangearly warning systerantuk memantau kondisi ketersediaan farmasi

dan alat kesehatan, fasilitas rawat inap, ruang isolasi negatifegatif, danfasilitas isolasi mandiri

perlu ditingkatkan Peranpemda adalah mengembangkaarly warning systensebagai alat bantu
pengambilan keputusan pengadaan dan pendistribusian farmalkes yang lebihdaspakuntabel
sertamemastikan sistem informasi yangupdate secara harian untuk mengetahui peta kebutuhan
logistik guna mengantisipasurge capacity Perampingan administrasi perlu dilakukan, misalnya
penyederhanaan protokol penerbangan dan birokrasi Bea dan Cukai yang memperlambat pasokan alat
kesehatan dan obaRefocusing anggaran perlu mencakup bantuan kepada RS keciR@awash.

Penambahan fasilitas rawat inap hasejalan dengapenambahan ruang isolasi negatif/noegatif

dan ruang isolasi mandiri yang memegang peran sentral untuk mencegah peny€iavaial 9 lebih

lanjut maupun munculnya klaster baru. Pemerintah perlu neeligkan fasilitas bagi warga yang perlu
isolasi mandiri namun tidak memungkinkan isolasi di rumah. Catddl9.go.id per 21 September
menunjukkan sekitar 80% dari 58.378 kasus aktif adalah kasus ringan yang hanya memerlukan ruang
isolasi mandiriPerhitungan kebutuhan fasilitas perawatan lrifiperkirakan hanya 20% dari kasus
aktif. Fasilitas perawatan perlu dilengkapi dengan ruang isolasi tekanan negatif. Kekurangan ruang
isolasi tekanan negatif dapat diatasi dengan meminta PERSI mensyaratkemR8 baru yang sedang

atau akan dibangun untuk membangun ruang isolasi tekanan negatif dengan jumlah kapasitas yang
proporsional dengan jumlah ruang perawatan (tipe RS), serta merenovasi RS yang tidak atau
kekurangan ruang isolasi tekanan negatif.
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Selan itu, kapasitas fasilitas pengolahan limbah medan pemerataannygerlu ditingkatkan RS
berkewajiban untuk memiliki kapasitas tempat pengelolaan sementara limbah B3 sebelum diolah atau
diangkut. Pemerintaldaerah harusmemonitor lewat koordinasiintas sektor yang terlibat dalam
pengelolaan limbah medis dan antardaerdkedesain sistem rujukan pelayanan kesehgtenu
didasarkan pada kapasitas RS yang bersifat adaptif dan disstsiribusitenaga kesehatan untuk
memastikan kecukupan jumlah tenadge@sehatan. Penguatan sistem rujukan diperlukan karena
puskesmas dan klinik swasta tidak memiliki sumber daya yang memadai, sehingga kasus yang
ditemukan dari hasikcreening(triage) harus dirujuk ke RS Rujuk&@OVIBEL9 yang ditetapkan
pemerintah pusat ata daerah. Pengelolaan peningkatan jumlah kasus dapat diatasi melalui
penguatan sistem rujukan berjenjang, dengan memanfaatkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT) yang terdiri aldetional Command Cent¢NCC) daPublic Safety Cent¢PSC),
penguatan tim pendukung SISRUTE di Keeniam Kesehatadan fadlitaskesshatan pengembangan
jejaring faditas kesehatanrujukan (termasuk faktas kesshatan swasta), dan redistribusi tenaga
kesehatan. Sistem redistribusi tenaga kesehatan dapatgambil tambahan tenaga dari RS lain yang
beban pelayanannya lebih ringan untuk dipindahkan sementara ke RS rujakestari daerah dengan
ketersediaan tenaga kesehatan berlebih untuk dipindahkan ke daerah dengan kebutuhan tenaga
kesehatan yang belunetpenuhi.

Mobilisasi sumber daya finansial & nfinansial, kesinambungan layanan kesehatan esensial, dan
koordinasi pelayanan kesehataerlu ditingkatkan Sumber daya finansial utama adalah APBN dan
APBD. Dana realokasi APBN lewat identifikasppsebelanja yang bisa dihemat bisa digunakan untuk
upgradingRS Rujuka@OVIBEL9, pengadaammedical supplieslan equipmens, penyediaaninsentif

bagi tenaga kesehatan yang menangani paSi®VIBEL9, hinggapenyediaarbiaya perawatan pasien

dan pemulangan jenah. Selain itu, dapat didorong gerakan filantrdpkal dimasa pandemi.
Kesinambungan layanan esensial tetap harus dipertahankan dalam penerapan PSBB terutama untuk
layanan ibu hamil dan bayi yang memerlukan imunisasi;rpisien penyakit kronis sepekanker,
jantung, dan gagal ginjaldan kebutuhan peningkatan pendapatan operasional rumah sakit.
Rekomendasi ditujukan pada kontinuitas pelaksanaan layanan esensial dengan mematuhi protokol
kesehatan atau dilaksanakan di lokasi terpisah dari ruang r@@4tD-19.

UpayaPromotif dan Preventif

PengendalianCOVIBL9 membutuhkan upaya promosi kesehatan yang menyasar pada individu,
komunitas atau organisasi, serta pembuat kebijakan, agar masyarakat mampu menjaga kesehatan
dirinya dan orangrang disekelilingnyadengan tersedianya dukungan sarana prasarana yang
dibutuhkan. Diperlukan keteladanan tokoh nasiotairasukpejabatpemerintal), akademisi/pakar,

tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta informasi yang transparan dalam promosi kesehatan
tersebut. Pembatsan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan efektif jika dilakukan secara optimal di awal
pandemiCOVIBL9 dan diikuti dengan penegakan hukum. Penerapan PSBB sebenarnya merupakan
intervensi efektif untuk memperlambat mobilitas masyarakat yang secara langsungengaruhi

angka reproduksi (R@OVIELS. Analiss data bulan April hingga September 2020 oleh Tim EKM
menunjukkan ketika proporsi penduduk di rumah saja berada di atas 40%, tidak ada peningkatan kasus
COVIEL9 per hari, bahkan cenderung menurun. Namietika proporsi penduduk di rumah saja

menurun sampai kurang dari 40%, maka setiap penurunan 1% penduduk di rumah saja akan
meningkatkan estimasi 500 kasD®VIBL9per hari. Tiga hal penyebab kurang efektifnya PSBB adalah:

(1) tidak segera diterapkan aival pandemi; (2) tidak segera diikuti dengan penegakan peraturan; dan

600 LISt2y3IALFINIY t {(NIAVAESSBdzdzYs 61 dedF RO Q | RIf | K
YFEa@FNFX{FGQ RSy3ary LISy3aShlKdzry RFEyYy 1SGNIMAIAL Y C
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kesadaran bahwa jika mereka abai, pandemi akan berlangsung lebih lama dan berdampak lebih buruk
terhadapekonomi® t { .. aASNAYy3I RALISNAESLIAALlIY &aSol3aFA (SoA
LISNI dzQ RA 5YL WIF1FNIF® 2 |ahis$mdz saakdzptodgtesifRokrddSarkhnS G |
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79/2020, namun belum disertai upaya promotif yang diarahkan

ke pembentukan normbaru. Pada saat ada hari libur panjang dan banyak orang keluar rumabh, terlihat
peningkatan kasus positCOVIBL9 bahkan di saat PSBB diberlakukan. Penegakan hukum perlu
diperkuat dalanpemberlakuarPSBB.

Perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dapat terjadi dengan perencanaan strategi komunikasi
yang efektif dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung. Peningkatan upaya promosi melalui
strategi komunikasi yang efektif dapat diukur dari peningkatesalth literacy masyarakat yang
tercermin dari persentasmasyarakayang mematuhi protokol kesehatan. Konten dan penyampaian
materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE) perlu mempertimbangkan kebutuhan orang dengan
disabilitas, orang lanjut usia, anakak,dan masyarakayang tidak memiliki akses internetintuk
menunjang perilaku hidup sehat, upaya promosi perlu didukung upaya identifikasi kelompok yang
membutuhkan dukungan pemerintah dalam pengadaan layanan sanitabiydgéneserta air minum.
Bentukkondzy A { F &A NA &A1 2 &SLISNIA | ICOVEL$E & SINSAS NI Vi AR
promosi dari Kementerian Kesehatan. Di bulan Maret 2020, media massa dengan tagar
#AmanDiRumah dan #MediaLavzovid 9 sudahdigunakan dberbagai platform termasuk stasiun
televisi, radio, koran, media online, dan media sosial. Aksi ini didukung oleh lebih dari 50 media
nasional dan daerah. Inisiasi yang sama juga dilakukan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama
(NU) dan Muhammadiyah yang mampu menggerakkan sekolalifaa kesehatan, relawan, dan
ulama. Mereka mendorong kepatuh&égrhadapprotokol kesehatan melalui posko daotline center

di tingkat provinsi dan kabupaten/katpelatihanpelatihan di pesantreredukasi kelilingdandiskusi
bersama tokoh agama tentg cara menggunakarP®saat sholat dan menjaga jarak saat sholat.

Penguatan modal sosial dan budaya diperlukan untuk mendorong kreativitas dan inovasi berbasis
kearifan lokal. Penyusunan pedoman perubahan perilaku untuk mendorong perubahan perilaku
konsigen melaksanakan 3M di masingasing wilayah disarankan untuk disesuaikan dengan situasi
dan kondisi sosiddudaya masyarakat setempat. Pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor
swasta, pakar/akademisi, tokgbublik, komunitas atau masyarakat sipil, daredia massa. Model
intervensi dari berbagai daerah dapat melibatkan komunitas dan tokoh lokal berpengaruh (tokoh
adat/tokoh agama) sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. -NI&i harmoni sosial,
solidaritas, gotong royong, dan kolaborasi antarwarga perlu diperlsadiingga edukasi, sosialisasi,
dan mitigasi dalam perubahan perilaku dapat diterima dan diterapkan masyatsieatleterlibatan
semua elemen masyarakat (kolaborgséntahelix antara pemerintah, komunitas, akademisi,
pengusaha dan media) perlu dioptimalkaehingga perubahan perilaku mengarah ke pembentukan
norma sosial dan budaya baMaksinasCOVIBL9 memberikan pengalaman bagi Indonesia untuk ke
depan perlu dikembangkan mekanisme vaksinasi urtidhly infectious diseasedemerintah
Indonesia telah mengatur dasdesar pengadaan dan pelaksanaan vaksi@@OVIBEL9 dalam
Peraturan Presiden N0.99/2020. Untuk nrgkatkan penerimaan vaksin, telah disiapkan langkah
langkahkomunikasirisiko danpemberdayaanmasyarakat yang mengidentifikasi cara menjangkau
masyarakat dengan akses informasi paling terbatas, seperti masyarakat miskin dan rentan. Komunikasi
perlu dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyiapan sampai dengan implementasi vaksinasi
COVIELY, termasuk komunikasi rencana komprehensif tentang penyediaan vaRSIWIBLY,
penentuan prioritas vaksinaSiOVIBL9, dan penyiapan sarana dan prasarana yang dib@énlialam
vaksinasCOVIEL9.
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ManajemenRespons

Manajemenresponsmemerlukan kapasitas komunikasi risiko yang memadai, mobilisasi sumberdaya
yang akuntabel dan transparan, serta kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang membuat
masyarakat merasa aman dan terlindungi oleh nedarséengah ketidakpastian, masyaraketrharap
pemerintah menghadirkan informasi yang tegas dan akurat sejak awal pandemi. Informasi yang akurat
menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendtaaxdaninfodemicginformasi liar yang tidak dapat
diverifikasi, dan sering menyesatkan, serta teesebepat melalui berbagai saluran media). Diakuli,
pada awal terjadpandemi COVIBEL9 diresponssecara lambat di Indonesia. Di masa mendatang,
Indonesia harus memiliki dua hal: a) model komunikasi dengan masyarakat secara teratur tentang
kebijakan dan atuna yang dikeluarkan (termasuk opsi PSBB), karakiltepandemi,protokol untuk
penangana pandemj serta sistem monitoring, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor yang digalang
antarlevel pemerintahan dan masyarakat untuk nesponspandemi; b) adanya kah informasi
tunggal yang membétan informaslangkahlangkah penanganan dan data pandemi yang terintegrasi
secaraterus menerus kepada maangkat luas.Absennya sistem komunikasi publik yang terpercaya
akan melahirkan ketidakpastian, baik di kalangan eemtah sendiri, dunia bisnis, maupun
masyarakat. Akibatnya, timbul situasi kekacauan, hilangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas
pemerintah yang akan melahirkan reaksi masyarakat yang berlebihan dan tidak pada tengzatnya
menghambat implementasiebijakan.

Mobilisasi sumber dayperlu dilakukarsecara transparan dan akuntabel. Pemerintah mengeluarkan
berbagai peraturan untuk mobilisasi sumber daya dan percepatan proses penyediaan barang/jasa.
Fokus strategi pemerintah: mempermudah impor bahakibdan berbagai alat kesehatan, memenubhi
kekurangan peralatan kesehatan dengan revitalisasi industri perlengkapan dasar kesehatan dalam
negeri,danmengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor untuk produk antiseptik, bahan baku masker,
alat pelindung diri, da etil alkohol. Bantuan internasional bermunculan, peningkatan filantropi lokal
dan inisiatif spontan masyarakat sipil termasuk perusahaan swasta nasional dalam pemenuhan
kebutuhan APD dan alat kesehatan di awahdemi perlu dicatat sebagai bagian darjasgh
peningkatan yang signifikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kes&eaidala
berupa kelambatan pendistribusianasih terjadikarena sistem birokrasi yang panjang dari pusat ke
daerah dan distribusi masih diprioritaskan untuk RS étamtah walau RS swasta juga membutuhkan
peningkatanruang isolasi dan tes PCR. Pembelajaran kedepan perlu mempertimbangkan 3 aspek
untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya: a) menguatkan kapasitas produksi domestik; b)
meningkatkan kerja sama strategisngan swasta dan masyarakat; dan ¢) memberlakukan kebijakan
memotong alur distribusi menjadi lebih sederhana dan tepat sasatéelembagaan dan
kepemimpinanperlu memberi arah dan kepastian. Ketiadaan lembaga dengan kanal informasi
kebijakan yang terintgrasidanlemahnya komunikasi risikaigk communicationdari lini atas sampai

lini terbawah pemerintahan, dan masyarakaenyebabkan &bijakan menjadi terfragmentasi dalam

awal pandemi terjadi Kanal informasiunggalakan membangumublic trustterhadap pemerintah
dalam menangani pandeOVIBL9. Secara garis besar, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku
kepentingan dapat mengikuti prinsip Pentahelix, yakni melibatkan sstalkeholder, pelaku usaha

dan mitra pembangunan, lembaga penelitiakéaemisi, lembaga swadaya masyarat (LSM), relawan,
serta media.
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Rangkuman Bidang NeKesehatan

(Widjajanti Isdijoso, M.Ec.S@limmy D. Berlianto Oley, S.I.FPungkas B. Ali, Ph.D,
Dewi Amila S, M.Saan M. Zaki Firdaus, S.Pharm

Bab ini menyajikanangkuman pembelajaran dari upaya di luar bidang kesehatan
untuk mendukung upaya kesehatan (pencegahdeteksi, dan penanganpgerta
mitigasi dampak panden@OVIEL9, selama Maret 2020 sampadengan Desember
2020. Analisis oleh berbagairektorat penganpu di Bappenas dengan dukungan
masukan dari pemangku kepentingan yang relevan, telah menyoroti dampak
pandemiCOVIBL9terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat, serta kesiapan
danresponskebijakan terkaitinovasiteknologiekonomij pendidikan, kehidpan
beragama, sosial budaya, kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, anak da
pemuda serta sistem dan mekanisme perlindungan soflakatu sisi, pandemi
COVIBEL9 sangat memengaruhi kegiatan ekonomi dan soBiakisi lain, upaya
promotif dan preventif berbentuk produk hukum seperti pembatasan ruang gerak
pendudukuntuk menekardan mencegah penyebaraBOVIBL9 juga berdampak
luas pada kegiatan ekonomi d&ehidupansosial masyarakat.

Berbagai pembelajaran berdasarkan hasil arslisi dapat dijadikan masukan
untuk mengembangkan strategi kesiapan dan kesiapsiagaan ss}ttor non
kesehatan pada sagandemi COVH29 masih berlangsung dan saat menghadapi
kegawatdaruratan kesehatan masyarakat di masa depan. Dengan demikiar
dampaknegatif pandemiCOVIBL9 baik yang bersifat langsung maupun tidak
langsung dapat diminimalkan.

Hasil lengkap analisis dari sektor rkesehatan diuraikanpada Bab 6
Pemanfaatan Inovasi Teknologi berbasis Penelitian dan Pengembangan, Bab
Pengelolaan Ekami, Bab 8 Penyelenggaraan Pendidikan, Bab 9 Kehidupar
Beragama di Masa Pandemi: Peran Tokoh dan Organisasi Keagamaan, Bab
Kehidupan Sosial Budaya, BabFerlindungan Perempuan, Anak, dBemuda

dan Bab 12 Sistem dan Mekanisme Perlindungan Sosiabdébajaran utama dari
berbagai sektor tersebut secara umum dirangkum dal@foutir simpulan utama,
sebagai masukan untuk perumusan kebijakan.

Secara umum, A butir pembelajaran utama dari penangan&0OVIB19 bidang
non-kesehatan ini terkait satu samanaian juga terkait erat dengan pembelajaran
dari sektor kesehatan. Pefioin pembelajaran utama ini menunjukkan perlunya
penguatan, penyempurnaan, dan adaptasi kebijakan di berbagai sektor, yang perl
didukung dengan koordinasi dan kerjasama yang lebik, balak saja antara
berbagai lembaga pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan, tetapi juga
dengan berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil de
sektor swasta.
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10 Pembelajaran Penangana®OVIB19 Bidang NorKesehatan

1.

Peningkatan upaypercepatanproduksipenyediaarvaksin danmAPD inovasi
dan pengembangan alakesehatandan sarana deteksCOVIEL9 oleh
berbagai lembaga di dalam negeri melalui dukungan sumberdaya dar
percepatanproses pengadaan bahan baku, produksi mhatan pemasaran.

Penyelarasan kebijakan pengaturan kegiatan ekonomi dan strategi pemulihar
ekonomi agar sejalan dengan upaya pencegab@yVIBL9. Komunikasi dan
kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penerapan protokol
kesehatarperlu ditingkatkarguna pencegahan penyebar@OVIEL9 dalam
penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dengan didukung aturan dan sanksi yan
jelasdan tegas.

Penyesuaian sistem pendidikan agar dapat meminimalkan interaksi fisik gun;
pencegahan penyebara@OVIBELY, disertai dengan upaya komprehensif dan
afirmasi untuk mencegalearning losglan melebarnya kesenjangan capaian
pendidikan

Perkuatan kolaborasi dengan Ilembaga dan tokoh agama dalam
menyampaikan pesapencegaharCOVIBL9 dan memberikan arahan serta
keteladanan dalam pelaksanaan tata cara peribadatan dan pelaksanaar
kehidupan beragama yang mendukung pencegahan penyele2@AABRL9.

Peningkatan kerjasama antkementerian dan dengan lembaga keagamaan
untuk menyisipkan protokol kesehatan dalam kegiatan kesman, seperti
fatwa dan pedoman peribadatan/penyelenggaraan kegiatan terkait
kehidupan beragama yang menerapkan kegiatan utama pencegahar
penyebaranCOVIEL9.

. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan

desa/kelurahan) dan maskakat untuk menggali dan mengembangkan
budaya, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional dapat mendukung upays
pengendaliarpandemiCOVIEL9.

. Peningkatan literasi kesehatan melalui internalisasi promotif dan preventif

dalamekosistem pendidikan, sertaepingkatan budaya literasi masyarakat
secara umum.

Menjamin penyesuaian tata cara pelayanan perlindungan perempuan, anak
dan pemuda secara komprehensif, termasuk perubahan peraturan dan
panduan, dukungan pendanaan, bantuan hukum, penyesuaian kapasita
sumberdaya manusia, dan dukungan teknologi dan peralatan.

Perluasan cakupan dapeningkatankeakuratan data perlindungan sosial,
agarlebih transparan, mudah diadopsi pemerintah daerah dan berbagai pihak
terkait, serta dapat dimanfaatkanntuk pengembangan kebijakasesuai
dengan perkembangan dampak panded®VIBRL9 di berbagai sektar

10.Pengembangan sistem perlindungan sosial (bantsasial dan jaminan

sosial) yang adaptif, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai kontek
kebencanaan, dengan koordinasi antarlembaga yang lebih baik, mekanism
protokol kedaruratan yang jelas, dan jangkauan pelayanan yang lebih inklusi
khususnya untukelompok rentan dan tertinggal.

2
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Berkut rangkuman pembelajaran penangan@OVIBL9 yang diuraikan dalam lingkup cakupan
pembahasan studi, yaitu: BemanfaatannovasiTeknologiBerbasid.itbang, 2)PengelolaarEkonomi,

3) PenyelenggaraanPendidikan, 4)Kehidupan Beragama diMasa Pandemi: Peran Tokoh dan
Organisaskeagamaan, 5KehidupanSosialBudaya 6) PerlindunganPerempuan,Anak, danPemuda
dan7) Sstem danMekanismePerlindunganSosial.

Pemanfaatan Inovasi Teknologi Berbasis Penelitian dan Pengembangan

Diperlukan keterpaduan strategi dan keberpihakan pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan
inovasi teknologi dari kegiatan litbang dalam negeri. Inovasi berbasis litbang dapat mendplayag u
pencegahan dan pengendalian penyakit, penanganan dan penyembuhan pasien, serta membantu agar
masyarakat dapat melakukan kegiatan ketika diperlukan pembatasan sosial untuk
menghentikan/mengendalikan penyebaran penyakit. Inovasi dan kegiatan litbangr&ainterkait
COVIELY, diantaranya, meliputi pengembangan dan produksi: alat kesehatan, alat pelindung diri,
obat dan pengobatartieatment), vaksin, dan kit uji. Sedangkan risiset nonkomersialmencakup

topik: kesehatan dan pandemi, pendidikan dan sosial budaya, ekonomi dan bisnis, lingkungan, dan
teknologi komunikasi dan informasi.

Supayaasil litbang terkait panden@OVIBEL9 dapat segera dimanfaatkan, diperlukaming hilirisasi

dan komersialisasigrRdz] Ay 2@+ air (S y2f 23N AevhmEegDGpselanan Ry
penting mengingat berbagai kebutuhamengenaipandemi COVIEL9 yang pada maseasa awal
alyard adzZ AGz €Fy3I1FT REY YFEKEFEIZ &S{1FINTEQ d&dtRy X
bergantung pada periode masa dampak pandemi (berdasarkan pendapat ahli seRite@hn),

karena setelahnya akan terjadi penurunan kebutuhan sehingga nilai strategisnya berBediagai

inovasi litbang yang sudah ada memiliki kesiapan sud#ya dan titik awalstarting point) berbeda

beda, dan hanya sebagian kecil yang berada pada tingkat kesiapapdrhaikdukungan agar produk

yang dihasilkan litbang komersial bisa segera diproduksi dalam skala industri dan mampu menembus
pasar. Selaisumberdaya (anggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana), juga diperlukan
percepatan perizinan dan sertifikasi, kelancaran logistiksdgply chairlkhususnya bila dibutuhkan

bahan baku dari luar negeri), keterhubungan dengan industri untuk pebduksal, dan keberpihakan

dan endorsemenpemerintah khususnya untuk kepastian pemasaran. Untuk litbangkoarersial,

selain dukungan sumberdaya, juga diperlukan penyebarluasan dan sosialisasi hasil litbang bagi
masyarakat termasuk swasta, serta keterbogan dengan pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan di sektesektor terkait.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan pemetaan
ketersediaan sumberdaya yang lengkap dan akdaatperlu diidentifikasi apa saja kegiatan litbang
sertainovasi teknologi yang dibutuhkan. Kapasitas berbagai sumberdaya, baik yang dimiliki pelaku
litbang maupun kemampuan industri swasta untuk melakukgscaling juga diinformasikan ke
semua pihak. Dengarethikian, perencanaan kegiatan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan
2A 1 3 KRa kepasitas yang dimilikidapat dilakukan pemenuhan. Dibutuhkan jejaring
kelembagaan dan koordinasi yang kuat untuk memperoleh data yang lengkap dan dorjaga

perlu dibuat kerangka regulagang mengikat (misalnya keputusBresiden) sebagai payung hukum
penugasan instansi terkait sesuai tanggung jawabnya masaging, diantaranya dapat meliputi
Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, &adPengawas Obat dan Makanan, dan Badan
Standarisasi Nasional.
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Agar litbang dapat didesain dan dilaksanakan secara holistik, mulai dari penelitian dan pengembangan
prototype hingga produksi masal dan pemasaran, dapat dibewtukterclusteryang memfasitasi
interaksi dan kerja bersama semua aktor yang terlibat dalam proses tersdizetrtai dengan
pemenuhansumberdaya yang dibutuhkan. Diantaskusteryang dapat dibentuk adalah: @luster
berbasis produk yang dikembangkan untuk memadukan riset, pebgegan teknologi (termasuk
teknologi produksi), hilirisasi, dan komersialisasi serta permaasantuk suatu produk tertentu
misalnya cluster ventilator yang dapat memfasilitasi kebutuhan dan pasokan, serta inovasi
pengembangannya; (i(lusterberbasis &osistem, sepertBcience and Techno Patkn inkubator,

yang dibentuk dengan harapan agar dapat berkembang menjadi ekosistem yang memfasilitasi
berjalannya proses inovasi hingga menghasilkan produk, layanan, atau solusi, sesuai perkembangan
kebutuhan paar yang dinamis; dan (iiClusterberbasis digital yang merupakan sistem informasi
inovasi berbasis digital dan berfungsi mempertemusapplydandemandlitbang dan inovasi secara
cepat dan efisien. Dalam sistem infwasi yang dibangun terdapat tigarkponen utama, yaitu sisi
supplyyang berisi informasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi dan kapasitas inovator dan
lembaga litbang, sisiemandyang berisi data kebutuhan akan solusi teknologi dan inovasgksnler

yang memegang peranan kunci sebagai pengelola dan analis data yang akan ditindaklanjuti untuk
menghubungkan antarasupplydan demandyang sesuai. Dalam konteR©OVIBEL9, model cluster ini

akan dapat mewadabhi litbang komersial dan A@mersial.

Contoh Kass

Pengembangan Ventilator ITB (Veltyang mampu bersaing dengan produk impor

Ventilator ITB merupakan contoh keberhasilan litbang yang didesain ddimgaug yang tepat,
holistik mulai daridesain kegiatan litbang, desain industri, dan desain pemanfaat serta pel
pasar. Ved adalah ventilator yang diproduksi dengan biaya murah dan cepat. Litband e
inisiasi oleh ITB (Dr. Syarif Hidayat) dan YPM Masjid Salman, berkerjasama lmamgik pihak:
UNPAD, UPI, Polman, SMK, serta masyarakat selmaggomer Tahap awal sudah bis
memproduksi 850 unit, dilaksanakan oleh PT Rekacipta Inovasi ITB bekerjasama dengan ITI
(PTDI), dan perusahaan swasta lain. Medidukung perusahaan wuftinasional yang berminat
memproduksi masal dan salah satunya berkomitmen hingga ribuan unit. Kunci dari kebert
adalah ketersediaan sumberdaya yang memadai, pelibatan ahli multidisplin dari berbagai in:
dan starting point yang sangat baik dikung oleh teknologi yang sudah ada. Inisiasi un
kerjasama industri dilakukasan gjaring dengan banyak rumah sakit sebagai calon penggunz

Pengelolaan Ekonomi

Pemerintah perlu merancang dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan
antara upaya pengendalian penyebar&@OVIBL9 dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.
Pengalaman berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa dengan memberikan ppadeaaspek
kesehatan sebagai fondasi bagi pemulihan ekonoméka dapat dicapai keseimbangan yang
diinginkan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dirancang secardnattiengan mempertimbangkan
aspek kesiapan sistem kesehatdRondisi penyebaran kasuskesiapan fasilitas kesehatan,
pemantauan hasil tes), dan aspek kesiaparsyaekat dan dunia usaha dalam hal pengetahuan dan
kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Strategi juga perlu disusun secara rinci dan konsisten
untuk memberkan kepastian kepda masyarakat dan dunia usaha. Rencana yang dibuat di tingkat
nasional, dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah, dengan pedoman dan indikator
yang jelas.
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Strategi dapat disusun berdasarkan sektor, sesuai dengan tingkat kepentibgsaan risiko
transmisiCOVIBLY, dan kapasitas bekerja dari rumah. Hal ini perlu diatur secara terbuka, dengan
rincian indikator dan mekanisme pengawasan yang BHaikuk dua sektor yang terkena dampak
negatif paling besar, yaitu sektor pariwisata dan sekboiustri, diperlukan strategi khusus. Untuk
sektor pariwisata, diperlukan harmonisasi dan koordinasi protokol dan prosedur digitésr dengan
pusatdaerah yang bertujuan untuk efisiensi dan kemudahan pemulihan kunjungan wisatawan ke
destinasi wisata. Peamfaatan teknologi baru dapat membantu menciptakan nilai tambah dan jenis
atraksi baru yang mengedepankan inovasi dan kesadaran akan pariwisata berkelanjutan. Hal ini perlu
didukung kebijakarre-skilling dan up-skilling bagi usaha dan tenaga kerja parivissaPembukaan
perbatasan antardaerah dan dengan negara lain juga perlu dilakukan secanathatn didasarkan

pada dukungan data potensi penyebaran penyakit. Untuk sektor industri, diperlukan dukungan dari
belanja pemerintah utamanya ketika permintaaanddaya beli masyarakat masih lemah. Pemberian
stimulus kepada pelaku industri, utamanya skala besar dan sedang, perlu dilakukan dengan tetap
mengedepankan prinsip kehdtatian dan hanya diberikan kepada perusahaan yang memenuhi
klasifikasi yang sesuaituaisi pandemi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu momentum untuk
mendorong perbaikan kebijakan industri, seperti mempermudah akses bahan baku dan implementasi
prinsip teknologi maju dan lebih ramah lingkungan di dalam operasional produksi perosahaa

Secara umum, strategi pengelolaan perekonomian dapat dibagi dalam tiga tahapan:

1. Pada kondisi jumlah kas@OVIEL9 terus meningkat, kebijakan difokuskan pada pengendalian
penyebaranCOVIBL9 melalui pembatasan sosial, peningkatan kapag#atingdantracing serta
pemenuhan kebutuhan pelayanarkesehatan. Dari sisi ekonomi, kebijakan lebih fokus pada
perlindungan masyarakat dan dunia usaha yang terdangakpenurunan aktivitas ekonomi,
misalnya pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakatrreldebijakan ini ditujukan
untuk meningkatkan belanja masyarakBelaksasi kredit bagi dunia usaha dapat menjaga neraca
keuangan agar tetap positif. Pada tahap ini juga diperlukan upaya untuk mencegah merembetnya
krisis ke sektor keuangan, salah satungaghn meningkatkan likuiditas di sektor keuangan.

2. Saat jumlah kasus telah turun dan relatif stabil, kegiatan ekonomi dapat mulai berjalan kembali.
Untuk pencegahan gelombangeningkatan kasusCOVIBEL9 diperlukan: penerapan protokol
kesehatan secara tegas, peningkatan kapasistingdantracingyang lebih luas, dan pembatasan
sosial yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran k#&slsjakan sektor kesehatan perlu
difokuskan pad@encegahan penularapenyediaan dan distribusi vaksinnSntara itu,kebijakan
ekonomi difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan persigmamdasi untuk
menghadapi transformasi ekonomi dan perubahan dunia p&30&I1BL9. Akselerasi investasi
sebagai contoh, diperla untuk menyeragbacklogpengangguran melalui peningkatan investasi
publik, perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur digital dan transportasi. Pada fase
ini, perlu diberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan dan pemberian insentilSladgi untuk
melakukan pemulihan, penyerapan kembali tenaga kerja, dan percepatan digitalisasi.

3. Dalam jangka panjang, diperlukan transformasi ekonomi, peningkatan produktdaiakapasitas
produktif perekonomian. Kebijakan yang dapat dilakukan antaranteelakukan reformasi sektor
publik, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui perbaikan sistem pendidikan
dan pelatihan tenaga kerja, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sektor fiskal melalui
peningkatan penerimaan perpajakan dpeningkatan belanja yang berkualitas, dan peningkatan
inovasi litbang dan teknologi. Pandemi menjadi waktu yang tepat untuk mengubah orientasi
pembangunan menjadi lebih berkelanjutan dan berbasis lingkungan.
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Penyelenggaraaendidikan

PandemiCOVIBEL9 saat ini memicu munculnya dua isu penting di dunia pendidikan, yaitu (i) perlunya
perubahan sistem pendidikan dan cara pengajaran, dan (ii) perlunya penguatan internalisaganilai
promotif-preventif dalam ekosistem pendidikan, serta penguatan litefesehatan melalui jalur
pendidikan. Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan dan cara pengajaran, diperlukan upaya untuk
meminimalkan dampak negatfOVIBEL9 dan pengendalian pandendari perubahan proses kegiatan
belajar tatap muka menjadi kegiatan bglr dari rumah (BDRIKetidaksiapan dan belum optimalnya
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi berpotensi menurunkan kualitas dan
akses pendidikan dalam jangka menengah dan panjang. Penyesuaian kebijakan harus secara
menyeluruh, mencakp:

1. Kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi pendidikan yang beragam, sesuai dengan
kondisi masyarakat dan wilayah setempat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
dan e-learning sebagai alternatif kegiatan belajar mengajar perlu tdimplkan dan dibarengi
dengan pemerataan akses TIK. Untuk mewujudkanrdiperlukan kerja sama dengan
kementerian teknis lain dalam penyediaan infrastruktur utama dan dengan penywdiader)
untuk menjamin cakupan dan kualitas akses digital yang digamisebagai sarana utama PJJ.

2. Penyesuaian kurikulum, standar ketercapaian kurikulum, sistem penilaian dan evaluasi peserta
didik, serta penyesuaian standar nasional pendidikan (SNP) perlu didasarkan pada hasil review
terhadap penerapan kurikulum yang lgdan pada masa pandemi. Review ini diperlukan untuk
memberikan gambaramengenaigap ketercapaiankurikulum dan kompetensi lulusan. Selain
untuk penyesuaian kurikulum, hasil review ini juga dijadikan dasar penyusunan standar
operasional pelaksanaan PJJ.

3. Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan perlu diukur guna meningkatkan
adaptasi terhadap teknologi PJJ dan digital.

4. Peningkatan tata kelola kelembagaan pada tingkat daerah juga dnilai dalam melakukan evaluasi,
pengawasan, dan peningkatafektivitas penyelenggaraan PJJ

5. Penguatan dukungan kebijakan dan mekanisme untuk mengatasi dampak negatif terhadap
kesehatan mental pada orang tua, pendidik, dan peserta didik melalui peningkatan saluran
komunikasi yang efektif dan kemudahan akses itfuksur (wifi) bagi orang tua/wali peserta
didik dan sekolah, serta peningkatan pendampingan pembelajaran bagi peserta didik.

Agar dapat berkontribusi pada pencegahan penul&Z@VIEL9, sistem pendidikan perlu melakukan
upaya yang berkelanjutan untuk pearman pemahamarmengenaiupaya promotif preventif dan
peningkatan literasi kesehatan melalui pendidikan. Penguatan penerapan protokol kesehatan
diperlukan pada pembelajaran yang dijalankan secara tatap muka, kombinasi, maupun persiapan
untuk pembukaan sekolah kembadchool reopning. Dalam jangka pendek, sektor pendidikan telah
memberikan respons cepat dalam bentuk realokasi penganggaran dan relaksasi pemanfaatan
pembiayaan pendidikan untuk penangan&OVIBEL9. Penguatan pendidikan kesehatan melalui
peningkatan materi pembelajan maupun kegiatan pendukung edukatif lainnya, baik kokurikuler
maupun ekstrakurikuler, perlu diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Pemahaman sejak dini
tentang pola hidup bersih dan sehat, penyakit, gizi, dan kesadaran terhadap upaya peningkatan
kesédhatan perlu secara berkesinambungan terus dipupuk. Konten dan cara penyampaian dapat
disesuaikan sesuai jenjang atau kelompok usia.



Studi Pembelajaran Penangan@a®VIB19 Indonesa

Kehidupan Beragama di Masa Pandemi: Peran Tokoh dan Organisasi Keagamaan

Tokohtokoh agama dan lembaga keagamaan perlu mernketeladanan dan berperanserta dalam
penerapan protokol kesehatan dalam rangka pengendgamyebaranCOVIBEL9. Perubahan tata

cara peribadatan (baik praktik ibadah maupun peringatan hari besar keagamaan) dan praktik berbagai
kegiatan terkait kehidupabheragama (termasuk pernikahan dan kematian) menjadi bagian penting
dari upaya pengendalian pandemi. Karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada tokoh
agama dan lembaga keagamaan, peran mereka dalam advokasi dan edukasi perubahan tata cara
peribadatan dan kehidupan beragama secara umsangat krusial. Kolaborasi antara pemerintah dari
tingkat pusat hingga tingkat desa dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan perlu diperkuat untuk
memastikan penerapan protokol kesehatan sampai di tingkat laparidatuk mengikis pendapat

yang keliru, pemahaman para tokoh agama menger@DVIEL9 perlu ditingkatkan dengan
menggunakan pendekatan yang moderat, kontekstual, dan komprehensif. Selanjutnya, Gugus Tugas
Nasional Percepatan Penangan@OVIBL9 dan lembaga peerintah terkait lainnya perlu
meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menyampaikan
informasi melalui media komunikasi yang paling efektif, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Dialog antartokoh agama dan antarlembaga da@aan juga perlu terus ditingkatkan untuk
membangun kesepahaman menge@DVIB19 dan bekerjasama dalam penanganan pandemi, serta
menjaga kerukunan antarumat beragama dalam menghadapi krisisyangulselama pandemi.

Kerjasama antarkementerian d&arjasamadengan lembaga keagamaan untuk menyisipkan protokol
kesehatan dalam kegiatan keagamaan, seperti fatwa dan pedoman peribadatan/penyelenggaraan
kegiatan terkait kehidupan beragama yang menerapkan kegiatan utama pencegahan penyebaran
COVIBEL9 yang tdah terbangun dengan cukup baik, perlu dilanjutkan dan diperkBatama ini,
organisasi keagamaan telah memberikan kontribusi penting dalam menyesuaikan tata cara ibadah
melalui penerbitan fatwa atau panduan kehidupan beragama selama pandemi. Pemeugdadupah
berperan dalam aspek ini, seperti melalui penerbitan beberapa kebijalegigenaiprotokol di rumah

ibadah dan perayaan hari raya keagamaan. Potensi ini perlu terus dioptimalkan dan diperkuat hingga
ke tingkat pelaksana lapangan, misalnya dalamiide pembelajaran bersama antara tenaga/petugas
kesehatan dengan tokoh agama untuk membangun kesepahaman mertgenaara pemulasaran
jenazah yang sesuai dengan ajaran agama dan sesuai juga dengan protokol pengendalian pandemi.
Kerjasama ini juga perluipkrkuat dalam membangun argumen teologis dan menjamin kehalalan
vaksinCOVIEL9.

Peran organisasi dan lembaga keagamaan dalam mitigasi dampak ekonomi p&Z@0¥hEL9 di

tingkat masyarakat perlu dioptimalkarOrganisasi keagamaan telah terbukti berperan dalam
mengurangi dampak dari panden@OVIBL9 di tingkat masyarakat terutama melallderbagai
program seperti ketahanan pangan, modal usaha, dan ketahanan ekonomi keluarga. Untuk
mengoptimalkan manfaatnya, digekan peningktan koordinasi dengan pemerintah yang juga
menjalankan program perlindungan sosial. Bersama pemerintah daerah, program organisasi
keagamaan dan program bantuan sosial pemerintah bisa saling melengkapi. Jika program bantuan dari
organisasi da lembaga keagamaan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga dan usaha
mikro-kecitmenengah, misalnya, akan menjadi pelengkap program bantuan sosial pemerintah.
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KehidupanSosial Budaya

Diperlukan pendekatan berbasis budaya lokal untuk mengatasi gbgdaya suatu kondisi
disorientasi karena perbedaan nilai budagamasuk hilangnya kebiasaan dan gaya hidup lama yang
tergantkan gaya hidup baruakibat perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian
pandemi COVIBEL9. Jika tidak dikelola dengan baik, gegar budayaakan memicu kepanikan
masyarakat yang berujung pada sikap intolerasi, pudarnya empati, dan timbulnya kecurigaan dan
stigmatisasi pada gsien COVIBELY, dan secara umum menurunkan ketahanan sdsimlaya
masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan aturan gaya hidup
dalam kegiatan sehahari, termasuk norma sopan santun dalam interaksi sosial dan kegiatan
ekonomi, justru meningkatkan penularaDOVIEL9. Di berbagai daerah, telatilakukan pendekatan
berbasis budaya dan kearifan lokal untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat, sehingga
penyebaran informasi dan pengawasan kepatuhan akan protokol keselupat dilaksanakan
dengan baik.

Banyakpengetahuan tradisional yang muldigali dan dikembangkan dalam rangka peningkatan gizi
dan imunitas masyarakat. Di berbagai daerah juga muncul inisiatif indigit kelonpok masyarakat

untuk bergotongroyong membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Upaya semacam ini perlu
terus ditigkatkan melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah baik di tingkat provinsi,
kabupaterikota, maupun desa/kelurahan dengan masyarakat. Pemerintah, khususnya pemerintah
daerah, dapat mengoptimalkamodal sosial masyarakat dan nikdiai kearifan dkal dalam
melaksanakan penyesuaian pola hidup masyarakat selama masa darurat bentsalayerjasama

antara pemerintah provinsi Bali dengan desa adat dalam mengendalikan mobilitas dan aktivitas serta
mengurangi dampak sosiakonomi yang dialami massakat.

Contoh Kasus
Peran desa dan tokoh adat Bali dalameresponspandemiCOVIB19 di tingkat masyarakat

Di Provinsi Bali, desa adat mengerahkan sumber dayanya dalaraspoas dinamika
penyebaran penyakit dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Pecalang aktif melakukan
himbauan dan pengawasan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat yang sesuai dengan
protokol kesehatan selama pandemi. Hal ini bisa berjalan karena adanya rasa ldan patuh
terhadap tokoh adat dan desadal ini pun dioptimalkan oleh pemerintah daerah dengan
melakukan kerjasama langsung dengan desa adat, baik dalam hal pelaksanaan pembatasan
aktivitas dan mobilitas maupun dalam mitigasi dampak pandemi. Isarjaini dituangkan

dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tahun 2020 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pence@z@atibl9 Berbasis Desa Adat di Bali

yang diterbitkan Maret 2020. Dengan demikian, tanpa melaksam&ebijakan PSBB seperti
daerah lain, Provinsi Baktap memberlakukarpembatasan serupa yang sebagian didukung
pelaksanaannya olelokal pecalang berdasarkan nilai adat dan budaya

Bagi para pelaku budaya, diperlukan dukungan untuk beradaptasi dashberhidup selama masa
pandemi. Penutupan tempat layanan kebudayaperti museum, galeri, sanggar, bioskop, dan
larangan berkerumun, telah turut membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan kegiatan
kebudayaan serta mengancam penghidupan senimanerelkreatif, dan pelaku budaya lainnya.
Walaupun media baru berbasis digital telah mulai dikembangkan dan mendapat sambutan yang cukup
baik dari masyarakat, diperlukan dukungan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku budaya
dalammemanfaatkan media baruni dan juga ketercukupan internet. Pemerintpbsat dan daerah
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juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk: menciptakan ruang kolaborasi, memfasilitasi

perlindungan hak kekayaan intelektual di medium daring, mempermudah perizinan usaha kreatif, dan
membeikan bantuan sosial agar para seniman dan pelaku seni mempertahankan kehidupan mereka
dan terus berkarya.

Budaya literasi juga perlu ditingkatkan untuk penguatan literasi kesehatan dalam rangka mendukung
penanganan panden@OVIBL9. Dalam jangka pendekemanfaatan pusat layanan literasi yang dekat
dengan masyarakat (termasuk taman bacaan dan perpustakaan lokal dan nasional) dan para pegiat
literasi sebagai sumber informatgntang pandemiCOVIBL9 perlu ditingkatkan, untuk membantu
mengurangi kesimpangsan informasi. Pusat layanan literasi ini perlu ditingkatkan peranannya untuk
menjadi pusat pembelajaran bersama, bukan lagi hanya sebatas tempat meminjam Oal&m

jangka panjang, peranan pusat layanan literasi juga perlu ditingkatkan untuk membantoenmepat
pemulihan ekonomi dengan mengembangkan peranannya menjadi pusat pembelajaran berbagai
keterampilan hidup yang dibutuhkan pasca pandemi.

Perlindungan Perempuan, Anak, dé&emuda

Pemerintah, bersama lembad@mbaga nompemerintah, perlu melakukan penyesuaian tata cara
pelayanan perlindungan bagi perempuan, anak, pamuda karena cara pelayanan yang biasa akan
terhambat oleh pembatasan kontak dan mobilitas. Layanan bagi korbardssin berbasis gender
perlu mengkombinasikan strategi layanan daring dan tatap muka untuk memaksimalkan layanan
dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penula@@VIBEL9. Untuk terlaksananya
strategi tersebut dibutuhkamerubahan standar operasiahpelayanan dan mekanisme koordinasi
antarlembaga, pembiayaan untuk alat perlindungan diri dalC@VIBL9, penyesuaian kemampuan
tenaga pelayanan untuk melaksanakan pelayanan secara daring, dan penyesuaian sistem pencatatan
dan pelaporan agar dapat memifikan manfaat yang optimal bagi korbaRenyesuaian ini
membutuhkan komitmen dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku
kepentingan terkait.

Berbagairesponsyang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka perlindungan anak sefssa
pandemi COVIELY, termasuk kebijakanBelajar Dari Rumah @GDR, pemberian bantuan sosial,
penanganan kasus ketasan, dan pemulangan narapidana analkerlu dilengkapi dengan adaptasi

tata kelola layanan agar lebibsporsif dan mampu mendeteksihencegah dan menangani kekerasan

yang dialami anak. Berbagai kebijakan dalam rangka perlindungan anak yang sudah dituangkan dalam
RPJMN 202Q024, termasuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan dokumen kependudukan,
akses ke air dan sanitasi yang layalan pencegahan erkawinan anak, perlu dipercepat
pelaksanaannya.

Perlindungan dan dukungan bagimaja danpemudaperiu ditingkatkan sesuai kebutuhan spesifik
yangmuncul akibat pandem{COVIEL9. Perlindungan dari kekerasan berbasidinedan pencegahan

adiksi penggunaan internet perlu ditingkatkan melalui sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait,
sosialisasi cara penggunaan internet, sistem pelaporan dan pendampingan bagi korban kekerasan
berbasisonling danedukasibagi orang tua yajpnmendampingi anaknya selama proses BDR. Layanan
untuk menjaga kesehatan mental pemuda juga perlu ditingkatkan agar lebih mudah diakses secara
daring Perlindungan ketenagakerjaan bagi pemuda yang cenderung lebih mudah mengalami
pemutusan hubungan kerja da ditingkatkan. Pemuda perlu mendapat afirmasi dukungan untuk
pengembangan kewirausahaan. Selain fgemudaperlu lebih banyak dilibatkan dalam berbagai
kegiatan dalam rangka mesponspandemiCOVIBL9.
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Sistem dan Mekanisme Perlindungan Sosial

Besarnyakebutuhan akan jaring pengaman sosial selama Pand&dWIB19 ini memperlihatkan
perlunya perbaikan sistem perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial) yang sudah
dikembangkan Indonesia selama dua dekade terakhir. Setidaknya ada dua penyesnprang perlu
dilakukan, yaitu peningkatan cakupan dan keakuratan basis data perlindungan sosial dan
pengembangan sistem perlindungan yang lebih adaptif. Keduanya akan saling terkait dan perlu segera
dilakukan.

Kelemahan utama yangnengemukadari kebutuhan penyaluran bantuan sosial selama Pandemi
COVIBEL9 yaitu (i) ketidakmampuan basis data perlindungan sosial yang ada yang mencakup 40
persen rumah tangga termiskin di Indonesia dalam mengidentifikasi kelo#gdonpok rentan yang
terdampak,khususnya yang pada awalnya bukan termasuk rumah tangga dalam basis data, dan (ii)
kurang akuratnya dat&arena proses pemutahiran data yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pandemi ini memunculkan kesadaran akan perlunya basis data perlindungdryaagiderintegrasi
dengan registrasi kependudukan, dan mencakup semua penduduk Indonesia (100 persen). Basis data
ini perlu memuat informasi karakteristik sosial dan ekonomi yang lengkap, dan dapat dihubungkan
(interoperability dengan berbagai basis ddtin, termasuk data program jaminan sosial kesehatan
dan ketenagakerjaan serta program yang dikelola berbagai kementerian. Data ini juga harus bisa
dihubungkan dengan datasiko kebencanaan suatu wilayabelain itu, priu dibangun mekanisme
pemutahirandata secara berkesinambungan desattime. Karena pemerintah daerah, hingga ke
tingkat desa, akan memegang peranan penting dalam proses pemutahiran data ini, diperlukan
dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pendiittingkat
kabupaten/kota, desa, dan masyarakat.

Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif gatemyang dapat segera mespons
kebutuhan mitigasi dampak berbagai jenis bencana (termasuk bencana alam, krisis ekonomi, krisis
sosial, konfk dan kesehatah terhadap kesejahteraan masyarakaerlu segera dilakukan untuk
mengantisipasi kemungkinan berlanjut atau berulangnya pandemi. Tuntutan perluasan cakupan
penerima bantuan sosial selama Pand€&@iVIEL9 ini telah dresponsPemerintah dengaperluasan
cakupanprogram bantuan sosial yang telah adan menginisiasi berbagai prograprogram baru.
Kecepatarresponsuntuk bantuan sosigerhambat karena belum tersedianya payung hukum tanggap
darurat bencana kesehatan dan ekonomi, ketidakterhubungita dan sulitnya koordinasi
antarlembaga, serta terbatasnya kanal penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan
payung hukum yang cukup kuat sebagai landasan bagi perubahan mekanisme penyaluran dan
perubahan cakupan bantuan baik yang terkaihtuan sosial maupun jaminan sosial, serta langkah
langkah cepat yang dapat dilakukan pada saat bencana, khususnya bencaalamdpeyung hukum

ini juga perlu mengatur mekanisme koordinasi antarinstitusi pemerintdiaéapusat maupun daerah
sertamekanisme penyesuaian bantuan dan jaminan sosial selama masa darurat. Peta jalan bantuan
sosial, perlindungan sosial kesehatatan ketenagakerjaan juga perlu disesuaikan untuk dapat
mengakomodir pengembangan perlindungan sosial yang adaptif ini.

Keduaupaya tersebut perlu didukung inovasi layanan berbasis digital, yaitu infrastruktur digital dan
infrastruktur keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya yang jauh dari
daerah perkotaan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelomjgokinggal lainnya. Kedua
infrastruktur juga dibutuhkan agar penyaluran bisa dilakukan secara lebih fleksibel, tidak hanya
melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
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KapasitaKeamanan KesehatarHgalth Security
(Dewi N. Aisyah, Ph.D; Dewi Amila S, M.Sc; Pungkas B. Ali, Ph.D; dan Prof. Meiwita |
Budiharsana)

Memprioritaskan keamanan kesehatan penduduk adalah bentuk nyata tanggung jawa
pemerintah mengingat pandemCOVIEL9 sudah berjalan lebih dari 10 bulan di
Indonesia, namun kas@OVIEL9 di Indonesia masih terus meningkat.

Pesan utama
Perbaikansistem surveilans agar terintegrasi pusdtaerah, real-time dan
bersifat mandatory.
Perbaikan manajemerdata yang didukung oleh SDM yang kompeten dal
terampil mengelola d@, keterbukaan untuk mereview sistem lain di lua
birokrasi, dan publicly assesed
Penguatan kapasitas pemeriksaan laboratoriuterutama SDM dartracing
kasus COVHD9 dibutuhkan diiringi dengan pdampingan yang berkelanjutar

Sistem surveilans terintegrasi pusalaerah, real-time, dan bersifat mandatory -
Ketersediaan dan kelengkapan data surveilans untuk menjadi alat navigasi pengambil
kebijakan sangat dibutuhkarireformasi besar dalam sistem pencatatan terintegrasi
perlu dilakukanyang bersifat interoperabel lintas unit, terhubung dengan daerah dan
berjalanreaktime serta bersifatmandatory Sistem sebaiknya didesain pusat dengan
mendapatkan masukan dari daerahtuk menghindari perbedaan data yang dihasilkan.

Perbaikan manajemen data, keterbukaan untuk mereview sistem lainnya dahlicy
assesed Kapasitas infrastruktur harusampumenampung data yang sangat besar dan
menyediakan akses ke 514 kabupaten/kotaaridjemen data ini perlu SDM terlatih
yang menguasai pemahaman tipologi dan struktur data, bukan hangeampil
mengnput data. Pengendalian pandemCOVIEL9 memerlukan data penyelidikan
epidemiologi, contact tracing dan analisis klaster yang lengkdpemerintah perlu
terbuka dan siapberkolaborasidengan eksistensi sistem lainnya di lugistem data
perlu dibangurdenganmengedepankamksesibilitas datantarpemerintah dandi luar
pemerintah,sehinggamengoptimalkanmasukanakademisi, swasta, dan masgkat

Penguatan kapasitas pemeriksaan laboratorisiKeterlambatan penanganan pandemi
COVIEL9 dipengaruhi kapasitas pemeriksaan laboratoridrastingdan tracing harus
berjalan berdampingan. Input datagipetugadaboratorium harus dilakukan daitak
boleh terlambat dan diperlukan tenaga khusus serta sistem yang memadai untuk inpu
data hasil laboratorium.Penguatan kapasitas laboratorium (keterampilan dalam
pengambilan sampel, standar penyimpanan sampel, kalibrasi alat, menghindai
kontaminasi, hingga implementadiosafety dan biosecurity diperlukan. Untuk
meningkatkan kapasitas pemeriksa@enting untukmelibatkan laboratorium swasta
Pemda perlu memberlakukan sisteeward bagi lab dengan performa pemeriksaan
terbaik danpunishmentlteguran) bagi yang tidak mencatat dan melapor pada sistem.
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Pendahuluan

Membangun kapasitas keamanan kesehathaafth security didefinisikan WHO sebagéegiatan
penting untuk meminimalkan bahaya dan dampadgawatdaruratan kesehatan masyarakatkut,
pandemiCOVIEL9 contohnya, yang dapat membahayakan kesehdtalektif penduduk, ddalam

dan diluar wilayah geografisuatu negara, melewati batas internasioh&lndonesia termasuk dalam

194 negara WHO yangrikat secara hukum untuk menerapkan International Health Regulation (IHR
2005) sejak 15 Juni 2007Tujuan IHR'mencegah, melindungi, mengendalikan, dan respors
kejadian penyebaran penyakit di tingkat internasional sesuai besaran risiko kesehatan masyarakat,
dan sebisanya menghindari gangguan lintas perdagangan internasional tidag perlu..
Peraturan internasional yang harddaksanakartermasuk:(a) persyaratan untuk melapor jumlah
kasus barusetiap hari kepada WHO, (b) mematuhi peraturan WHO terkait keada&egawat
daruratankesehatan masyarakat yang menjadi perhatianrimésional” public health emergencies of
international concern, PHB){Cdan (¢) menerapkan surveilans inti sesegera mungkin di tingkat layanan
primer, menengah dan nasional, termasuk pelabuhan internasional, bandara udara dan perbatasan
daratan.

Salah satu kewajiban Indonesia adalah menufjogal PointHR Nasionajaitu PHEOCPublic Health
Emergency Operating Centarntuk berkomunikasi dengan WHO. Penunjukkan PHEOC dilakukan
secara otomatis dibawah Kemiemnian kesshatan Pada awal panden€OMD-19, tanggap darurat

yang dilakukan Pemerintah Indonesiaadia masih sangat kuran§ebenarnya, dengan melapor ke
internasional, WHO dapat memulai memberikan bantuan teknis dan rraddul persiapan rencana
kesiapsiagaanpfeparedness dan memfasilitasi materi ataalat pelatihart Beberapa komponen
penting health securitymencakup diantaranya pelaksanaan surveilans terpadu, integrasi dan
manajemen data, serta kapasitas pemeriksaan di laboratorium. Surveilans berperan penting dalam
melaksanakan pengumpulan data yang sistematis, melakukan analisis dan interpretasi data untuk
dapat membeikan masukan kebijakan dalam hal perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari
program kesehatan yang tengah berjalan. Manajemen data yang baik dibutuhkan untuk melahirkan
analisis yang berkualitas serta mendorong adanya pengumpulan data terpadu limpéie disu dan

lintas sektor untukmengendalikan penyakit di masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengendalikan
pandemi, penguatan kapasitas laboratorium sangat diperlukan dalam rangka kecepatan penanganan
di lapangan.

Sistem surveilans terintegrasi pusalaerah,real-time, dan bersifatmandatory

Sistem surveilans Sistem surveilansasionalKemenkes terdiriatas 5 subsistem: (1) surveilans
epidemiologi penyakit menular, (2) surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, (3) surveilans
epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, (4) surveilans epidemiologi masalah kesehatan, dan
(5) surveilans epidemiologiekehatan matr& Untuk mencegah, mendeteksi, dan respons
munculnya masalah penyakit berpotensi wabah di Indonesia, pada tahun 2017 Kemenkes membentuk
PHEOQPublic Health Emergency Operating Ceritusus untuk menangani penanggulangan wababh,
kejadian luar biasa (KLB) dalam waktu 24 jam, dan pantiéogas PHEOC adalah mengumpulkan
informasi, menentukan keputusan prioritas, mengkoordinasi tindakan, dan melakukan komunikasi
yang diperlukan dengan WHO dan lainnya.
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Alur Pelaporan dan Pencatatan Dataenanganan panderfiOVIBL9 menggunakan alur pencatatan
dan pelaporan berikut

— 1
— * PENYELIDIAN EMDEMIOLOGH
™Ti=| = NOTIFINASE * PELACAKAN/PERMANTALAN KONTAK ERAT
< > PENEMUAN —
Pushenrman/
Fasyankes |

sy HASUS BARL LAFPORAN AGREGAT HARIAN KADR/NOTA

Danas Kenehatan e e labal
SISTEM ONLINE PELAPORAN HARIAN

-__._-I_‘_-_-_-_-_
1

—~ as 1 ): o Lttt Progrem -

. - = | =+ Untas Sekior Terhan ol

"~ Labormtortum Pemerihss -
COVID- 19

Gambar 1. Alur pencatatan dan pelaporan dafa

Pemeriksaan teswabdilakukan oleh Puskesmas, Rumah Sakit (RS) provinsi dan kabupaten/kota, dan
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) beserta kekarantinaan kesehatan di bandara dan pelabuhan
GSNKFRFL WadzallS1Q | G dzCoOwWmMyyang dataygke fashitdeezbihtanl A G S N.
(faskes) setempat karena memiliki gejala atau hasil penelurusan kontak erat dan pelaku perjalanan

yang memiliki risiko penularan. Spesimsvabpasien lalu dikirimkan kepada laboratorium pemeriksa.

Hasil pemeriksaan dilaporkan ke Kemenkes med@temNew All Recor(NAR) T@9; lalu diverifikasi

oleh tim PHEOC, kemudian diumumkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dengan notifikasi jika
positif sebagai kasuSOVIBL9 baru. Staf PHEOC melaporkan jumlah kasus G&JIB19 Indonesia

kepada WD per hari dengan menggunakan kode #0@Y1Duntuk register setiap kasus konfirmasi

di PHEOETerdapat 3 jalur data untuk mengetahui penambahan jumlah kasus pOEWIDLO:

a) Laboratorium melapor data hasil tes langsung ke sistem NAB Tsekitar 60%lata positif berasal
dari sumber ini), lalu diverifikasi manual oleh tim PHEOC Kemenkes ke Daerah untuk koreksi
duplikasi data.

b) PHEOC juga menerima data hasil tes (format excel) dari laboratorium yang tidak menginput data
langsung ke sistem NAR-I®, yam sudah di verifikasi oleh Dinkes provinsi dan Dinkes Kab/Kota
di mana lab lokal berada (terkait dengan namama pasierCOVIBLY positif). PHEOC kemudian
memasukkardata tersebut satu per satu ke dalam sistem NARIBCSekitar 30% data positif
berasal dari sumber ini. Jalur ini lebih cepatena data sudah terkonfirmasi oleh daerah namun
perlu dientri manual oleh tim PHEOC yang juga memakan waktu.

c) Data hasil pemeriksaan laboratorium TCM (Tes Cepat Molekuler) daringgj8ITB (Sistem
Informasi Tuberkulosis) sudah terintegrasi denfjimw All Recor{NAR)TE19.

Tantangan lupdate masihbersifat semimanual dan sistem belum sepenuhnya berfungsseluruh

data pasien positif yang dilaporkan harian oleh Kemenkes meauitikiff pointwaktu pelaporan yaitu

pukul 12 siang. Laporan yang diterima lewat dari pukul 12.00 siang akan masuk ke laporan hari
berikutnya. Setelah mendapatkan verifikasi data pasien positif, PHEOC akan menotifikasi Dinkes
Provinsi agar menindaklanjutiedgan melakukan penyelidikan epidemiologi daontact tracing
PHEOC juga mendapapdate status follow-up sembuh atau meninggal dari Dinkes Provinsi dan
Kab/KotaUpdatestatuspasienini masih bersifat manuatlimana laporan dari daerah terkait dengan

list pasienCOVIEL9 sembuh dan meninggal-dipdateoleh tim PHEOEatuper satu ke dalam sistem,

dan daerahbelum seluruhnyamenggunakan sisterantuk mengupdate status akhir pasiesampai
denganpekan keduaNovembe 2020.
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SampadenganbulanSeptembey Dinkedaru mendapatkamkses keistem NAR TFC9 diKemenkes
sebagai gingle operator (berfungsi mendnput data dasar, tanggal gejala, data penyelidikan
epidemiologi) darjuga sebagai administratgmengelola jumlah kasus Negatif dan Positif). Sistém
belum berjalan sepenuhnyd lapangansehinggalata individual hasil penyelidikan epidemiolatgin
contact tracingoelum tercatatseluruhnyadi dalam sistem

e B -

- 1, Dats Dasar — Administrator
-~ 2. Tangeal Gejela Dm dasit Kasus Neg
7’ e, . g"'lrll < Kasus
| Konfirm

/ ot —  Gjala
\ Hasll Lab - Dot PE

N\ Spesimenkian Form

~
~
e
- o s

NAR
Monitoring

NAR
Hasil Lab

Gambar 2 Alur Pencatatan dan Pelaporan New All untuk Diagnésis

Seharusnya, alur pencatatan dan pelaporan bisa dipercé@akes mengisi data dasar dan tanggal
gejala muncul yang langsung tercetak di formulir dan melekat dengan spesimen yang dikirim ke
laboratorium. Datai-input pada hari yang sama dengan tanggal spesimen dikirimkan. Laboratorium
merubah status formulir meapi¢ R A LINGBti&aSrrierima spgmen. Ketika hasil pemeriksaan lab
keluar, maka laboratorium mengeluarkan verifikaasil Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota juga
diminta untuk melaporkan laporan agregat hari@@VIBL9 melalui sistemonline pelaporan harian
PHEOCHh(tps://s.id/laporharianCovig untuk memonitor danmengevaluasi manajemen surveilans

serta menghitung indikator epidemiologi di wilayakab/Kota. Pelapor adalah petugas Dinkes
Kab/Kota yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PJ) Data, sementara Dinkes Provinsi dan
Kemenkes berperan sebagai supervisor dan verifikator data.

Tantangan 2: perbedaan perhitungan antara Pusat dan Daerabknimbulkan kebingungan
masyarakat. Perbedaan data antara pusat dan daerah, disebabkan antara lain:

1. Terdapat laboratorium yang hanya mengirim laporan ke Faskes dan Dinkes daerah namun tidak
melapor ke Kemenkes, sehingga jumlah kasus positif di daerahtitedpih dari pusat.

2. Pengambilardata lokasi bisa berbedada yang lokasi faskes tempat pasien berobat atau lokasi
domisili/rumah pasien. Pengisi di NARI®Csering tidak menyertakan alamat domisili dengan
lengkap, yang seharusnya lokasi domisili namun ditulis lokasi faskes. Pernah terjadi selisih data
daerah denganpusat mencapai 1200 kasus, karena 1200 kasus yang beralamat faskes Kota
Semarang, sebenarnya berdomisili di luar Kota Semarang.

3. Jikakoordinasiantara Pusatian Dinkes Kab/Kota tidak baik, sulit melengkapi atau mengorek
data pasien ketika input data pertama dari/ke laboratorium tidak lengkap, sebab penyelidikan
epidemiologi dilaksanakan oleh Dinkes.


https://s.id/laporhariancovid
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4. Terdapat variasi basis data pada aplikasi pencat@@iIB19 di daerah. Data yang dimasukkan
ke sistem NAR berbas#&bbratorium pemeriksa, tetapi aplikasi Pemda atau Dinkes daerah hanya
menginput data laporan berbasis faskes dan tidak dapat menelusuri laboratorium mana yang
melakukan pemeriksaan. Akibatnydata tidak dapat dentry ke dalam sistemjika lokasi
laboratorium tidak jelas atau tidak diketahui.

5. Beberapa laporan menyebutkan adizlay yang cukup lama saat laboratoriumengajukan
permohonan akun NAR TC9 kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Balitbangkes) atau Pus@tata dan Informasi (Pusdatin) KemenkBeglayini mengakibatkan
banyak kasus tercatat di laboratorium/Dinkes setempat namun belum tercatat diAdiFatnya,
jumlah pemeriksaan spesimen dan orang berbeda antara pusat dan daerah.

6. Masihada beberapa labatorium yang hanya fokus mesantry data pasien positiflan tidak
melaporkan jumlah orang yang diperiksa. Akibatnya, perhitungan jumlah spesimen dan orang
yang diperiksa berbeda, sehinggerhitunganpositivity ratemenjadi tidak akuratDi beberapa
daerah (dengan jumlah kasus baru tinggi dan lonjakan jumlah spesimen yang diperiksa),
ketepatan pelaporan juga terkendala karéBBM untuk input data tidak ada

7. Dengan adanya 3 jalur pencatatan data, dapat terjadérlap antar database yang juga
menyebabkarperbedaan data daerah dan pusat. Contoh, jika suatu daerah +@etng data di
sistem NAR yang membutuhkan verifikasi manual, kemudian juga mengirimkan excel yang sudah
terverifikasi, maka terjadiuplikasi dan perbedaan dakarena excel yang sudah divéisi lebih
cepat diumumkan oleh Kemenkes dibandingkan NAR.

Karenasebagian besastatusfollow-up pasien masih dilakukan secara mandati daerah kepada
PHEOC, maka data antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat berbdagat manual
menyebabkan &tika diumumkan terlihat seperti ada penumpukan jumlah meninggal atau sembuh,
atau seperti lonjakan tib#iba di satu tanggal tertentu, padahal sebenarnya tersebar di beberapa
tanggal. Di kondisi kegawdaruratan kesehatan masyarakagmerinteh diharuskarmenghadirkan
informasi yang tegas (pasti) sehingdapat menjadi pegangan masyarakat. Ketidakpastian data
karena perbedaan perhitunggrusat dandaerahdapat menimbulkarketidakpercayaan masyarakat
akanketidaksiaparpemerintah menangani pandemi.

Tantangan 3:perbedaankapasitas(skill) petugassurveilansdapat memperlambat pelaporan dan
menghambat pemetaan lokasi kegawatdaruratakapasitas dalam pengumpulan data pa<i€wID

19 sangat bergantung dari ketampilan petugasyang seyogyanyasudah terlatih melakukan
pencatatan dan pelaporan surveilans. Di awal masa pandemi, penginplatandibebankan ke
laboratorium tanpa persiapan dgrelatihan memadai. Hasilnya, banyak data (variabel) yaisging

(tidak tercatat), contohnya nama tidak dicatat lengkap, NIK tidak diisi, dan lainnya. Ini menyebabkan
timbulnya duplikasi kasus. Selain itu, sisteurveilans nasional yang digunakawalnya mencatat

data sebagian besadalam bentukfree textyangmengakibatkan analisis data suditakukankarena

tidak terstandadisasinydormat pencatatarvariabetvariabel Kerugian waktterjadikarena akhirnya

harus dilakukarcleaning datalebih dari 150000 form pasien di bulan Mei 2020. Memasuki bulan
Oktober 2020,7 bulan setelah Maret 2020, alur pencatatadeal mulai dikembangkan, namun
pelaksanaannya tetap belum sepenuhnya dapat dilakukaata individual hasil penyelidikan
epidemiologi masih belum seluruhnya tercaf@da sistem surveilan®ampaknyayaitu sebaran

kasus pada level kecamatan, kelurahan, serta RW dan RT belum dapat digambarkan secara spasial
dengan baik.
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Data utama hanya terdidgtas3 variabel: jumlah pasien positif, umwan jenis kelamin. Variabel lain
masih belum lengkap tercatdinissing. Besaranmissingdata padasistemsurveilans nasiondlisa
terlihat di bawabh ini:

Missingvariablesberdasarkan data sampai dengar2 November2020

- Provinsi 1 9897% f(nissing datél,03%)
- Kab/Kota 1 1371% fnissing datsB6,29%)
- Usia : 96,68% (nissing date3,32%)
- Jenis Kelamin  : 9451% (nissing dateb,49%)
- Kecamatan : <5% inhissing data>950%)

- Komorbid 1 0,37% (nissing date09,63%)
- Gejala : 1,14% (nissing dated8,86%)

- Warganegara : 6,43% (nissing date®3,57%)

Distribusi sebara€OVIBL9 hanya dapat dilihat terbatas di tingkatovinsidan kabupaten/kotatidak

ada data tingkakecamatan dan bahkan &urahan Dalam8 bulan sesudah pandeptatuan Tugas
masih mengalami kesulitan dalamemetakan daeraht riskatau lokasi populasit riskdengan gejala
COVIBEL9 dan atau dengaro-morbidity, termasuk ke 10 provinsi dengan kast®VIBL9 tertinggi
karenaketerbatasan ketersediaan tia Untuk nelengkapi sistem NAR G, Kemenkes membuat
SistemOnlinePelaporan Haria@OVIEL9 untuk data agregaCOVIEL9 di levelKab/Kota. Sistem ini
disosialisasikan kepada Dinkes, Provinsi dan Kab/Kota tanggdl 22i 2020, dan dimulai serempak

di seluruh provinsi tanggal 1 Agustus 2020. Setelah 51 hari, antara 1 Agustus dan 20 September 2020
(pukul 14.00)kelengkapan laporan harissejumlah 16.662 laporan dari 44&b/Kota di 34 provinsi,
hanya mencapd3,56%° Agregat (bukan individual) ini hanya melaporkan 16 variabel: jumlah kasus
konfirmasi (harian, dalam isolasi, selesai isolasi, dan meninggal), jumlah suspigcdated jumlah
probablehari ini darprobablemeninggal, jumlah suspek dalam isolasi (dirawat, mandiri, total), jumlah
kontak erat (harian, dikarantinajscarded, serta jumlalswabé& rapid testharian Tabel J. Di kedua
level, provinsi darkab/Kota, missing dataterkait dengan kelengkapan isian bervariasi ant0&c
100%, mencerminkan bervariasinya kapasitas pelaksanaan surveilans daacing sehingga
memerlukan peningkatanSebelummenjadi NAR, sistem terdahulu yabgrnamaAll Record4AR)

juga sudalmemiliki persentasenissing datayang tinggiHal ini masih berlanjut hingga saat ini yang
mengakibatkan kualitas pencatatan data belum dengan signifikan berubah menjadi lebih baik

Tantangan 4: tidaklengan cepatlilakukannyapencatatancontact tracing Secara sistem, memasuki

bulan ke8 pandemi di Indonesia, Kemenkes sudah mampu memantau secara langsung semua faskes
dan Dinkes Kab/Kota selain Provitegitang: a) ketepatan waktu pencatatan dan pelapokasus

suspek ke aplkasi NAR TC9; dan b) kecepatan pemeriksaan laboratorium daput hasil labke

aplikasi NAR. Berdasarkan hasil lab dapat segera dilalkagtaact tracingdan dilanjutkan dengan
karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari terha#laptak erat(orang dengan riwayat kontak,
sebelumnya disebuDTG orang tanpa gejaja Pencatatancontact tracinghanya dilakukan oleh
daerah dengan standdisasi dan kualitas yang bervariasi dan tidak tercatat di sistem surveilans
nasional SejakNovember 2020penatatan contact tracingbaru dilakukandengansistemnasional

yang dinamakan Silacak.
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Tabell. SistemOnlinePelaporan Harian Kementerian Kesehafan

KONFIRMASI SUSPEK (S) PROBAEE(P) S/P DLM ISOLASI

\[@) PROVINSI

HARI :DS'?)LI_A,\O\'\QI SELESAl MENINGGAL| HARIINI DISCARDElI HARIINI MENINGGAL RAWAT MANDIRI TOTAL l—:QFI HARI
1 ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BABEL 0 3 1 0 0 0 0 0 2 53 56 0 23 0 0 0
4 BANTEN 00 000 25 0 36 8 0 0 371 984 1356 136 1358 36 54 0
5 BENGKULU 0 8 0 0 75 0 0 0 0 76 76 31 137 0 98 61
6 DIY 3 86 2 0 2 0 0 0 19 1 20 0 0 0 0 0
7 DKIJAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GORONTALQ| 5 28 0 0 7 0 0 0 9 7 16 10 16 0 0 0
9 JAMBI 14 77 0 0 2 94 0 0 5 49 54 88 66 0 742 11
10 | JABAR 171 1150 82 17 136 33 9 0 216 146 361 102 2636 83 926 3044
11 | JATENG 132 1450 70 0 171 20 4 0 600 623 1123 241 6680 124 393 16
12 | JA'IM 322 2314 407 37 175 322 6 25 797 558 1356 1036 23599 535 134289 | 83964
13 KAIBBAR 12 40 1 0 3 2 0 0 2 1095 1097 15 42 0 159 0
14 KAISEL 73 387 15 1 13 2 3 0 8 34 42 15 102 75 0 142
15 KADTENG 10 263 15 0 12 1 0 0 12 17 29 6 113 26 166 0
16 KALTIM 12 28 4 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
17 KALTARA 0 51 0 0 1 0 1 0 6 55 61 32 173 20 33 0
18 KEPRI 0 22 0 0 9 2 0 0 11 31 42 23 357 0 32 29
19 LAMPUNG 0 15 0 0 0 1 0 0 1 2 S 0 138 0 0 0
20 MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MALUr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NTB 2 16 0 0 1 2 0 0 11 2 13 13 88 3 0 0
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KONFIRMASI SUSPEK (S) PROBAIEE(P) S/P DLM ISOLASI

NO PROVINSI

HARI| - DALAM SELESAI MENINGGAL, HARIINI DISCARDElI HARIINI MENINGGAL RAWAT MANDIRI TOTAL

ISOLASI
23 NTT 2 17 0 0 5 0 0 0 3 5 8 124 88 0 127 0
24 PAPUA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PABAR 29 306 47 3 41 3 0 1 25 104 189 42 415 10 93 4
26 RIAU 25 421 10 1 37 0 0 0 26 471 497 84 300 17 4118 0
27 SUBAR 3 49 3 0 12 0 0 0 16 55 71 9 198 48 7 66
28 SU.SEL 132 319 79 0 17 2 0 2 7 76 83 40 509 99 1030 0
29 SUTENG 12 34 1 9 1 6 1 0 8 2 10 22 266 16 6 3042
30 SUDRA 3 40 1 2 1 0 0 3 1 4 ) 34 310 0 6 14
31 SUUT 4 27 13 0 10 0 0 0 3 8 11 4 238 12 3 40
32 SUMBAR 90 485 177 20 125 111 3 0 117 154 271 537 5112 597 421 3042
33 SUMSEL 68 342 2 0 8 25 2 0 43 169 212 87 347 1482 3560 1
34 SUMJT 86 2360 142 11 58 0 31 2 619 157 675 200 1837 204 42 3061
TOTAL 1283 10910 1097 193 959 624 60 35 2737 4998 7735 3010 44000 3485 146603 | 96538
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Tantangan 5: missingvariabel waktu menyebabkan tidak mampu meeteksi cepat. Salah satu
ketidakmampuan sistem surveilans adalalengevaluasi seberapa cepat kasus ditemukan, karena
tanggal pencatatn tidak diisi dengan lengkifungkin karena tidaknendapatkan pelatihan secara
berkala dalam kondisi pandemi sekalipun SDM unit surveiktas petugas laboratoriunkurang
disiplinmenginput data tanggatanggal sesuai protokdf.Data berupa tangg pengambilarswah
tanggal pengiriman spesimeswaly tanggal swab diterima oleh laboratorium, tanggal selesai
diperiksa laboratorium, dan tanggal dilaporkan ke NARJ €ering kosong dalam pencatatan. Tanpa
pencatatan lengkapdengan tanggal kita tidak dapat mengevaluasi: a) seberapa cepat kasus
ditemukan, dan b) jika addelay, pada titik pelaporan mandelayterjadi. Ditemukan juga lab yang
tidak langsung menginput ke dalam NAR setelah hasil tes keluar, tetapi dikirim dahulu ke gadwinsi,
di-cleaningkembali oleh Dinkes Provinsi, dan diverifikasiKab/Kota. Akibatnya, penyampaian ke
pusat menjadi terlambat (bisa sore atau keesokan haringBlain ity masih ada beberapa
laboratorium yang baru merekap data setelak3 Zhari kerja, seingga menghambat kecepatan
pelaporan dan verifikasi. Jika ada kendala SDM, input data juga melambat.

Tantangan 6munculnyamasalahpending caseslan penelusuran kontak eratAkurasi data terkait
dengan ketepatan pencatatan, kecepatan pelaporan, koordiaasara pusat dan daerah, dan
perbaikan formu isian.Data di sistem NAR TI® masih harus eileaningkembalikarenabeberapa
penyebab seperti:

A Input tanggal yang masih salah (contoh terdapat kasus yadghstercatat di bulan Desember
2020 padahal saat ini masih bulan November)

A Konfirmasi antara nama provinsi dengan Kabupaten/Kota yang tidak sinkron (misal provinsi DKI
Jakarta, namun Kabupaten/Kotanya adalah Bogor)

Fasilitas kesehatan bisa langsumgngisi ke dalam aplikasi NA¥amun kedisiplinan pengisian yang
berbeda di daerah mengakibatk@®HEO@etap harusmemindahkan data ke dalam aplikasi NAR TC

19. Inibisa diibaratkan memindahkan sesuatu dari kamar lain ke kamar NAR yang ada dalam rumah
yang sama. Pemindahan data secara manual ini membutuhkan waktu satu sampai beberapa jam
tergantung jumlah data yang dimasukkan.

Selain masalah perbedaan data Kab/Kota dengan data provinsi, data Kab/Kota atau Provinsi juga
berbeda dengan pemerintah pusat. &itukan juggoending casegnama pasien diberikan kepada
Dinkes daerah namun pasien tidak ditemukan di lapangan); dimana pencatatan identitas pasien tidak
lengkap mengakibatkan keberadaan pasien tidak terlacak. Akihdiapgtak kasus aktif namun tidak
diketahui outcome(hasil akhirnya) sembuh atau meningd2éngan peraturan terbaru yaitu pedoman

ke-5 dari Kemenkes, masalgtending casesliasumsikan kasus sembuh jika tidak ada laporan
meninggal, atau sudah lewat 14 hagjak kasus positif tercataflusi ini tidak akan memperbaiki
kualitaspelaporandata di sistem.

Datasensitivitysebenarnya dapat ditingkatkan jika Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan penelusuran
kontak dilakukan secara aktif dan maksimal, bukan patsifi menunggu pasiemmasuk. Namun
tantangantantangan di atas menyebabkaelaporan kasus belum dapataltime dan masih ada
delayantara waktu saat spesimen diambil hingga hasil tes selesai diverifikasi. Akilpaimgh, kasus
positif yang diumumkan hari ini cenderung nggambarkan kondisi pada 7 hari yang laiehingga
perhitungan Rtéffective reproductive numbesecara akurat belum dapat dilakukan
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Analisis lanjutan terkait faktor risiko kematian akilDVIBL9 bersifat lokal karena tergantung dari
kelengkapan data PE yang ada di Dinkes Provinsi atau Kabupaten/Kota. D&tadvag{penelusuran
kontak erat) masih sangat lemah tercatatarget rasio kasus positif dendgeontak erat yang dilacak
masih jauh dartarget (Association of State and Territorial Health Officiil&merika menargetkan
1:10';, WHO menargetkan kontak erat sebanymnyaknya dengan kriteriarang yang kontak
langsung dengan pasi€OVIELY, orang yang berhadapan <1 meter selama >15 menrétng yang
berbagi ruangan, makanan, atau peralatan dengan paSi@wIBL9, dst?). DKI Jakarta baru dapat
mencapaimaksimall:8 sedangkan di provinsi lain berkisar.1PZ2ncatatarcontact tracingbelum
sistematis Kendalanya adalah hasil data penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan Dinkes dan
jajarannya (Puskesmas) belum semua dimasukkan ke dalam sBéedasarkan keenam tantangan
diatas,sistem surveilansaatini masih perlu ditingkatkan

Di satu sisisistem surveilans ini sudah larharoperasiuntuk progam penyakipenyakit yang suda

atau akan dieradikasi dan dieliminasi di Indonesia. Namwerlu transformasi besar untuk
memperbaiki tantangalyang adaSebelumCOVIELY, sistempencatatandikenal sebagahll Record

setelah COVIEL9 menjadi New All Record(NAR) T€9 namun sampai saat ini belum berjalan
maksimalsepenuhnya & bulan setelah pandemi mulai). Perbaikberrjalan denganamba, tim
surveilans pusat yang dulu hanya berinteraksi dengan Dinkes provinsi (sehinggagigpjddngan

level kab/kota), sekarang sudah berkoordinasi langsung dengan Dinkes Kab/Kota. Jika dahulu verifikasi
kasus dilakukan oleh pusat, sekarang sebagianrizesiah diserahkan kepada daerah (mempercepat
proses verifikasi kasug)oses perbaikan ini masih memerlukan waktu ypagjang.

Tabel 2. Rangkuman Kelemahan Manajemen Surveilans

No Kelemahan Usulan penguatan

1. | Verifikasi kasus positif masih banyak Verifikasi kasus seluruhnya diserahkan ke Kab/Kot
terlambat (data dari Kab/Kota ke Provins| menggunakan sistem yang bersifateroperable &
reattime. Pusat hanya memonitor dan mengevaluas

saja
2 | Belum sinkronnya data pusat dengan da] Mengintegrasikan data dadiashboarddaerah (bagi
daerah(terutama Kab/Kota) dan yang sudah memiliki sistem) sehingga data PE tidal

minimnya kelengkapan data PE dan CT | perlu dientry 2 kali
yang dimiliki oleh pusat

3 | Tidak terintegrasinya data berakibat Verifikasi kasus dari daerah (Kab/Kota) harus berjal
banyakmissing cases/pending casgang | dan lab maupun faskes harus lengkap (disiplin)
tidak ketemu kasusnya oleh Kab/Kota pencatatannya

4 | NIK yang tidak tercatat mengakibatkan | Disiplin kelegkapan pencatatan di daerah merupaka

kasus duplikasi cara agar sistem dapat mengeliminasi kasus duplika
5 | Tidak terintegrasinya data PHEOC dan F Pusdatin Kemenkes harus mengintegrasittlata RS
Onlinemenyebabkan tidak bisa Onlinedan PHEOC untuk mempermudah otomasi h

menjumlah (identifikasi) kasus sembuh | sembuh dan meninggal dari pasien yang dirawat di
dan meninggal

6 | Datacontact tracingdan analisis data Kemenkes harus segera menjalankan sistem
clustermasih belum sistematis dan pencatatantracing COVIBL9 untuk evaluasi dari 1
menyeluruh pasien positif didapat berapa jumlah pelacakan kon

erat, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk
melakukanContact Tracing
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Peran Pemerintah Daerah

Daerah memegang peranapenting dalam kecepatan pengendaligdOVIBL9. Dalam bidang
surveilans, peran pemerintah daerah mencakupm@mastikan tersedianya SDM surveilans yang
cukup dan mumpuni dalam melaksanakan tugas demganyelenggarakapelatihan secara berkala
(ada atautanpa ada pandemi); (i) memastikan logistik dan peralatan yang mencdkiygirbagai
instansi terkait (contoh: jumlah APD di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskessasindlija tidak
terjadi delay pelaksanaan surveilans dikarenakan kendala logigtil memiliki alur komando
pelaporan yang jelas dan terstruktur rapi; {[@@mantau dan mengevaluasi kinerja pencatatan data
penyelidikan epidemiologigontact tracing serta analisi€lusteryang ada di wilayah kerjanya; (v)
memberikan dukungan baik B bentuk peraturan daerah maupun finansial untuk mengapresiasi
kinerja staf di daerahnya serta menegur jika ada yang tidak melaksanakan fungsinya; dan (vi)
memahami penyebara@OVIBL9s.d wilayah administrasi terkecil untuk dapat melakukan intervensi
yang sesuai.

Manajemen data, keterbukaan untuk mereview sistem lainnya daapat diakses publik
Sumber data yang beragam dan proses orkestrasi datda bermacam sumber data kesehatan

COVIEL9 (Gambar 3 dari berbagai aplikasi yang dikembangkan #demenkeslaninstitusi laimya.

[Kementecian Kesehatan! Pomerintah Daarahl istem Pencatatan Lainnys

Naw All Record
TC-19

RS Online

Pademangan

Laporan Harian
Corona Jateng PeduliLindungi

COVID-19 ‘

Sistem Tracing ’azg\:lg‘ggap

E-HAC

{ Logistik Puskriz l
.

Gambar3. Sumber Dat&COVIBL1Y9, Oktober 2020

Pusdatin Kementerian Kesehatan memainkan peran utama untuk mengintegrasikan seluruh data
COVIRI9RA YSYSy1Sad [S0AK SFAaASY 2A1tF KEFEyel GSNRE
yang samaSistem pencatatan dat@OVIEL9 harus bersifatrespondf dan fleksibeldengan semua

perubahan maupurupdateupdate yang dibutuhkan. Yang paling utama, sistem informasi harus

bersifat interoperable dan reaktime, untuk meminimalisir perbedaan data antara pusat dengan

daerah. Ketiga sumber data: 1) datadari NARITEE H O RFGF RENR W1 F YN | Kdz
dari kiriman Excel dari daerah, dan 3) datadRBneyang menangkap pasi€bOVIBL9 yang berobat

ke RS, diolah menjadi laporan harian oleh Pusdatin Kemenkd3uddatin Kemenkes terdapat

infratsruktur berupadata centedanwarehouseyang berisBistem Inbrmasi Kementerian Kesehatan

Kapasitas Pustin tidak hanya untukCOVIBLY, sebab beban kerja Pusdatin Kemenkes mencakup
sebagai arsitek pengolahan data Direkteditektorat terlibat, seperti Litbangkes, PHEOC, Dirjen
Pelayanan Kesehatan, Surveilans dan Karantina Kesehatan. Pusdatin juga harus melakukan
pendampinganrefreshing sertamonitoring dan evaluasi penerapan sistem NARI@i 34 provinsi

guna meminimalisir kekurangaeekurangan yang terjadi. Selain itu, mengelola sistem NAF® {/&ng

sudah terintegrasi dengan sistem SITB dan sistem informasi daerah di Jawa TangaBarht, dan

DKI JakartaehinggaPusdatin tidak hanya mengelola sistem pencatatan dan pelaporan kasus baru
COVIBL9saja
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Tantangan 1.rput data berulang menurunkan kepatuhan isian lengkagarenapengembangan
sistem pencatatan nasiondderjalan cukup lambat, banyak daerahyangsudah mengembangkan
sistem pencatatanerlebih dahuly akibatnya staf di lapangan harus menginput data lebih dari 1 kali
(sistem di daerah dan nasionaljal tersebut dapat menurunkaketelitian sehinggamudah terjadi
manual err@ saat menginput dataerta menurunkarkepatuhan pengisian data secara lengkap (dari
daerah) ke pusat

Tantangan 2Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SPbtlatih di daerah untukinput data,
terutama di daerah dengan penambahan kasus yang tin@gharusnya sudah ada staf surveilans
yang terlatih bukan hanya mengumpulkan datemun juga memastikan kelengkapan data yang
dilaporkan.

Tantangan 3.Kemampuanintegrasi datayang belum mumpuni Konsep integrasi harus dapat
dijalankan bukan sekedar menginput data dari berbagai sumber ke dalam database tetapi
kemampuan atau kapasitas melebur data menjaditput analisis yang lebih kaya, bersifat
interoperable hal mana akan menjadikan proses penginputan data lebih efisien.

Tantan@gn 4. Sistem pencatatan masih bersifat semi manudan interoperabilitas data tidak
berjalan 100%.Diperlukan kewenangan verifikator dan data yang saling terhubung sezatime

untuk memutus perbedaan data di lapangan. Infrastruktur dan kapagd#tscenterharus mumpuni

untuk menghubungkan data dengan 514 institusi penginput data Kab/Kota di seluruh Indonesia.
Sedangkan saat ini Kemenkes belum bisa mengatasi persoalan sleparttime akses yang lambat,

mati lampu dan lainnya pada infrastruktur. IHia mempengaruhi ketepatan dan kepatuhan institusi

di daerah dalam mengirim laporaRusdatinKemenkedidak cukup cepat dalam membangun sistem
pencatatan dan pelaporan di 34 provinsi dalam menghadapi pandemi. SisterT Cd&Rbaru
dibangun pada awal Juni 2020 (3 bulan setelah awal pandem{ berakibatlata-data sejak awal
Maret tidak terekam dengan ba{karena banyak yangrcatat bersifatfree textatau manual).

Tantangan 5.Infrastruktur yang tidak mumpuni untuk menampung datdalam jumlah besar
maupun aksesibilitas yang tinggPadaawal bulan November 2020, Telkomsigrdénadirkan untuk
membantu memeriksa kapasitas infrastruktur sistem pencatatan surveilans nasional yang berada di
Kemenkesnengingat munculnya banyak keluheesponsaplikasi yang lambat. Berikut adalah hasil
assessmenmaupun upaya yang sudah dikerjakaetolTelkomsima untuk membantu percepatan
pelaporan.

IMPROVEMENT ANR (NEW ALLRECORDS) APPS

' '
5.5 New - i 2-11 Now .
m‘ b M AN Apgs Erabisnment fw 1-2)
i
i
H

Torinpenant phave : rvwhd ) " | = ' Develogement B Depdoynent phae
ANN sal it b <omatihon — 8 13, 1eq 2] My 5 ' (Nwwe ANIT Apps + Infra Lew)
1 '

- -
s = v Cxating ANN MM 174 jute
o Insights - Lovig i entry 7 e, CPU
-~

Utikzation reach 100}

Cyon CFU wtibization has sighaly
down (VML) Lot the YA 12) DS
utilieation still high (reach S0%)

ot r

e aive L T e

MRS 4,25 |ure (avg cots
...... v ~2.8 min, CPU o et aioess 1 toul
Utikeation « 20%) max 1,000 saur

Gambar 4 Hasil Evaluasi Sistem Pencatatan Surveil@@VID19 Nasional*
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Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat balkwadisiexistingNAR T€19 sudah mencapai puncak
hits pada angka 1.748.155 yang mengakibatkan ketika angka itu teroagaproses akan berjalan
lamban atau user pengguna akan-teg outdari sistem (karena sudah puncak). Ratta satu data
entry memerlukan waktu 7 mah yang berimplikasi pada penginputan yang berjalan dan
membutuhkan waktu lamdmisal data pasien yang diinput berjumlah ratusan pada satu institusi)
Padaha) jumlah pengguna NAR T® masih sangat sedikit (maksimum hanya 1000 user dalam
rentang waktu 1 jam) dan data yang dikumpulkan baru berjumlah 3r@gard Utilisasi CPU sangat
tinggi fnencapai 80%larenasistem pencatatan terhubung dengan banyak ekesisfplikasi dan
akses APl dengan sistesistem yang lain. Hal ini menunjukkan infrastruktur di Kementerian
Kesehatan tidak mencukupi untuk pencatatan da@VIBL9 yang berjalan cepat, bahkan jauh dari
memadai menuju sistem Satu Data Kesehatasional. Dperlukan peningkatan kapasitas dari segi
infrastruktur, sistem informasi, dan manajemen data untuk meningkatkan performa pencatatan dan
pelaporan.

Pemanfaatan Teknologi untuk Integrasi Data Surveilanfudr Kementerian Kesehatan

Perlu diperhatikan bahwaerdapat dua badan (noiKemenkes)yang berhasil memanfaatkan
teknologi untuk mengintegrasikan data surveilans.

a) Pertama, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika bersama dengan Telkom dikenal
sebagai aplikasi PeduliLindungiAplkasi ini dapat membantu instansi pemerintah untuk
melakukanpelacakan lokasi atau identifikasi jarak pasiemsehingga dapat memutus rantai
penyebararCOVIEL9. Aplikasi inmengandalkampartisipasi masyarakaintuk saling berbaglata
lokasinya saat berpergian sehingga memungkinkan penelusuran riwayat kontak dengan penderita
COVIEL9. Dengan bantuan konekiiuetooth, pengguna aplikasi juga akan mendapatifikasi
jika berada di keramaian atau berada di zona merah. PeduliLindoegggunakan data yang
diproduksi olehgadget pengguna (masyarakat sendiri) dendalnetooth aktif atau sinyal GPS
untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Ketika gdagetlain dalam radiubluetoothyang
juga terdaftar di PeduliLindungi, maka akan tefjad LJS NJXi dzindnyd: dgn inPakah @irekam
oleh gadgetmasingmasing. PeduliLindungi selanjutnya akan mengidentifikasi evaggg yang
pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan po@itiib19 (PDP, Pasien
Dalam Pengawasan) dan pek (ODP, Orang Dalam Pemantauan). Hal ini sangat membantu
ketika yang bersangkutan lupa atau tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa
saja dia melakukan kontaambar5).

Konsep Flow Satu Data Covid-19 Nasional
(BLC sabagai Pusat Data Covid-19)

Gambar5. Alur Peduli Lindungi untuk Mendorong Implementasi Satu D&&VIB19 Nasionat*
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Saat ini PeduliLindungi telah diunduh lebih dari 4.6 juta masyarakat Indonesia, masih berpotensi
untuk ditingkatkan sebagai persentase terhadap 96 juta penggumartphonedi Indonesia.
Tantangan utama pemanfaatan aplikasi ini: (i) data pasien positif yang tidak memiliki nomor HP;
(i) keluhan jika aplikasi menggunakialmetooth (namun lebih akurat), dapat menggunakan GPS
namun akurasi berkurang; (iii) kekhawatiran masyarakltit dimatamatai sehingga kembali
menguninstall (iv) masih menunggWNon-Disclosure Agreemer(NDA) dari Kemenkesntuk
mendapatkan data pasien positif maupun suspelerta (v) Diperlukan enforcement dari
pemerintah untuk memaksimalkan kegunaan aplikaigtidak bisa bersifatoluntarilysukarela).

b) Kedua, pemanfaatan teknologi untuk integrasi data surveilans oleh Gugus Tugas Percepatan
PenanganarCOVIBL9. SistemBersatu LawaitCOVIEL9 (BLCmengumpulkan datdintas sektor
terkait COVIBL9untuk menghasilkan kebijakan berbasis data; bersifaroperabledanreattime,
dan data yang diterima Gugus Tugkpat langsung terpantau oleh Kementerian/Lembaga lain,
Pemda (Gubernur/Bupati/Walikota), Gugus Tugas Daerah, serta Dinkes Provinsibdéotdla
Sistem ini menggunakan teknolopig data machine learning dan artificial intelligenceyang
mampu membantu proses pengolahan data dan analisis mendaleap @nalysissecara otomatis,
untuk mengevaluasi perkembangan kast®VIBL9 di Indonesia.Awalnya, BLA® generation
berhasil mengintegrasikan data surveilans dari PHEOC, data g26GIEL9 di RS (R®nline
Dirjen Yankes), dan prediksi ketersediaan kebutuhan logistik RS dan lab (cikal bakal Satu Data
COVIEL9 Nasional). Dgeptember 2020BLCdi upgrademenjadi BLENext Generatiordengan
konsep utama mengintegrasikan data lintas sektor (kesehatan, transportasi/molkittasinikasi
publik, dan sosial budaya) untuk memonitor perubahan perilaku.

Medik/

Data Xependudukan @
L
Data Medical Record O @ oDP
Data lrigras @ Paramedik

Data Maskapai penerbangan O Dﬂl - g Proflllng
Riwayat pergerakan PDP O
W/POP dangan orang lawn
" e

mgan Dt Niwayat bomtas O

Data twlehe 2
Kedaulstan Oata 10file inghunga
D Carite
Data Logistih ota Cory y
Nasional
: Startup Relawan
Laporan Manditi Krnehstan
Kvsohatan
yang e mamtan gvisle wlau permah buntak dengan POP

Pandarnger wan

Gambar 6. Konsep Satu Dat&OVIB19 Nasional- Bersatu LawarCOVID19*

Eag

Pemanfaatan teknologi seperti sistem BLC merupat@mtoh integrasi data untuk penguatan
surveilans di luar Kemenkedengan interoperabilitas tinggi dan berjalegattime. Sistem BLC
menggunakamative cloud platforndan teknologi edge cloud yang dapat mempermudah akses
lintas 514 kab/kota dengan keamanan datkat@ security sangat baikNamun,sistem BLC ini
terkendaladalam implementasinya, seperti lambannya penyampaian data wusei kurang
updatenyadata user dan kurangnya sumber daya manusia unéuitry data
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Kebutuhan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendorong Surveilans yang Lebih Baik

Untuk meningkatkan performa pencatatan surveilans pada level nasional dan daerah, terdapat
beberapa kebutuhannfandatory reuirementg yang harus dipenuhi, dintaranya: (i)infrastruktur

harus mumpununtuk mengampudata dalam jumlah besar daksesibilitas tinggData yang besar
berkaitan dengan pencatatan data kesehatan seluruh penduduk Indonesia tgsintegrasi
Sedangkan aksesibilitas berhubungan dengan jaringan yang harus terkoneksi minimal dengan 514
kab/kota, bahkan idealnya dengan.@@0 lebih puskesmas level kecamatar8(® rumah sakit, dan
seluruh dinas kesehatan level kab/kota dan provikapasitas infrastrustiharus nemungkinkan dari
sabang sampai merauke merasakan kecepatan yang $anpg adadelayataurespong timeyang

lama, dan aplikasi mudah dibuka serta diakses séghua orangMenggunakan teknologidge cloud

akan sangat membaniaksesibilitasebagaimangéeknologi yanglimplementaskan olehperusahaan
global seperti microsoft, amazon, google, dan alibaba

a) Satumanajemen data terpusayang bersifat interoperabel Sebagaimana pencatatan di negara
negara maju telah dilakukarsistem informasi nasional adalah sebuah sistem raksasa yang
mengampu penginputan data dari seluruh daetahgga level terkecil seperti puskesmdxat
daerah dan pusat diinput ke dalasatusistem yang samaJpdatedata di wilayah Y akan langsung
dapat terlihat juga di wilayah Hal ini mewajibkan lar hirarki pelaporaryangjelas dan tidak
tumpang tindihlintas departemen dan institusiduga diperlukan peraturan yang mengikat daerah
agarmemiliki keseragaman dan pghaman yang sama

b) Satu aplikasi, satu akun per institusi, satypdate data nasional Hal ini akan meminimalisir
pengembangan aplikaaplikasi dalanjumlah banyak dan tidak saling terintegr&&ehingga pasien
di lokasi Aketika berpindah ke lokasi B, sudah tercatat seluruh histori pencatatan kesehatannya
dan dapat dilihat hanya menggunakan satu sistem pencatatan nasional

¢) Unique ID menjadi variabel pembeda identitadDi Indonesia dapat menggunakan NBbagai
identitasunik untuk menghindari adanya duplikasi data individingga saat ini pencatatan data
kesehatan masih belum menggunakdiK dengan maksimal yang mengakibatkan pencatatan data
kesehatan berpotensi duplikasi, tidak dapat melihapdate status kesehatan seseorang
berdasarkan waktu lintas penyakit;

d) Penyamaan variabel tanpa redundansi penginputadika pencatatan data kdsatan sudah
terpusat menggunakan sebuah sistem informasi berskala nasional dengan kemampuan
infrastruktur yang mumpuni maka sistem informasi yang dikembangkan harus dapat
menghubungkan informaginformasi yang relevan rélevant variables lintas direktorat
penanganan penyakit. Hal ini mewajibkan data demografi pasien dan variabel umum tercatat
hanya satu kali, sedangkapdatevariabel spesifik dapat ditambahkan menyesuaikan dengan jenis
penyakit.Kondisi saat ini banyak sekilput informasi yang dilakukan berulang kali (redundansi)
dan datanya tidak saling terhubung

e) Datasecurity Mengingat informasi data kesehatamdividu bersifat rahasia, maka perlu dgti&an
keamanan data juga terjaga dengan sangat ketat. Pemberian akun kepada institusirth $ewes|
maupundaerahjuga dapat tercatat aktivitasnydof record. Aksesibilitas yang diberikan pada
setiap jenjang juga harus dibedakan sehingga hanyadttayang berhubungan atau relevan saja
yang diberikan akses.
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Gambar7. Gambaran Kebutuhan Pengembangan Satu Data Surmsilterpadd®

Peran Pemerintah Daerah dalaManajemen Data

Selain memastikan dan membantu optimalisasi program surveilans berjalan, pencatatan dan
pelaporanCOVIBL9 menjadi salah satu peranan penting pemerintah daerah. Daerah memiliki kendali
penuh terhadap(i) upayakepatuhan pengisiafinput) data COVIEL9 secara rutin serta mendorong
kelengkapan data; (ii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelapel@poran yang
masuk; (iii) memberikareward sertapunishmentsetelah mengevaluagielengkapardan kecepadan
pencatatan data sebagai contoh Pemerintah ProvinsBumatera Barat mengirimkasurat resmi
kepada seluruh Rumah Sakit yang berada di wilayah Sumbar untuk menginput dataGiasien9
yangdatangke rumah sakit ke dalam RBilineserta memantau perkembangan laporan hariannya);
(iv) inisiatif daerah dapat menghasilkan sistem informasi pencat@@vIB19 yang lebih detail
mengganbarkan kasus individual hingga level RT/R§¥rta (v) analisis lanjutan untuk mengukur
faktor risiko kenatian akibat COVIBEL9 dan ditindaklanjuti dalam bentuk strategi dan rencana aksi
Beberapa ontoh sistem yang dikembangkan sendiri oleh daerah antarsskimgaimandabel 3

Tabel 3. Sistem Informa&iOVIB19yang Dikembangkan oleh Daerah

No. Dashboard Pengelola Fungsi/Spesifikasi
1 | Pikobar (Pusat Informasi & Provinsi Jawa | Statistikkasus terkonfirmasi positif,
KoordinasiCOVIBL9di Provinsi | Barat isolasi/dalam perawatan, suspgirobable
Jawa Barat) kontak erat
2 | Executive Information System | Dinkes Provinsi | Akses informasi ketersediaan tempat tidur
DinkesProvinsi DKI Jakarta DKI Jakarta isolasi untukCOVIBL19 secarareaktime
3 | Jateng TanggapOVIEL9 Pemerintah Sebaran kasuSOVIBL9 di Jawa Tengah,
Provinsi Jawa | informasi RS rujukan, deteksi mandiri cepat
Tengah COVIELY, infografisCOVIBELY, dan video
masyarakat terkait #bersamalawancorona,
sertaberita Jawa Tengah
4 | Pusat Informasi & Koordinasi | Pemerintah Akses informasi perkembangan kasi@VIBL9
Kota Depok Jzar Kota Depok di Kota Depokhotline
5 | COVIBLONTB (Nusa Tenggara Diskominfotik Akses informasi perkembangan kasiQVIB19
Barat) Provinsi NTB di NTBhotline, hoax buster
6 | Sulsel TanggapOVIEL9 Pemprov Sulsel | Akses informasi perkembangan kasi@VIBEL9
di Sulselhotline, hoax buster
7 | Pusat InformasCOVIBL9Kota | Pemkot Ambon | Akses informasi perkembangan kasiQVIB19
Ambon di Sulselhotline, berita
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Kapasitas pemeriksaan laboratorium

Pendataan jumlah laboratorium dan kapasitas pemeriksaan spesin@@VID19 di Indonesia.
Karena tidak ada data lengkap sebelum pandemi CQ¥|Rer tanggall3 Novenber 2020, diketahui
terdapat 466 Laboratorium pemeriksa COVID di 34 provinsi Indonesia. Dari tot#6 ini, 346
laboratorium dengan RPCR,81 laboratorium dengan TCM (Tes Cepat Molekuler), &
laboratorium dengan RPCR dan TCM1 laboraborium tanpa keterangan)Jumlah jejaring
laboratorium paling banyak terdapat di provinsi Jawa TinW8 l@boratorium), DKI Jakarte64
laboratorium), dan Jawa Bardi(laboratorium) Dari waktu ke waktuterlihat jumlah pemeriksaan
COVIEL9 berupa angka pemeriksaan spesimen dan pemeriksaan @@ngari terus meningkat.
Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan September 2020 dimanaradgajumlah pemeriksaan
spesimen harian adalah 3¥3 dan rataata jumlah orang diperiksa 2Z8L7 dalam satu hari
(dibandingkan rataata pemeriksaan spesimen B39 per hari dan rat@ata jumlah orang diperiksa
harian 13886 di bulan Agustus 2020). Sedangkan per tang@dlovenber 2020, jumlah tertinggi
orang diperiksa dalam satu hari adalah2P2 orang dengan rataata jumlah pemeriksaan harian
30.5230rang.

Angka nasional menunjukka39.377 orang telah diperiksa per tanggab-22 Novenber 2020. DKI
Jakarta menyumbangkan jumlah pemeriksaan tertinggi dari angka nasional. B2¥ardiakarta telah
memenuhi standar pemeriksaan WHO 6 kali l{gsgandar WHO untuk Jakarta 10,645 orang diperiksa
per minggu dan jumlah yang telah diperiksa adal@l822 orang). Keberhasilartesting dantracing
kontak erat di DKI Jakarta adalah karemalibatkan pihak swastaDari total 58 Laboratorium
pemeriksa COMD-19 di DKI Jakartéper tanggal 12 Oktoberpemeriksaan harian bisa mencapai
16.711 sampel. Dilihat dari komposisi jejaring laboratorium di DKI Jakarta, terdapat 19 laboratorium
pemerintah pusat, 4 laboratorium pemerintah provinsi DKI, 4 laboratoriuiliBU3 laboratorium
institusi pendidikan, da@8 laboratorium swasta

Jumizh Pemmarikszan Spesimen per Hari Jumiah Orang vang Diperiksa per Har
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Gambar9. Jumlah Spesimen dan Orang Diperiksa Harian Jun28.tlovember202(
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Standar Kesiapan Laboratorium dalam Melakukan Pemeriksa@mandar laboratorium jejaring
pemeriksa dan kualifikasi tenaga laboran tertuang di dalam KMK No.HKNENKE&05-2020.
Persyaratan dimulai dari gedung yang harus memenuhi persyaratan gedung BSL2, standar ruang
laboratorium BSL2 persyaratanBiosafety Cabinet (BSC) minimal kelas Il A2 dengan standar
internasional, persyaratan peralatan, persyaratan prakidsafetydan biosecurity dan persyaratan

good laboratory practiceSetiap laboratorium harus memenuhi persyaratan kualifikasi SDM berikut:

() tenaga dokter ahli patologi klinik atau mikrobiologi klinik atau dokter yang terlatih; (i) tenaga ahli
kesehatan/ahli teknologi laboratorium medis/litkayasa/peneliti virologi; (iii) SDM tidak memiliki
riwayat penyakit berat; (iv) SDM tidak memiliki riwayajakatan; (v) memiliki kompetensi dalam
pemeriksaan RPCR; (vi) memiliki kompetensi dalabiosafety dan biosecurity (vii) memiliki
kompetensi dalam penerimaan dan pengiriman sampel. Pada pelaksanaannya, Dinkes provinsi atau
Pemerintah Daerah mengajukan ma laboratorium untuk dimasukkan ke jejaring lab pemeriksa
COVIELY, sekaligus bertugas memeriksa seluruh kelengkapan dan persyaratan yang tercantum di
KMK dan melaporkannya ke Litbangkes. Setelah lasiéssmendikirim ke Litbangkes, maka
Litbangkes akamembuatkan akun laboratorium (izin) menginput data ke sistem NARRTC

Beiikut adalah contoh alur koordinasi rekomendasi laboratorium pemeriksa sa@P®IBEL9 dari

daerah (contoh: DKI Jakarta) yang dikoordinasikan dengan Litbangkes Kem@akesar(10).
Kendala yang ditemui dalam pengajuan memasukkan ke jejaring laboratorium pemeriksa adalah jika
pengajuan dari banyak laboratorium masuk secara bersamaan. Karena banyak hal yaneggedagdi
sesuai dengan kriteria persyaratan, maka memerlukan waktwkuiassesssecara bergantian,
terutama untuk memastikan apakah lab tersebut mumpuni dan mematuhi persyaratan peraturan
keselamatan biologbfosafety dan peraturan keamanan biologig¢security.

ALUR KOORDINASI REKOMENDASI LABORATORIUM PEMERIKSA SAMPLE COVID-19

PELAPORAN HASIL
NPT DAL AR SISTEM

“NEW-ALL RECORDS™

ARLE S PrawwersS el (e

RSN CANOGEE Derera? b

Gambarl0. Alur Koordinasi Rekomendasi Laboratorium Pemerik3@VIB19 di DKI Jakarta

Ketidaksiapan Laboratorium Menyebabkan Kelambatan Pencapaian Target Pemeriksaaan WHO
Walau sudah mendapat hasil evaluasi WbBi@nt External Evaluatio2017, sampai datangnya
pandemiCOVIBLY, Kemenkes hanya mempersiapkan 1 laboratorium untuk melakukan pemeriksaan
dan mengonfirmasi kasu€OVIBLY, yaitu laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan (Balitbangkes). Barulah setelah diumumkapagdemi, tanggal 16 Maret 2020 Kemenkes
menyatakan akan mengembangkan jaringan laborator@@VIBEL9. Prosespenambahan jejaring
laboratorium dan labberoperasi berjalan cukup lama dikarenakan beberapa kendala seperti
kekurangan reagen dan peralatan labipimnya SDM yang mumpumenunggu bahaibahan yang
diimpor dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan bardiarudelapanbulan kemudian, tanggal

13 Novenber 2020, sejumlal66 laboratorium di seluruh Indonesia ditunjuk untuk melakukan tes
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COVIBELY, termasuk tes PCR, tes cepat molekuler, dan beban viinas lpad. Selain itu, laboratorium
kesehatan hewan, laboratorium obat dan makanan, serta PCR keliling juga diperbantukan untuk
melakukan tesCOVIEL9. Lebih dari 430 teknisi labatorium dilatih secara daring. Balitbangkes
menjalankan pemeriksaan pengendalian mutu eksternal atas jaringan laboratdZiOviBL9.
Perluasan jaringan laboratorium, penyediaan media transportasi wing {ransport medium, VTM

serta alat tesswabjuga mengurangi waktu kesiapan laboratorium. Seharusnya, bbahan habis

pakai laboratorium sudah dapat disediakan oleh pemerintah daerah dan pusat, sehingga tidak perlu
terjadi penumpukan tes laboratorium. Berikut adalah rincian urutan weddponskemenkes dalam
peningkatan kapasitaestingdi IndonesiaGambarll).

Urutan waktu respon

Surat No
'f'mx e R SE Ao HK.02.01/Menkes/234/2020 Teatang PV 03.01/Menkes/358/2020 795 labaratorium
g Pedoman Permeciksaan U Real-Time PCR bagl tentang Percepatan dan pemeriksa COVID
HM!WMI\::.'M. L.L‘“mn Labaratocum di Lingkungan RS & Lab lain yung Peningkatan Cakupan menggunakan PCR
‘e x 8 dan TCM
p kshah COVID-19 (45 Lab) melakuhan Pemeriksaan COVID-19 Pameriksaan COVID-1S (target .
< f J 20,000)
19 Maret e 1 Juli Per 11 Agustus
2020 2020 2020
[ > A R S 3 ™ ™
EMX No. HK.01.07/Menkes/182/2020 SE Dirjen F2P No, |
Tentang Sejaring Lab i KMK No. _ HK.02.02/V/6664/2020 tentang K8k Na,
Pemertkssan COVID-19 (45 Lot HK.01.07/Menkes/216/2020 Pelaksanaan Pemoriksaan PCA HADL.07/Menkes/405{2020
Pemeriksa) Tertang Jejaring Lab COVID-19 Menggunakan alat Tentang Jejering | um
< Pemariksaan COMID-19 (49 Lab) Close System {TCM Tuberkuios! COYID-19 {163 Lab)
\_ /A .\dll\ Alat PCR Viral Load MIV) J L >,

Gambar 11. Urutan waktuesponspeningkatan kapasitas laboratoriumemeriksaCOVIB19’

Standar pemeriksaan WHO adalah diperiksa 1000 orang per 1 juta penduduk/minggu. Untuk
267.000.000 total penduduk Indonesia, Indonesia harus memeriksa.@#Y tesCOVIBLYminggu.

Proses pencapaian standar WHO berjalan lamban awalnya. Sampai dengan minggu pertama Juni,
Indonesia baru memenuhi 186% target pemeriksaan WHO, di bulan Julk kai63% teget, dan di

bulan Agustus mencapai 4% (Gambar12). Barulah bertambah signifikan di bulan September
meningkat mencapai 70% targeti minggu ketiga bulan Oktobenencapai 8%5% target di pekan

ketiga November mencapai %% targetpemeriksaan WHO. Ada 6 dari 34 provinsi yang sudah
mampu memenuhi standar WHO: DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Papua Barat,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Bapaida pekan ketiga Oktober, namun jumlah provinsi yang
mampu mencapai targeberubah setiap minggunya (bergantung dari kapasitas pemeriksaan pada
pekantersebuj. Selain itu, diarenkan pemerintah tidak segera melakukan pelatihan pengambilan
spesimen di lapangan, maka proses berjalan lamban di 8etlin itu, di awal pandentaboratorium

belum memiliki APD yang berkualitas. Per 20 Oktober 2020, Satgas Penai@@w#EL9 telah
mendistribusikan 29 mesin PCR34.648 reagen PCR, sekitad23430 VTM, serta 850 PCR Kit

untuk GeneXper{tes terbaru untuk TB).
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Gambar 12Jumlah Pemeriksaan T&0VIB19dan Capaian Target Pemeriksaan menurut Standar VWHO

Pembelajaran yang diambil dari keberhasilan DKI Jakartencapai target 6 kali lipat lebih tinggi dari

standar WHO, dicatat sebagai berikut:

1)

Persiapan sudah dimulalanuari 2020sebelumCOVIBL9 masukke Indonesia. Kepala Dinkes

provinsi sudah meminta seluruh puskesmas memenuhi kebutuhan APD. Tanggal 16 Maret 2020,
sudah ditunjuk 5 lab pemeriks@OVIBL9 yaitu Labkesda, BBTKL, Eijkman, RS Ul, dan RSCM.
Labkesda sudalberoperasifull 24 jam sejak 23 Maret 2020. Pada akhir Maret, Dinkes DKI Jakarta
sudah bisa memetakan kebutuhan dan mencari peluang peminjaman alat serta potensi kerja
sama untuk percepatan pemeriksaan.
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Gambar 13Percepatan Pemeriksaan COVID di DK Jakarta*

Dukungan dari personil TNI dan Kodam Jayakarta sbeghlan beriringarsejak Januari 2020
untuk pemetaan lab, pengadadaib container serta identifikasi pengadaan logistik.

Pelatihan Penyelidikan Epidemilogi daantact Tracinglilakukansejak April dan Mei 2020dan
pelatihantracinguntuk tenaga surveilans lapangan sudah gencar diadakan

Active case findin@pelacakan kasus) untuk menjaring kasus tanpa gejala, sudah dilakad@&n
PSBB transisi, terutama di lokéskasi berisiko penularan tinggi seperti pasar, RT/RW rawan
(memilikiincidence rateyang tinggi), rumah ibadah, dan lapas/rutan).

Dinkes DKI Jakarta menggandeng laboratorium swedata dengan cepat, ke 28 lab swast
memasarkan kapasitas tes pemeriksaan sam@iGper hari.
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Kendala Nasional dalam Implementasi Pemeriksaan Spesimen di Indonesia

Di tingkat nasionakelainlaporan IARI{tra Action Reviejterdapat beberap&endala lainnya dalam
peningkatan kapasitas pemeriksaan laboratorium di Indonesia:

1) Belum meratanya jumlah lab pemeriksa@OVIEL9 di seluruh provinsi IndonesiaProvinsi
dengan jumlah laboratorium cukup banyak: DKI Jaké&rtddb], Jawa Timui7B lab], Jawa Barat
[501ab]); namun provinsi lain hanya memiiki sedikit lab pemeriksaan, seperti Atah) ( Riaug
lab), Jambi4 lab), Bengkulu (3), Maluku Utarg) (NTT § lab), Sulawesi Tenggara (1 lab), Maluku
(2 lab), Sulawesi Barat)( dan Gorotalo (2 lab).

2) Belum meratanya kapasitas pemeriksaan lab di seluruh provinsi Indokg&an provinsi sudah
berhasil mencapai target WHO, 3 provinsi mampu mencapai targé98d, sedangkan 5 provinsi
hanya mencapai target 680%, 6 provinsi mencapai 4€0%, 6 provinsi mencapai 200%, dan 8
LINE GAYyaAr KFEyel YIFYLdz YSYOFLI A GFNBSGO 21 h OKHE?

OUTPUT

wKeterlambatan hasil
pemeriksaan
wPME (Pemantapan Mutu

PROSES Eksternal) belum maksimal

wPetugas tidak mengikuti SOP dilaksanakan
wProses ekstraksi terkontaminasi wPencatatan hasil manual
INPUT wAlat PCR tidak dikalibrasi wBelum terintegrasinya
wKualitas spesimen tidak baik w BSL2 belum disertifikasi pencatatan dan pelaporan
wBelum semua petugas dilatih wTindak lanjut hasil PME (banyak yang harus diinput di
wRuangan laboratorium tidak wJumlah sampel yang menumpuk aplikasi)
memenuhi syarat wPemeriksaan dilakukan secara wBelum semua lab melaporkan

wSOP pemeriksaan tidak seragam manual hasil pemeriksaan

wAlat tidak dikalibrasi
wVTM tidak tersedia

wReagensia dan PCR kit tidak
tersedia

Gambar %. Identifikasi Pilar Masalah Laboratorium Berdasarkan AR

3) Kapasitas SDM yang mumpuni jumlahnya terbatfelemahan sistem juga disebabkan
terbatasnya jumlah SDM yang mumpuni. Di banyak daerah, walau me§i@RSudah tersedia,
reagen sudah diberikan, namun SDM yang terampil mengambil sampel sesuai prosedur (karena
menentukan kualitaspesimen jangan sampaipesimen diterima lab dalam keadaan kering atau
rusak), ternyata sangat terbatas. Mungkin karena-B&#1.2 selama ini hanya menangani tes
molekuler penyakit tidak menular, sehingga sekarang harus lebithhtti

4) KomitmenSDM dan laboratoriunberbedabeda Dari jumlah pemeriksaan spesimen dan orang
per hari, bisa terlihat jumlah tes selalu turun sae¢ekend(hari Sabtu dan Minggu), karena
sebagian petugas lalibur atau tidak melakukan pemeriksaadntuk mendorongkonsistensi,
pemerintah gerah perlumengeluarkan peraturan atau memberikan penugasan selama pandemi
didampingi denganlukunganyang memadai.

5) Logistik laboratorium belum tercataeaktime. Kekurangan logistik seperti reagen, APD, PCR Kit,
sertaconsumableseperti VTM sering terjadi karena distribusi logistik tidak direncanakan secara
matang, lebih mengedepankan permohonan dari laboratorium, beloeattime atau
menggunakan pencatatarutin harian.

6) Integrasi data dengan faskes belum opting&tharusnya teknisi lab tidak perlu mengut data
ke sistem, jika sistem pelaporan pengiriman spesimen dari faskes sudah terintegrasi dengan lab.
Penumpukan pelaporan juga akan berkurang, karena biasanya menunggu pemeriksaan tes selesai,
baru menginput data ke sistem.



Studi Pembelajaran Penangana®VIB19 Indonesa

7) Kapasitastracing mempengaruhi jumlah pemeriksaan spesimeBeberapa lab tidak sibuk
melakukan pemeriksaan karena jumlah sampel yang harus diperiksa tergantung kapasitas tenaga
surveilandi wilayahnyaapakah mereka melakukan PE dan pasetan kontak.

8) Masih ada laboratorium yang belum melap@rari total466 jejaring laboratorium di 34 provinsi,
tidak semua lab berada di bawah garis koordinasi Kemenkes. Ternydad lmbada di bawah 11
Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian AgarKementerian Pertanian, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, POLRI, BIN, TNI, Kemenristek, Kementerian BUMN, Yayasan Korpri,
BPOM, belum termasuk laboratorium Pemda dan swasta.

9) Bervariasinya peralatan laboratorium dilayah Indonesia Kendala lain yang dihadapi dan
mempengaruhi kecepatan penanganan adalah perbedaaerk dan jenistipe peralatan
laboratorium yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan logistik yang tersedia belum tentu
dapat memenuhi semua jenislerk yang ada. Perlu dilakukan inventarisasi secara detail untuk
menangkap jenis/tipe yang ada dan memastikan distribusi logistik yang diberikan sudah sesuai
dengan tipaya (tepat sasaran).

10) Pencatatan logistik laboratorium tumpang tindih mempengaruhi kecapgtendistribusian.
Pengadaan/pendistribusian logistik lab dilaksanakan oleh Satgas Penarg@ndBl9, Pusat
Krisis Kemenkes, Balitbangkes, dan Pemda. Pemda bisa melakukan pengadaan logistik sendiri,
atau meminta langsung kepada Satgas atau Kemenkes tsaljng diketahui karena data tidak
terintegrasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan

1. Sistem Surveilan®engendalian panden@OVIBL9 belum disertai pelaksanaan surveilans yang
optimal. Salah satu tantangan adalah beragamnya aplikasi yang dibangun daejaimiddrserta
kapasitas SDMayng terbatas Tantangartantangan yang dihadapi Kemenkes Pusdatin sebagai
leading sectorcukup banyakdan beberapa kelemahan sudadida sebagai kelemahan sistem
surveilans nasional bahkan sebel@®VIBL9 terjadi. Tidak adanyasense of urgencgnd crisis
mengindikasikan bahwa petugas surveilans belum menyadari bahwa pa@@iEL9 adalah
krisiskesehatan yang dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun ke depan. Kegiatan surveilans
sesuai standar IHR 2005 diperlukan sesegera mungkin untuk menjamin keamanan kesehatan
penduduk Indonesia.

2. Manajemen data Surveilans belum mampu mesponsdengan kecepatan dan akurasi yang tinggi
yang diperlukan untuk menghadapi pandemi. Sistem NAR Kemenkes yang sudah dioperasikan
lebih dari 6 bulan sejak pandemi masih belum berfungsi sepenuhnya secara optimal. Data yang
tidak terintegrasi terjadi selama bpsuluh tahun, akibatnyasulit memotivasi pemanfaatan
teknologi inovatif barikkarena tidak fleksibelnya alur pelaporan serta keterbatasan kemampuan
SDM yang ada di dalam sistem.

3. Kapasitas pemeriksaan laboratoriunKapasitas pemeriksaan laboratorium belum maksjmal
belum berjalan 24 jam sehari sehingga masih belum memenuhi standar yang ditargetkan WHO.
Perlu direkrut tambahan SDM yang bermutu dan disiplin, diberikan pelatihan dan pendampingan
berkelanjutan dan petiasan kerjssama dengan swasta.
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Rekomendasi

1. Penguatan surveilans Ada dua rekomendasi: secara konservatif dan progres$Skecara
konservatif, surveilans perlu terus dikoordinasikan oleh Kemenkes. Twg#ikasi kasus
diserahkan kepada kabupaten/kotagar mampunteroperable& reakttime. Pemerintah pusat
melakukan monitoring dan evaluasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Namun
tantangan permasalahaseperti disiplin yang lemah akan tetap sulit dirub&ecara progresif,
ditunjuk sistem surveilans alternatif 24 jadirect, independenfflexible dan mumpuni, dikelola
oleh SDM profesional, berdisiplin tinggi, bekerja 7 hari seminggu 24 jam sehari selama Kkrisis
pandemi belum berakhir Badan independen imenjalankarsistem pencatatan tracin@€OVID
19 sesegera mungkinmengevaluasi jumlah pelacakan kontak erat dari 1 pasien positif dan
memperkirakan waktu ratsata untukcontact tracing Sistem juga menginstruksikéielengkapan
pencatatan kasudi daerahuntuk mengeliminasi kasus duplikat dan mendorong penggunaan satu
sistem terintegrasi antara pusat dengan daerah. Disiplin ditegakkan dengan peraturan tentang
reward and punishmenintuk RS dan lab yang tidak melapor. Penyedfaaititas isolasi mandiri
dipantau sesuai dengan SOP isolasi martdiasil lab kasus perlu dikembangkan dengan registrasi
nomor Hp kedalam sisterfseperti diterapkan di banyak negara maju) dgjaa langsung diketahui
oleh kasus suspek atau kontak eyang diambil spesimennya.

2. Penguatan manajemen datdDalam menghadapi pandemi, diperlukegcepatan luar biasantuk
merespons Alur pencatatan dan pelaporan perlu dibuat fleksibainun mampu mengakomodir
kebutuhan. Sistem dilengkaipifrastrukturyang dapat menampung data berjumlaangat besar
tanpa adadelayinput datasertaterhubung dengan jejaring di seluruh wilayah Indonesia dalam
kecepatan maksimaDisyaratkan harus adateroperabilitaslintas institusi dan lintas sektoral,
antar pusat dan daeraldanreattime data Penyederhanaan sistem akan menghapus berbagai
aplikasi yang menyebabkan input berulang kali dan risiko ¢lalahan error) Integrasi data dapat
memanfaatkan data PHEOC, dRt@0nline otomasi hasil sembuh dan meninggal pasien RS, serta
sumber dataCOVIEL9.

3. Penguatan kapasitas pemeriksaan laboratoriunkKapasitas pemeriksaan (tes) di lab bisa
dimaksimalkan denggmembagian shifsedemikian rupa hingga pemeriksaan dapat terus berjalan
24 jam sehari. Kebijakan ini harus diimbangi dengan rekrutmen jumlah [&DM jaminan
ketersediaan reagen, dan kecukupan ARBkrutmen relawan di level nasional maupun daerah
perlu disertai pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, pemberian insentif untuk tenaga lab
(uang lembur untuk kerjahiftdi jam nornormal), dan edkasi tentang penyelidikan epidemiologi
(PE) darontact tracing CT). Jumlah pemeriksaan lab harusnya mengikuti jumlah PE dan CT yang
dilakukan petugas surveilangestingdantracingharus berjalan berdampingan. Pembelajaran lain
adalah pentingnyanelibakan laboratorium swastePemdaperlu memberlakukasistemreward
bagi lab dengan performa pemeriksaan terbaik damishment(teguran) bagi yang tidak
mencatat dan melapor pada sistemlika Pemda memiliki akses dan kapasitas terhadap data
penanganarCOVIEL9di daerahnya, Pemda dapat memetakan kondisi, merumuskan strategi dan
kebijakan, serta menghadirkan inov@sbvasi baru sesuai kebutuhan daerah. Hal ini akan
mempengaruhi: (i) kecepatan mengambil tindakan; (ii) penerapan sigte@rddan punishmet
dalam pelaporan; (iii) peraturan pemerintah daerah bagi pelanggar protokol kesehatan; (iv)
inovasi pencatatan dat@OVIBLY; dan (v) inovasi spesifik jogo tonggo, desa tangguh, dan lainnya
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https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-t
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PandemiCOVIBL9 menunjukkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum
resilien, yang ditunjukkan dengan belum siapnya fasilitas pelayanan kesehatan de
sistem penunjangnya dalam memastikketersediaan layanan yang berkualitas
dan aman dalam kondisi krisis.

Pesan utama

Peningkatan kapasitas fasilitapelayanan kesehatanyang mencakup
rawat inap, isolasi negatif/nenegatif, alat kesehatan serta fasilitas isole
mandiri.

Redesain sistenrujukan pelayanan kesehatapang didasarkan pada pet
kapasitas dan keunggulan RS serta adaptif apabila terjadi kondisi par
seperti COVIR9.

Perlindungan optimal kepada tenaga medygng merupakan kelompol
paling berisiko tertular dengan standar pessi sesuai rekomendasi WH
dan memperhatikan aspek mental serta kesejahteraan.

Pengembanganreal time early warning systemuntuk memantau
ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatzsingga ke tingkat fasilitas
pelayanan kesehatan.

Pemerataan sebamn fasilitas pengolahan limbah medisinimal tersedia
di setiapprovinsi dan peningkatan kapasitas RS dalam pengelolaan lir
medis

Memastikankesinambungan pelayanan kesehatan esensial.

Peringkatan Kapasitas Fasilitas Pelayanan KesehatarKebutuhan fasilitas
pelayanan kesehatan melonjak akibat peningkatan jumlah kaSG8/IBEL9
melebihi ambang batas kapasitas rawat inap dan rawat kritikal di fasilitas
pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan tidakiga pasien mendapatkan
fasilitas pelayanan sesuai standar seperti isolasi negatif maupun ventilator. Perl
upaya untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas isolasi mandiri, menambal
kapasitas bangs&@OVIEL9 dan dat kesehatan yang didasarkan pada penagia
kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional serta menyiapkan sker
dan standar baku dalam pengembangan RS Dar@@VIBEL9 maupun RS
lapangan apabila kondisi mendesak dan membutuhkan tambahan aaran
pelayanan kesehatan.
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Redesain sisem rujukan pelayanan kesehatan Fakta penunjukkan RS Rujukan
COVIBL9 yang bergerak dan berubaibah sepanjang masa pandemi
mengindikasikan belum optimalnya sistermujukan existing dan belum
berdasarkan kompetensi maupun kapasitas setiap RS yang siap dan mampu dalé
memenuhi pelayanan tertentu. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sistem
rujukan belum adaptif dalam menghaddpnjakan kasuseperti di masa pandemi

ini, sebagai contohterdapat RS yang belum memiliki kapasitas cukup namun juga
menangani pasie€OVIEL9. Kinerja sistem perlu ditunjang dengan mendorong
pemanfaatarSistem Penanggulangan Gawat Darurat Terp&8GD)lyang terdiri

dari National Command CentgfNCC) darPublic Safety Cente(PSC) untuk
penjangkauan dan memperluas jejaring rujuk&@OVIBEL9, penguatan tim
pendukung SISRUTd&anpenguatan sistem informasi seperti ASPAK dan SISDMK.

Perlindunganoptimal kepadatenagamedis- Tenaga medis yang tersedia saat ini
tidak mencukupi untuk menghadapi lonjak&ebutuhan layanan kesehatan.
Tenaga medis juga menjadi kelompok paling berisiko untuk terinfeksi atau
mengalami gangguan kesehatan mental karena beban layanan akibat pandemi ir
Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui kebijaiakshifting, penyiapan
tenaga relawan medis dan neanedis, serta mobilisasi tenaga dari satuan
kerja/lembaga lain ke fasilitas rujuk@©OVIEL9. Upaya ini perlu dilengkapi dengan
upaya untuk: (1)memberikan proteksi optimal sesuai rekomendasi WHO; (2)
dukungan kesejahteraan dan; (3) dukungan kesehatan mental.

Pengembangarnreal time early warning systemuntuk memantau ketersediaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan Ketersediaan logistik farmasi dan alat
kesehatan (farmalkes) semakin terbatas bila terjadi lonjakan kaBedu
dikembangkarearly warning systenyang bersifateal time sebagai alat kendali
kecukupan serta memastikan ketersediaduffer stock di tingkat faditas
keshatan Selain itu, perlu kontrol pasar dan pengendalian harga farmalkes ketike
kondisi langka dan permintaan tinggi agar tidak maldistrilpesiyesuaian proses
pengadaarpadakondisi krisisdandukungan bagi industri farmalkealdm negeri.

Pemerataan sebaran fasilitas pengolahan limbah med®eningkatan jumlapasien
positif COVIBL9 berdampak pada peningkatan limbah medis melebihi
kemampuan pengelolaanya Kedepan perludipastikan ketersediaan fasilitas
pengolahanimbahmedis d setiap provinsi, koordinasi pengelolaan limbah medis
antar-daerah, prioritas pengadaan autoclave bagiaerah yang RSwa belum
memiliki pengolaharon-site, serta dorongan inovasi dan implementasi teknologi
pengolahan limbah B3 nensinerasi. Sela itu, perlu disusun skema pengelolaan
limbah medis terintegrasi dan meantau di setiap provinsi sehingga
memungkinkan RS mengolah limbah medis dengan bipgeasional yang efisien.

Kesinambungan pelayanan kesehatan esensiReningkatan jumlah kas@3OVIbD
19berdampak pada semakin menurunnya kapasitas faskes untuk penyelenggarae
layanan kesehatan esensial. Untuk itu, perlu penguatan sistem monitoring dar
evaluasi online layanan kesehatan esensial, pemenuhan kebutuhan APL
peningkatan kapasitas PPI (pencegahan dan pengendalian infeksi) di semua fask
adanya komunikasi risiko terkait perilaku mencari kesehatan secara aman, inova
pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kesehatan,
digitalisasi pelayanan kesatan, dan pemisahapatient flow mulai dari pintu
masuk, ruang perawatan hingga pintu keluar untuk pasiQVIBEL9 serta
penempatan khusus penangan@®VIBL9.

2
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Pendahuluan

Berbagai model telah dikembangkan untuk memprediksi puncak Kz2G¥4EL9 di Indonesia. Dalam
skenario terburuk, eskalasi pasiesufge akan sangat cepat dan tinggi serta ada potensi terjadi
gelombang kedua penulararsgcond wave Jumlah sarana, prasamnlogistik dan SDM yang
diperlukan untuk menangani kasus dengan baik dapat meningkat beberapa kali lipat dari kapasitas
yang ada. Sistem pelayanan kesehatan dengan demikian harus mengembauggancapacity
(kapasitas lonjakan) untuk dapat mengelmgjakankasusCOVIBEL9 dengan baik.

Surge capacityadalah kemampuan untuk ekspansi kapasitas penanganan secara cepat untuk
memenuhi peningkatan kebutuhan SDM, layanan medis dan kesehatan masyarakat saat terjadi
insiden bioterrorism atau bencana/kegawatdaruratan kesehatan masyarakat berskala Besar
Perencanaan pada fasilitas kesehatan dan sistem kesehatan dalam situasi krisis harus memaksimalkan:
(1) kapasitas konvensional; (2) kapasitas cadangan dan; (3) kapasitasBalsimi bertjuan untuk
memformulasikan pembelajaran dan rekomendasi penguatan kapasitas pelayanan kesehatan
berbasis empat komponen kurglirge capacity (1)Staff(SDM); (25tuff (logistik dan peralatan); (3)
Structure(fasilitas); dan (4pystem(kebijakan dan prees manajemen).

Menjaga kecukupan jumlah tenaga medis

Setiap RS Rujuka@OVIB19 baik pemerintah maupun swasta membentuk Tim Penanggulangan
COVIB19. Hingga saat ini belum ada standar ideal komposisi tenaga kesehatan untuk penanggulangan
COVIBEL9. Secara umumiln penanggulangan tersebuérdiri dari kelompok klinisi dan manajemen.
Kelompok klinisi umumnya dipimpin oleh dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam,
sesuai dengan karakteristik pandemi. Anggota tim inti taimumnya termauk spesialis radiologi,
patologi klinik, anakspesialis aneste&onsultanintensive caréSp.ArRKIC) dan mikrobiologi, sesuai
dengan ketersediaan tenaga ahli di RS. Kelompok manajemen umumnya bertanggung jawab terhadap
keberlangsungan dukungan sumberydakomunikasi dan koordinasi dengstakeholderseksternal.

Tim ini dibentuk guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan dalam pena@@W4el9 di

faskes.

Ketersediaan tenaga medis penangan@OVIBL9 sangat terbatas, terutama dokter spesialis
tertentu. Hingga tahun 2020, jumlah doktepesialisparu di seluruh Indonesia tercatat sebanyak
1.206 orang. Dengan jumlah kasE®VIBL9yang terus meningkat, ditambah dengan beban penyakit
saluran pernapasan lainnya, kebutuhan ideal dokter spesialis paru untuk melayani penduduk sebesar
267 juta jiwa setidaknya adalah sebanyak 2.500 orang. Demikian pula dengan dokter spesialis anestesi
konsultan intensive careyang juga merupakan tenaga krusial, namun jumlahnya sangat sedikit. Di
Provinsi DIY, dari 83 orang dokter spesialis anestesi, hanya empat yang merupakaklSpJatara
nasional, Indonesia hanya memiliki 4.134 orang dokter spesaiéstesi yang bekerja di RS
(BPPSDMK). Jika dibandingkan dengan jumlah pa&€#tBE19 per 16 September 2020, setiap dokter

ahli anestesi harus menangani 54 orang pasien dalam satu hari.

Kebutuhan SDM kesehatan untuk penangan@®VIB19 akan terus meningat. Hasilforecasting
menggunakarEssential Supply Forecasting T@wvidESFT) v2.0 WHO dan d&¥arld Bankiingga

20 Juni 202@nenunjukkanbahwahingga pertengahan 2024kan ada dua juta orang pasi@OVID
19dengan gejala berat dan membutuhkan rawap, serta lebih dari 670 ribu orang membutuhkan
perawatan kritikal. Diluar dari tambahan tenaga yang ada di RS D&Z@¥tBE19 (Wisma Atlet),
ambang batas tenaga medis untuk mengakomodasi pelayanan rawat inap hanya cukup hingga awal
Oktober sementara temga untuk skrining pasien atau triase tersedia hingga mingguN@vember.
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Pemenuhan tenaga kesehatan untuk penangan@®VIB19 dilakukan dengan menjaring tenaga
sukarelawan.Hingga 22 Agustus 2020, terdapat 5.634 relawan medis terdaftar di Gugus Tugas,
dimana 27 persen diantaranya sudah ditempatkan di 34 provinsi dan p&sen lainnya siap
ditempatkan? Per 26 September 2020, jumlah total relawan medis danmedis yang telah direkrut
adalah sebanyak 43.399 orahBada RS Darur@OVIBL9 (RSDC) di Dpemerintah pusat merekrut

+ 1,600 personil dari berbagai profesi (dokter, perawat, para medis dan non medis). RSDC telah
mempersiapkan personil untuk antisipasi lonjakan kasus. Pelatihan diberikan kepada para petugas
mengenai cara menangani pasi€@VIBL9. Setiap petugas dirotasi dengan perpanjangan masa rotasi
satu kali dengan maksimal untuk jangka waktu dua bulan masa tugas.

Pengalihan tenaga medis dari pelayanan kesehatan r@@VID19 merupakan upaya sementara

untuk pemenuhan tenaga medis penangand@OVIB19. Di masaawal pandemi RStidak siap
menangani pasielCOVIEL9 dalam jumlah banyak sekaligus. RS rujukgVIBL9 mengandalkan

tenaga medis yang ada. Sebagian RS tidak mampu menambah kapasitas ruang perawatan karena
keterbatasan tenaga khususnya perawat ICU. Penambahan tenagmtaosive caredilakukan

dengan cara menutup bangsal atau ruang perawatan lain dan midisash tenaganya di bangsal
bangsalCOVIEL9. Hal ini dimungkinkan karena kunjungan dan tingkat hunian pasierC@WB19
menurun. Upaya peningkatan kapasitas SDM hanya dilakukan nigiefingdan pelatihan internal.

Taskshifting merupakan salah satwpsi kebijakan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis
Misalnya residen senioPPDS {@gramPendidikan Dokter Spesialig)iionologidiberi kewenangan
khusus pada kondisi darurat sehingga dapat bertindak seperti dokter spesialis paru. Dengaardemiki
ada penambahan tenaga dokter yang dapat membalatkter spesialis paru agar tidak kelelahan yang
menyebabkan rentan terken@OVIEL9. Pola serupa dapat diterapkan ke tenaga kesehatan lain yang
langka, misalnya dokter spesialis anastesi ataupun tenagawa¢ ahli tertentu. Kebijakamask
shiftingtelah diatur oleh berbagai regulasi termasuk oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.
48/2010tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter, Gaiingga tenaga kesehatan yang
diberi tugas tambahan juga berhak mendapatkan insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi
beban dokter spesialis dan melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dari
kekurangan dokter ataupun menerimalpganan dari dokter yang kelelahan.

Redistribusi tenaga kesehataypasca penentuan RS Rujukan Pelayd@WIEL9, pemerintah pusat
maupun daerah perlu memastikan kecukupan jumlah tenaga di RS. Salah satunya dengan
mengembangkan sistem 4distribusi tenag@ kesehatan. RS rujuka@OVIBEL9 mendapatkan
tambahan tenaga dari RS lain yang beban pelayanannya lebih ringan. Solusi ini juga harus ditunjang
dengan skema insentif dan perlindungan yang memadai.

Melindungi kesehatan fisik tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang meninggal akil2®VIB19 semakin meningkat Hingga saat tulisan ini

dibuat sudah ada setidaknya 130 dokter yang meninggal akibat teG@@&1B19.° Begitu juga dengan
perawat, jumlah yang meninggal mengikuti banyaknya jumlah dokter yaitu 84 orang (data 18
September 2020)Faktor gnyebabkematian akibatCOVIEL9 padatenaga pelayanan kesehatan
belum diketahui lebih lanjutkarena belum ada penelitianyang secaramendalam mengkaji
pemasalaharnni. Ikatan Dokter Indonesid@l) menduga penyebabnya antara ldwarenatekanan
psikologis, jam kerja yang panjang, minimnya APD, kurangnya skrining pasien di fasilitas kesehatan,
maupunkelelahan para tenaga medkarena jumlah pasieBOVIEL9 yang terus bertambah. PERSI

juga belumdapat menyimpulkampenyebalmya karenaaudit kematiarbelum dilakukan
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Perlindungan kepada tenaga medis menyangkut aspek kecukupan sarana penunjang pelayanan
seperti APD, jam Kkerja, patihan, hingga jaminan perlindungan dan kompensasi bagi tenaga
kesehatan. WHO merekomendasikan beberapa cara untuk melindungi tenaga mediam
memberikan pelayanan pada pasi€@VIBL9, yaitu: 1) memastikan kecukupan APD; 2) memberikan
pelatihanpencegahan infeksi; 3) membatasi jam kerja tenaga medis; 4) meningkatkan supervisi ke
faskes; 5) memberikan dukungan psikologis kepada tenaga medis; dan 6) meningkatkan kepedulian
tenaga medis terhadap kondisi dirinya sendifpaya ini juga perlu didukundengan:1) pelatihan
protokol kesehatan;2) memindahkan tenaga medis ke faskes yang kekuran8anjaminan
perlindungan dan kompensasi bagi tenaga medjsklaster/pemisahan faskes yang dikhususkan
untuk COVIELY; 5) mengembangkan sistem pengumpulan, i&ig, dan publikasi data kematian
secara sistemati€) menerapkarelehealthbila memungkinkandan 7 memperketatscreeningpara
pengunjung faskes.

Menjaga kesehatan mental tenaga medis

Tenaga medis untuk penangana@OVIDBL19 rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental

Hasil survedi Tiongkokmenyebutkan bahwa tenaga medis yang bekerja langsung menangani pasien
COVIBEL9 memiliki tingkat depresi 50,4ersen kecemasan 44,persen insomnia 34,(ersen dan

71,5 persenmelaporkan gejala tekanan psikologis repesifiké Penelitian yang telah dilakukan di
Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietham dan India menunjukkan bahwa ternyata volume kasus
COVIBL9 tidak selalu mempengaruhi tingkat kecemasan tenaga medis. Vietham likiewolume

kasus terendah, namun memiliki prevale®stTraumatic Stress Disord@PTSD) tertinggi. Beda
halnya dengan Singapura yang memiliki volume kasus tertinggi, tetapi memiliki prevalensi depresi dan
kecemasan yang lebih rendah. Hal dipengaruhi oleh faktor pelatihan tenaga medis, penyakit
sebelumnya dan gejala fisik yang muricul

Upaya untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental tenaga medis dapat dilakukan pada
level individu, organisasi, dan sistefi Pada level individu dilakan dengan membekan layanan
psikologi spesialistik, mengembangkan mekanisme dan protokol untuk memonitor penyakit, stres,
dan kelelahan diantara tenaga medis, memberikan keamanan serta melakukan tinpaicegahan
diskriminasi sosial, kekerasan, penymgan, pelecehan, dan stigma terhadap tenaga medis. Pada level
organisasi dilakukan melalui pengurangaressorspesifik di tempat kerja, misalnya dengan jam kerja
yang sesuai faktor risiko, tempat istirahat yang memadai, dukungan psikososial kepadanstaf d
keluarganya, sertpengelolaan beban kerja melalui pengatusdift. Semantara itu, padievel sistem
dilakukan dengamengembangkakebijakanterkait kesejahteraan tenaga medis, mengurangi waktu
perjalanan, memfasilitasi akomodasi khusus dan transgbgalama pandemi. Selain itu, diperlukan
estimasiketahananmental para tenaga kesehatan karena masih tingginya k&sd¥IBL9 yang
diperkirakan masih akan berlangsumggga2021. Di Indonesia, implementasi strategi ini diserahkan
pada kebijakan masingiasing RS sesuai kemampuan. Tidak semua RS mampu memfeas#itasil
checkup reguler, termasukyang kontak langsung dengan paste@VIEL9.

KapasitadVledical Supplieslan Equipment

Pada fase tanggap darurat, seluruh RS mengalami kelangkaan alat pelindung diri (APD) tettzhtu

ini karena industri pendukung kesehatan (produseedical suppliegslan alat kesehatan) juga tidak

siap dengan stok maupun kapasitas produksi yargig untuk memenuhtlemandyang tibatiba
meningkat drastis. Sebagian besar komponen bahan baku juga masih impor, dimana negara
pengekspor jugaerdampakpandemi sehingga produksi menurun dan stok yang ada diprioritaskan
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untuk memenuhi kebutuhan dalam negemasingmasing. Selain itu, terdapat kendala prosedur
pengadaan dan distribusi untuk bisa menjangkau seluruh wilayah di Indotgdiak mengatasi
lonjakan kebutuhan logistjlProvinsi DKI melakukasurge capacitglengan membuat daftar logistik
fast moving informasi stok, juga menyusun kebijakan, pedoman dan prosedur transportasi logistik.

Beberapa RS Bhayangkara mengalami hambatan terkait pasokan alat kesehatan, alat pengujian,
maupun obatobatan. Jarak geografis dan keterbatasan alat angkutan mieslykan RS Bhayangkara

di Jayapura terlambat dalam mendapatkan pasokan farmalkes. Protokol penerbangan pada masa
pandemiCOVIBEL9 juga mempengaruhi proses dan waktu pengirimsehingga RS Bhayangkara di

luar Papua juga mengalami hambatan dalam mendapatkasokan farmalkesKondisi ini
menunjukkan RS Bhayangkara belum siap derigdfer stockuntuk menghadapi situasi darurat
khususnya bencana nealam. RS Kemhan/TNI telah mengajukan permohonan secara berjenjang
untuk mempercepat pemenuhan kebutuhannya. &l dari luar negeri saat ini sudah mulai
membantu pemenuhan kebutuhan farmalkes, namterkendala dimana barang impor sering
tertahan cukup lama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari aspek pendanaan, RS Bhayangkara
mengalami hambatan yang berhubwarg dengan penggantian klaim BPJS Kesehatan, sehingga
menghambatcashflowRS Bhayangkara. Namun, hal ini dapat diatasi oleh RS Bhayangkara melalui
pendanaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (@&at), hasilrefocusinganggaran POLRI tahun anggaran 2020, serta
memanfaatkan berbagai sumber hibah.

Pemenuhan APD diawal pandendOVIB19 didukung oleh donasi/sumbangan masyarakat luas
Masyarakat mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan secara spontan maupun terencana, secara
individu maupun kelompok atau lembadzemprov DKI Jakarta mendapat bantuan 10012 test

kit dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta 1@m@8ker dan 300 APD untuk para
tenaga medis di RS Siloam Hospital Groupendonasikan 2.000 unit alat rapid test kepada Pemprov
DKI Jakarta untuk ibu hamil sebagai kelompok reit&elain itu jiga banyak donasi yang berhasil
dikumpulkan melalui berbag platform digital. Hingga akhir Mei, donasi yang terkumpul dari berbagai
aktivitas kemanusiaan di masyarakat berupa bantuan logistik antara lain masker sebanyak 8,2 juta
unit, handschoettebih dari satu juta kotakjazmat suitiebih dari 108 unit, pelidung mata lebih dari

4.000 unit, danest kitsebanyak 30.000 kotaklamun logistik yang berasal dari donasi tidak semuanya
memenuhi standar medis sehinggarangaman digunakan oletenaga kesehatanSesuai dengan
kedaruratan situasi di fase awal, APD dsinyang memenuhi standar medis diprioritaskan untuk
tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan p@siHBR19.

Pengadaan logistik di level pusamengalami kendalaRealokasi anggaran pusat maupun daerah
memberikan ruang fiskal untuk pengadakgistik medis dan menyalurkannya ke fasiktasilitas
kesehatan melalui BNEBPBDmaupun Dinas Kesehatan setempat. Misalipada akhir Maret 2020
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memperoleh bantuan berupa 4.000 unit APD dan 14.000 unit rapid
test kit dari pemerintah pusat®* Sampai dengan 9 April 2020, Gugus Tugas telah mendistribusikan
lebih dari 700 ribu masker bedah, hampir 700 ribu pakaian pelindung, 300 ribu alat rapid test, ribuan
masker N95, sarung tangan serta kaca mata ke seluruh provinsigrdagpakCOVIB19.24 Prosedur
birokrasi penggunaan APBD dan DSP (Dana Siap Pakai) yang cukup panjang dan membutuhkan waktu
menjadi tantangan tersendirBesarnya skala bencana menyebabkan DSP dan APBN belum mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan farmalkes n@ diproyeksikarhingga Maret 2021 mencakumasker
N95/KN95 mencapai 24 jutaeces coverall20,7 jutapieces dan masker bedah 409 jupgeces Saat

tulisan ini dsusun masker N95 baru terdistribusi sebanyak 2 jpiacesdan sedang dalam proses
pengadaan Tahap II.
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Belum adanyeearly warning systenyangreal time dalam kontrol ketersediaan logistik farmasi dan

alat kesehatan Kehabisan stok logistik di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan merupakan masalah
serius. Kondisi ini dapat diperbaiki dgm mengembangkan sistem kontrol yang bersiat timedan
terintegrasi dari tingkat faskes hingga pemerintah pu&istem ini penting untuk memastikaan
mengontrolketersediaariogistik maupurbuffer stockdi tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan di
setiapfadlitaskesshatanserta diharapkan juga dapat mencakup sumber penyediaan logistik termasuk
dari donasi masyarakaistem ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan
artifisial unuk deteksi dini kondisi stok dan ditunjang dengan kedisiplinan SDM pengelola untuk
berkoordinasi sehingga prinsipal timedapat terjaga.

Hingga kini, kelangkaan farmalkes tertentu masih terjadi di beberapa wilayBbberapa daerah

seperti Papua darTernate masih mengalami kelangkaan masker N95 dan logistik pendukung.
Sementara itu, beberapa daerah lain mengalami tingginya harga farmalkes yang tidak tercover dalam
tarif INACBGs. Bantuan dari masyarakat yang pada awal pandemi cukup membantu mengatasi
kelangkaan APD kini sudah jauh berkurang. Sebagian RS juga tidak lagi mendapatkan alokasi farmalkes
dari Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, stok farmalkes secara umum
diperkirakan masih mencukupi sampai dengan akhir Desember. Utuliharapkan pemerintah

pusat berperan menjaga stok nasional dan mengendalikan harga.

Faskes pemerintah membutuhkan juknis yang jelas terkait mekanisme pengadaan logistik medis
esensial pada masa tanggap darurat bencan&ebelum Peraturan Menteri DataNegeri No.
20/2020 tentang Percepatan Penangan@orona Virus Diseas#019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah ditetapkan, banyak RS daerah reagu dalam menggunakan APBD atau dana BLUD untuk
belanja alat dan operasional, meskipun jumlah anggaran yangdi@arsnencukupi. RS daerah juga
GARF1 &AF LI RSy3ary ada{th tSyaFrRFclYy RFEfFY Y2YyRAAA
pendapatan operasional RS yang penggunaannya lebih fleksibel juga tidak mencukupi karena
turunnya kunjungan pasien no@OVIBL9 atau karena belum terbayarnya klaim RS oleh BPJS. Ini
menyebabkan RS penietah tidak memiliki cadangan kas dalam jumlah banyak. Disisi lain,
kebanyakarsuppliermenerapkan kebijakan hanya melayani transaksi dengan €3b ¢n delivedy
Kebijakan ini tidl terlepas dari adanya kebutuhan produsen untuk menjeaghflowperusahaan,

buffer stock,dan kemampuan produksi hingga distribusi farmalkes ke wilawillyah yang
membutuhkan. Kebijakan COD ini juga untuk mencegah tejadinya piutang dari faskes dan dinas
kesehatan akibat keterlambatan pencairan dana oleh pemerintah.

Pemerintah perlu mengembangkan sistem logistik mediang bisa beradaptaspada situasi
pandemiuntuk menjamin ketersediaan logistik sesuai kebutuhan dan menjamin rasa aman bagi para
aparaturdalam menjalankan tugasny®emerintah perlu mengembangkan sistem yang salah satu
tujuannya adalah untuk mengatur standanffer stockpada level yang lebih aman bagi puskesmas
maupun rumah sakit khususnya yang berada di daerah terpencil untuk mengasitisgktu tempuh
pendistribusian farmalkes dari pusat maupun produsen. Pemerintah juga diharapkan dapat
memonitor supplyfarmalkes langka dan mengendalikan harga agar tetap terjangkau oleh faskes.
Pemerintah pusatdiharapkan dapatmensuplai logistik tertetu untuk penangananCOVIBEL9
(misalnya reagen untuk pengujian) agar output pelayanan sesuai standar dan tarif pelayanan dapat
dikendalikan. Di tingkat daerah, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme distribusi logistik
sesuai dengan karakteristik wilayah untuk menjaga kontinuitagr&ediaanya di faskes pada
wilayahnya masingnasing.
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Pemerintah mendorong pelaku industri kesehatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
farmalkesdan meningkatkan kemandirian bahan bakuntuk mengatasi kelangkaan farmalkes akibat
bahan baku impor. UMKMdalah salah satu komponen industri yang potensial untuk memegang
peranan tersebut. Di Provinsi DI Yogyakarta, gerakan masyarakat yang terorganisir dalam SONJO
(Sambatan Jogjalalamsalah satu kegiatannya mendorong peningkatkan kemampuan UMKM dalam
memproduksi APD sesuai standar medis. Namun demikiasjh terdapakendala birokrasi. Misalnya
dari aspek perizinan, pemerintgberlu membuat inovasi dan melakukan pendampingan kepada
pelaku usaha agar produksi yang dihasiltetap memenuhi standar yang sesu®emerintah telah
menyiapkan dan mengalokasikan anggaran riset yang dirkggi untuk mendorong para peneliti di
berbagai lembaga untuk menghasilkan inovasi dalam mendukung penanggulangan p@xibi

19. Risetriset tersebut menghasilkan berbagai pudd mulai dari test kit, bilik swab, hingga ventilator
sehingga diharapkan kedepannya akan mampu memenuhi kebutuhan penangguOy4Bl9 di
fasilitasfasilitas kesehatar?

Penyederhanaan aainistrasi dan birokrasiuntuk merespon kebutuhan penanganapandemi.
Beberapa daerah mengembangkan strategi untuk mengantisipasi masalah birokrasi keuangan,
misalnya dengan melibatkan unsur pemeriksa atau kejaksaan dalam Satuan Tugas Per@@ydBan

19. Namun tetap saja kendala administrasi tidak bisa dihinéererintah perlu merancang ulang
proses birokrasi yang dibutuhkan agar respon lebih cepat namun juga tetap akuntabel dan efisien.
Sistem yang terhubung antara pusat, provinsi hingga kabupaten/kota perlu dibangun untuk
memudahkan pemantauan terhadap ketersaah setiap jenis farmalkes dengan adanya sistem yang
real time sehingga pemerintah memilikarly warning systersebagai alat pengambilan keputusan
pengadaan dan pendistribusian farmalkes. Selain itu, pemerintah pusat diharapkan lebih memperkuat
leaderslip, lebih komunikatif, lebih detil dalam memahami masalah di lapangan, memperkuat sinergi
antara satgas pusat, daerah dstakeholderdain, serta melakukan penguatan baglayanarfaslitas
kesshatandi daerah dalam penanganan pandemi sesuai dengan pgeamaggmasing.

Kapasitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kebutuhan ruang rawat inap dan perawatan kritikasemakin meningkat dengan jumlah
penambahan kasus yang sudah mencapai lebih dari 4.000 kasus perMarnurut hasilforecast
CovidESFT v2.0 yang menggunakan data per 18 September 2020, hingga mi3fgakem ada
tambahan sebanyak 13,5 juta kast®VIELY9, dimana 2 juta diantaranya merupakan kasus berat yang
membutuhkan perawatan di RS dan 670.459 kasus membutuhkan ruanggtanekritikal. Dalam 33
minggu forecasting perioddari akhir September 2020, ambang batas dari tempat tidur RS masih
mampu mengakomodasi kenaikan jumlah pasien untuk pasien bergejala $evet¢ hingga minggu

ke-5, sementardbeduntuk pasien kritis sdani dikalkulasikan sudah mencapai kapasitas maksimalnya.
Jika tidak ada penambahan sumber daya atau implementasi strategi intepusli healthuntuk
menekan penambahan jumlah kasus berat dan kasus kritis, maka angka kematian akan melonjak
karena bangk kasus yang tidak tertangani dengan baik. Pasien dengan klasifikasi berat dan kritis harus
segera dirawat di RS Rujuk@®VIEL9.

Ruang perawatan untuk pasien dengan kondisi kritikal sangat terbathsmlah total kapasitas
tempat tidur RS di seluruh Indesia adalah sebanyak 391.197 buah'®TDengan estimasi jumlah
penduduk tahun 2020 sebesar 21 jutajiwa,}’ maka hanya tersedia 1,4 tempat tidur RS untuk setiap
1.000 penduduk. Rasio ini sedikit diatdexico(1,38) dan sedikit dibawa@hile(3,11), serta jauh
dibawah negaranegara OECBerdasarkan data tahun 2027 Tahun 2017 Indonesia memiliki 1.910
ruang perawatan kritikal dan 7.094 tempat tidur kritikdData dari Kementerian Kesehatan per 25
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Juli 2020 menunjukkan bahwa Indonesia m&md.637 ventilator yang dipasang di unit layanan
kritikal maupun ruang isolasi biasa. Sementara itu, hanya terdapat 22 RS Bhayangkara dari total 52 RS
Bhayangkara yang memiliki ruang isolasi tekanan negatif dengan kapasitas yang teti@dBusat
Kedokeran dan Kesehatan Kepolisian RI). Kapasitas ruang isolasi tekanan negatif yang dimiliki oleh 22
RS Bhayangkara tersebut berjumlah sekusamgngnya 266 tempat tidur, masih kurang 79 tempat

tidur dari jumlah yang dibutuhkan. Selain 22 RS Bhayangkarabtgrsebanyak 7 RS Bhayangkara
lainnya yang membutuhkan kapasitas 30 tempat tidur dengan standar ruang isolasi tekanan negatif.
Selain itu, berdasarkan data dari Pusdokes POLRI, RS Bhayangkara yang berada di Wilayah Papua
belum memiliki fasilitas ruangsdasi tekanan negatif dan belum dapat diidentifikasi jumlah
kebutuhannya. Dari 110 RS Kemhan/TNI, koedistingruang isolasi tekanan negatif hanya sejumlah

17 ruang dan ruang kasus suspect sejumlah 112 ruang. Adiaplech ruang kondisi yang diharapkan

untuk HCU kasus konfirmasi yaitu sebanyak 563 ruang, ruang ICU konfirmasi positif sebanyak 252
ruang dan ruang untuk kasus suspect sebanyak 1.022, sehingga kesenjangannya yaitu 1.648 ruang.

Peta ketersediaan sarana prasarana di setiap RS belum optimahrdamemberikan dukungan
informasi.Kementerian kesehatan telah mengembangk&PAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat
Kesehatan) dan SISDMK (Sistem Informasi SDM Kesehatan). Melalui kedua sistem ini seluruh RS harus
melaporkan situasi sumberdayanya secherkala. Meskipun belummteroperable kedua sistem ini

bisa menjadi pembelajaran mengenai pentingnya sistem informasi yang kuat, serta penggunaan data
dan informasi rutin dalandecision makingNamun data statistik sebagai output dari sistem ini tidak

dapat diakses oleh umuntgan hanya dapat digunakan untuk bahan membuat analisis perkiraan
kebutuhan fasilitas selama pandemi olBemerintah khususnyementerian Kesehata&elain itu,

data yangdisampaikan oleh RS belum tervalidasi sehingga berpotensi tenjeldir/overreporting

sehingga terjadi perbedaan data antara pusat dan daerah bahkan antara kedua sistem diatas.

Pemerintah daerah menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkaawatan isolasi
mandiri. Data per 21 September 2020 menunjukkan ada 58.378 kasugkRar PENJika 8(persen
diantaranya kasus ringan, artinya 46.702 kasus membutuhkan isolasi mandiri. Sisanya, 8.173
merupakan kasus berat dan membutuhkan rawat inap sgilan 2.919 kasus lainnya membutuhkan
fasilitas perawatan kritikal. Isolasi mandiri memegang peranan sentral untuk mencegah penyebaran
lebih lanjut maupun munculnya klaster baru. Namun kondisi masyarakat khususnya di kota besar tidak
selalu mendukung untulilakukannya isolasi mandiri. Misalnyaasyarakat yang tinggal di rumah
petak dengan jumlah anggota keluarga cukup banyak tidak lagi memiliki ruang dalam rumahnya untuk
isolasi mandiri. Pemerintah pus&emudian mengubah fungsi Wisma Atlet di Prov. Dikaita
menjadi RS Darur&@OVIBL9 berkapasitas 10.161 tempat tidur, mendirikan RS Lapangan Indrapura
di Surabaya yang berkapasitas 242 tempat tidur, dan dan RS khusus di Pulau Galang, Batam
berkapasitas 360 tempat tidur. Pemerintah daerah memanfaatkah Remda berupa penginapan,
guest housdahkan gedung pusdiklat sebagai fasilitas isolasi mandiri bagi warganya yang tidak dapat
melakukan isolasi di rumah.

Kapasitas pengelolaalimbah medis

Fasilitas pengolahan limbah medis sangat terbatas dabarannya masih timpang antailayah.
Keberadaan 11RSujukanCOVIBL9dengan insinerator berizin (per Desember 2020) belum terdapat

di semua provinsi, seperti di Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, Bengkulu, dan Sumatra Barat.
Kondisi ini diperparah juga dengkeberadaanasa pengolah maupun pengangkut limbah medis yang
belum tersedia di setiap provinsbebagian besadRS mengelola limbahnya menggunakan skema
kerjasama dengan jasa pengelola limbah B3 yang mayoritas di Pulau Jawa, sehingga tidak efisien bagi
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RS di wilayah nedawa. Kondisi tersebut juga menyebabkan adafaskes yang menyerahkan
pengolahan limbahnya ke jasa pengelola yang tidak besetimgga berpotensi terjadi pelanggaran
pengelolaan dan pencemaran lingkungan

Idealnya, pengolahan limbah medis dilakukan oleh faskes yang memilikidendasarkan Peratan
Menteri Lingkungan Hidup No.56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesebatgiolaan limbah medis
dilakukandengan menggunakan insineratbersuhu minimal 808 atau menggunakaautoclave
yang dilengkapshredder melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup
paling lama 2 hari sejak dihasilkaserta residu hasil pembakaran atau cacahan hasitoclave
dikemas dan dilekatii¥ 6 2 f & . S MMaBediiyhsaR B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat
Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) untuk diserahkan kepada pengelola LiélaimB3.
semua RS memenuhi kriteria dan syarat izin pengelolaan menggunakan insineratautmelave
sehingga ketmyantungan pada pihak ketiga (jasa pengolah) meningkat. Untukpéry adanya
pengawasan pada standar penyedia pihak ketiga tersebut.

Pemerintah telah berupaya meminimalisasimasalah melalui terbitnya kebijakan pengolahan
limbah medis, peningkatan kapatis pengolahan dan skema kerja sadengan beberapa pihak
swasta, seperti pabrik semen yang dapat memanfaatkan limbah medis sebagai bahan bakar. Kebijakan
yang telah diterbitkan selama masa pandé€d@VIB19 yaitu: 1) Pedoman pengelolaan limbah rumah

sakit rujukan, rumah sakit darurat dan puskesmas yang menangani @819 oleh Kementerian
Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Lingkungan 2020; 2)
Surat MENLHK Nomo67 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Faskes Darurat
COVIEL9 kepada kepala bagian BNPB/ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid 19; 3) Surat
Edaran MENLHK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan
Samp& Rumah Tangga dari Penangar@&@VIEL9 kepala kepala BNPB, seluruh gubernur, seluruh
bupati/walikota; 4) Surat Dirjen PSLB3 Nomor 156 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Pengelolaan Limbah
B3 Masa Darurat Penangan@a®@VIBL9kepada perusahaan jasa pengolah gangangkut limbah B3;

dan 5) surat Dirjen PSLB3 Nomor 234 tanggal 28 Mei 2020 tentang pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan penyimpanan limbaBi3 padeondisipandemiCOVIEL9 kepada seluruh bupati/walikota.

Beberapa opsi kebijakan dapat dipertimbangkan whktoptimalisasilebih lanjut pengelolaan limbah

medis selamadan setelahmasa pandemiPeran Pemdalan koordinasistakeholdersantarwilayah

dapat diperkuat melalupengembangan konsepengelolaanlimbah terpadu berbasisegional,
sehingga provinsi yang tidak memiliki fasilitas pengolahan dapat mengirimkan limbah medisnya
kepada provinsi terdekadengan tetap mengupayakan ketersediaan fasilitas pengolah limbah B3 di
setiap provinsi. Pvinsi yang rumah sakitnya belum memiliki peladpanon-site dan belum ada jasa
pengolah limbahperlu diprioritaskan untukpengadaanautoclave Di samping itu, perlu akselerasi
implementasi, inovasi teknologi, dan mendorong pemberian izin pengolahan limbah B3 dengan
teknologi noninsinerasi kepada jaggengolah limbah B3.

Redesain sistem rujukan

Puskesmaglan klinik pratamaberperan sebagai garda terdepan dalam penemuan kasus suspek,
probabel, maupun kontak eratlengan cepat dan tepatPuskesmasdan klinikdi daerah perbatasan
secara proaktif melakuascreeningterhadap para pelaku perjalanan yang melintasi perbatasan
negara. Klinik swasta juga dapat berperan dalam penemuan kasus nsid@tingyang dilakukan
terhadap pasien yang datang berob&elain itu, kapasitas surveilans deacingkasus di Pskesmas
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perlu ditingkatkan sehingga skema pengelolaan kasus berbasis wilayah terkecil dapat terkontrol dan
terintegrasi hingga tingkat daerah dan pudatiskesmas dan klinik tidak memiliki sumber daya yang
memadai, sehingga tidak diberi tanggung jawab Hfir&asus yang ditemukan dari hasirining
maupun triase dirujuk ke RS Rujuka@VIB19yang telah ditetapkan pemerintah pusat atau daerah.

Terdapat paket regulasi yang mengatur tentang RS Rujukan yang bertujuan untuk menjamin
tercukupinya kebutuhan Rkpasitas dan kompetensi layanal©OVIDP19. Diawali dengan KMK
169/2020 dimana Menteri Kesehatan menetapkan 132 RS sebagai RS RUQEA9. Lalu ada

surat edaran yang membolehkan gubernur menunjulR$Sain di daerahnya sebagai rujukadVID

19 sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Penunjukkan ini harus mengacu pada kriteria dasar yang
ditetapkan oleh menteri kesehatan, antara lain ketersediaan ruang isolasi, ICU, ventilator, dan SDM.
Dari 2.925 R per tanggal 6 Oktober sudah ada 903 RS yategagkan, dimana 135 diantaranya
ditunjuk oleh menteri kesehatan melalui SK Menkes No. 275/2020, dan 771 ditunjuk oleh gubernur.
Selain itu juga ada Keputusan Menteri Kesehatan yang membolehkan Rguk@m untuk melayani
pasienCOVIBL9 asalkan memiliksumber daya yang dibutuhkan (SDM, sarpras, peralatan). Juga ada
Surat Edaran yang membolehkan RS Rujukan untuk menambah kapasitas ruang isolasi dan ICU
sebanyak 3(ersendari total jumlah TT untuk melayani pasi©@®OVIBL9. Paket regulasi tersebut
membartu percepatan peningkatan kapasitas laya@@VIBEL9 dari yang hanya 3.535 tempat tidur

di Bulan Maret menjadi hampir 50.000 di bulan Oktober. Gubernur menerbitkan SK penunjukkan RS
RujukanCOVIBL9 yang kemudian menjadi dasar pengalokasian anggaran uritgcade sarpras,

SDM maupun pengadaan alat kesehatan agar sesuai standar dan pedoman. Alokasi anggaran
merupakan hasil darefocusingAPBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota, sesuai dengan
arahan presiden dan gubernubi sisi lainkondisidiatasmenunjukkan bahwa kualitas peta dan data
kapasitas dan kompetensi sumber daya setiap RS di tingkat nasional perlu ditingkatkan sehingga dapat
mempercepat pemetaan kebutuhan jumlah RS Rujukan seperti dalam kondisi paDi@&iiio.

Implementasi sisten rujukan bervariasi antadaerah. Di tingkat daerah, beberapa provinsi
membentuk jejaring faskes rujuk@OVIBL9 denganmelibatkanfaskes swastaNamun ada juga yang

hanya memasukkan faskes milik pemerintah dalam jejarifaskes melakukano&rdinasi dan
komunikasi rujukan menggunakdmerbagai cara diantaranya melalaplikasi WhatsApp (WA),
SISRUTHEINtuk rujukan pasien antaRS, serta komunikasi teleponantara FKTP ke RS. Tidak
digunakannya SISRUTE dibeberapa daerah antara lain karena komunikasi dengan WA lebih cepat, dan
RS tidak memiliki SDM yang cukup untuk mengoperasikan SISRa&mkn demikianRS yang
menggunakan SISRUTE berpendapat bahwa ada banyakatndafesistem ini. Salah satunya adalah

dapat diketahuinya status pasien yang akan dikirim oleh perujuk melalui sistem tersebut, sehingga RS
bisa menyiapkan penanganan sebelum pasien tiba.

Masih cukup banyak kendala dalam pelaksanaan pelayanan rujukasigreCOVIBP19. Tidak semua

daerah menyiapkan bantuamedical supplieslan ambulance transportintuk klinik dan RS swasta

yang melakukan triase dan merujuk pasi€OVIBEL9 ke RS. Provinsi kepulauan belum didukung
infrastruktur yang memadai untuk kemudahamnsportasi pasie@OVIBELY, serta belum didukung
informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di RS rujukan yang seharusnya bisa diperoleh melalui
SISRUTHidak semua RS secara terbuka menyampaikan kapasitas tempat tidur yang masih tersedia.
Ini menunjukkan SISRUTE belum termanfaatkan secara optimal dan datanya tidakupdiaidate .
Terdapat kekurangan SDM untuk mengoperasikan SISRUTE, padahal aktivitas rujukan tidak akan
terdokumentasi dalam sistem secara otomatis jika menggunakan media komunikasklg ke
masyarakat oleh Puskesmas hanya mengandalkan dana kapitasi. Kapasitas uji laboratorium sangat
terbatas dalam satu provinsi, sehindgength of StayL OS) pasien menjadi panjang.
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Image negatif pada pasierCOVIB1L9 menyebabkanbanyak RS yangelum mau merawat.Belum

semua faskes patuh terhadap sistem rujukan yang dikembangkan di level nasional maupun yang
disepakati di level provinsi. Masih banyak pasien yang berstatus syspélableatau kontak erat,

datang langsung ke RS tanpa melaluiesmstrujukan meskipun sebelumnya telah menjalani
pemeriksaan di FKTP, sehingga petugas RS tidak siap dengan APD untuk melindungi petugasnya
terhadap potensi tertular dari pasien.

Berbagai alternatif solusi dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah dagstem rujukan.

Pada daerah dengan kadd®VIBL9 sangat tinggi, Kementerian Kesehatan mendorong pemda untuk
membuat RS lapangan. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong dimanfaatkannya Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terp#8&GD)lyang terdiri dariNational Command CentéNCC)

dan Public Safety CentéPSC) untuk jejaring rujukad@®OVIEL9. Untuk memonitor sistem rujukan
Kementerian Kesehatan sebaiknya selalu memantau pembaruan data SISRUTE dan memberikan solusi
pada faskegaskesyang tidak mampu secara reguler memperbarui data karena ket@shn sumber

daya. Pemda dengan wilayah luas dan kepadatan penduduk tinggi dapat melakukan regionalisasi
faskes; membagi Faskes Rujuka®VIB19 dalam 3 level sesuai dengan kompetensinya, dinan
rujukan level 1 menangani kasus ringkavel 2 untuk menangani kasus berat tanpa komorbid, atau
dengan komorbid yang terkendatian level 3 untuk menangani kasus berat dengan komorbid yang
tidak terkendali atau yang membutuhkan pelayanan kritiksdmuanya melibatkan swasta dan
organisasi nofpemerintahdalam penanganan pandemi.

Sistem rujukan pelayanan yarexistingbelum adaptif dalam kondissurge capacityseperti Pandemi
COVIBL9. Pergerakan jumlah RS rujukdan dinamika dasar penetapan RS Rujukan menunjukkan
sistem rujukan saat ini perlu diperkuat dengan mereview kembali secara nasional peta kapasitas,
kompetensi dan keunggulan setiap RS di wilayah Indonesia. Hal ini untuk dasar pengembangan sistem
rujukan lerbasis kompetensi kedepannya. Selain itu, sistem rujukan perlu disusun mekanisme
adaptasi apabila terjadi pelonjakan kasus tertentu sep€@iVIEL9 sehingga lebih siap dan tidak
terkesan tergesajesa dalam pemetaan kebutuhan perawatan pasien serta meénjgmlayanan

lainnya tetap dapat berjalan.

Peran satgas atau gugus tugas perlu dioptimallsain untuk memantau ketersediaan kapasitas di
setiap faskes rujukan dan memonitor jalannya rujukan, juga memantau ketersediaan APD dan
kebutuhan lainnya, memantapelaksanaan isolasi mandiri maupun di faskes, sampai memperbarui
data kasus maupun data utilisasi sumber faskes; dan terintegrasi dexogamand centedi level
nasional, maupun setiap provinsi dan kabupaten/kota. Data perlu diintegrasikan di leveigprovi
hingga kabupaten/kota, dateeattime, memanfaatkarwebsitesebagai salah satu alat publikasi dan
komunikasi mass&istem komunikasi dan koordinasi perlu diperbdéa diperkuakhususnya untuk
daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Komunikasi risiko untuk melibatkan masyarakat dalam
penanggulangan pandemi merupakan salah satu kunci berdasarkan stasgansbencana yang
ditetapkan oleh WHO. Perlu dikembangkan sistems&ripuskesmas, protokol, SOP, melatih staf
puskesmas untuk mengambil sampel swab, mengembangkan mekarsisreeningdan sistem
rujukan termasuk sistem rujuk balik. Penerapan standar penanganan pasien infeksius pada ruang
ruang pelayanan berisiko tinggi perditingkatkan, misalnya dengan memberi tekanan negatif,
meningkatkan intensitas dan frekuensi sterilisasi, menyiapkan ruang tindakan, kamar operasi, dan
ruang perawatan khusus jika memungkinkan. Regionalisasi laboratorium perlu dikembangkan untuk
mendekakan akses ke masyarakat, meningkatkan kapasitas pemeriksaan dengan meningkatkan
kemampuan labratorium RS untuk pemeriksaan sampel. Kecukupanedical suppliesperiu
diupayakardenganmenyusun perencanaan kebutuhan termasuk jika terjadi lonjakan kasus.
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Mobilisasi sumber daya finansial dan ndmansial

Realokasi APBN untulenanggulanganCOVIB19, termasuk untukpenyediaan sarangrasarana

melalui upgrade RSrujukan COVIB19, pengadaanmedical supplieslan equipment insentif bagi

tenaga medis hingga biayaperawatan maupun pemulangan jenazah pasidgdal ini diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/ 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pander@brona Virus Disea4€OVIBEL9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini memberi
kesempatan pada faskes pemerintah untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN
meskipun sebelumnya tidak direncanakan.

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan belanja sebesar Rp87,55 tyding digunakan antara

lain untuk pembelian alat kesehatan; pengadaan atau perbaikan sarpras kesehatan (nipghayke

RS rujukarCOVIBEL9); dukungan SDM; serta insentif tenaga neepiusat (R@.,9 Triliun) dan tenaga
medis daerah (Rp3,7 triliud) Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020 mengatur Rp3,7
triliun Bantuan Operasimal Kesehatan (BOK) yang dapat digunakan untuk insentif tenaga medis
daerah, yang dialokasikan kepad#edah provinsi/kabupaten/kota dengan memperhatikan jumlah RS
rujukan dan tenaga medis yang menangaasienCOVIBL9. Besaran insentif diatur antara Rp5 juta
hinggaRp15 juta sesuai dengan jenjang pendidikan. Insentif ini diberikan selama masa tanggap
darurat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dana Alokasi KDWED)EBsik
digunakan untuk membangun/merehabilitasi ruang isolasi dan pengadaan alat kesehatannya
sementara DAK nonfisik dalam area pencegahan digunakan untuk pengambilan spedanen
pengiriman ke laboratorium rujukafi Selain berbagai jenis dana di atésrdapat pulaDana Otonomi
Khusus (Provinsi Aceh dan Provinsi Papua) dan Dana Keistimewaan (Provinsi DIY). PMK ini membuka
peluang bagi penyelenggara pemerintahan di daerah dateanggunakan berbaganggararsecara

lebih fleksibel untuk fokus pada penanggulangan dampak pand@@WIBR19, termasuk untuk
memperkuat kapasitas dan kompetensi pelayanan di fasilitas kesehatan.

Biaya penanganan pasierfCOVIB19 ditanggung oleh pemerinth. Penggantian klaim biaya
perawatan pasien penyakit infeleinerging(PIE) tertentu bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan
COVIEL9 diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/238/2020 yang
ditetapkan pada 6 April 2020. KMK ini mengath@ngenai kriteria pasien yang dapat ditanggung oleh
pemerintah dan prosedur pengajuan klaimnya. KMK ini menjadi acuan RS dalam mengajukan
pembebasan biaya untuk pasien yang dirawat sejak 28 Januari 8020ai dengan kriteria yang
ditetapkan

Pemerintahjuga memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis yang memberikan
pelayanan kesehatan terkailCOVIDL9. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan santunan
kematian bagi tenaga medis. Untuk mendukung pelaksanaan PMK di atas, selanjutnyd muncu
peraturan yang lebih teknis yaitu KMK No. HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif
dan Santunan Kematian bagi Tenaga medis yang Menarigamona Virus Disead€OVIELY).
Keputusan yang ditetapkan pada 27 April 2020 ini mengatur tentang kri@slespemerintah
maupun swasta, dan tenaga medis yang berhak mendapatkan insentif maupun santunan kematian
tersebut Keputusan Menteri ini juga mengatur tentang tatacara pembaydnsentif dan santunan
kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi, hingga pencairan.
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Selain dana bersumber dari pemerintakerdapat potensi modal sosial berupa gerakan filantropi

yang meningkat di masa pandemnformasi yang diperoleh daritgs Filantropi Tangga@OVIBL9
menyebutkan ada cukup banyak inisiatif masyarakat maupun dunia usaha untuk mengumpulkan dan
menyalurkan bantuan ncfinansial kepaddaskesdan tenaga medis yang menangani passVvIb

19. Sebagian bantuan nefinansial beupa farmalkes medis dan alat kesehatan. Bantuan berupa dana
yang terkumpul sebesar Rp 314Mliar, berdasarkan data sampai dengan akhir Mei 2020

Mendorong faskes menjadi organisasi pembelajégarning organizatior)

Pengetahuan tentangCOVIB19 masih terus berkembang dan hal tersebut mempengaruhi
kesuksesan atau kegagalan faskes dalam respons pandemi ini. Pandemi COVIEL9 telah
menghasilkan volume data, informasi, dan pengetahuan yang luar biasa besar. Data tersebut
seharusnya dapat dimanfaak dalam upaya penanganan kasus pandemi di faskes hingga
menurunkan angka kematian akibat penanganan yang kélihamun faskes belum mampu
mengelola pengetahuan dengan sistematis untuk membantu keberhasilan penanganan pandemi.

Knowledge Managemenadalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, yang
antara lain mendorong komunikasi, menawarkan komunitas untuk belajar, dan mempromosikan
berbagi artefak pengetahuan yang sestidilal inidiperlukan untuk menciptakan pengetahuan baru
yang dapat dipertanggungjawabkaterkait COVIBL9®®, dan sistemnya perlu dibangun agar
knowledge dapat disebarkan dengan mudah ke seluruh pegawai dan dimanfaatkan untuk
meningkatkan kinerj& Unit Diklat RS dan pustakawan RS dapat dioptimalkan untuk oielak
systematic reviewang hasilnya dapat digunakan oleh para klinisi seldagavledge workeuntuk
menentukan misalnya kombinasi obat yang tepat, kapan menggunakan atau tidak menggunakan
ventilator dan sebagainya, sesuai dengan temuan ilmiah tertRembaruan standar penanganan
pasienCOVIBEL9di faskes sebaiknya didorong oleh adanya temuan ilmiah terf@@ngan penerapan
evidencebased medicindiharapkan keberhasilan penanganan kaS@VIBEL9 dapat lebihtinggi.

Koordinasi pelayanan kesehatan

Pemerintah daerah mengembangkan sistem masimgsinguntuk koordinasi pelayanan kesehatan
Misalnyg Pemprov DIY mengembangkan beberapa sistem informasi, diantaranya a@ataha
Monitoring SystenfCMS). Sistem ini digunakan oleh Dinas Kesehatan danlsédskes Komunikasi
antarfaskes rujukan dengan Dinas Kesehatan maupun Gugus Tugas tidak selalu dilakukan melalui
sistem ini, melainkan juga menggunakan giWpatsApp(WAG)untuk memudahkan pemantauan

oleh Dinkes maupun Pemda. WAG ini tidak terintegrdsiam sistem CMS sehingga
pendokumentasian data rujukan maupun data lainnya dilakukan secara manual.

Kesinambungan pelayanakesehatan esensial

Penanggulangal©OVIB19 berdampak pada penurunan ketersediaan layanan kesehatan esensial,
seperti layanan bagiibu hamil dan bayi baru lahir, vaksinasi, serta layanan gRenurunanini
disebabkan karenkekhawatiranpasientertular COVIBL9 di fagdlitas keshatan petugas kesehatan
kekurangan APD, peningkatan beban kerja tenaga medis, serta tenaga medis takut menularkan
COVIEBEL9 ke keluarga dan pasierPada bulan Maret Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen
P2P Nomor SR.02.06/4/1332/2020 tentang Pelayanamisasi Pada Anak selama masa Pandemi
Corona Virus Diseas2919 diikuti dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Masa Pandemi
COVIBL9pada Bulan Mei. Panduan penanganan kesehatan balita bagi tenaga medis diterbitkan pada
Bulan April, dan Pedoman baBumil, Bulin, Nifas dan BBL terbitilan Mei. Namun pandemi
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terlanjur menghentikan sementara layanan kesehatan posyandu di beberapa tempat. Salah satu
perkiraandampak jangka panjangnya adalah munculnya KLB dimasa mendatang akibat ketercakupan
imunisas nasional yang tidak tercapai. Kementerian Kesehatan telah menyerahkan tanggung jawab
beroperasi atau tidaknya posyandu kepada pemerintah daerah. Jika beroperasi, maka protokol
kesehatan khusus posyandu harus dipatuhi. Jika posyandu tidak beroperasimasyarakat harus
memantau sendiri tumbuh kembang balitanya, sedangkan layanan imunisasi bisa diperoleh di
puskesmas atau puskesmas keliling. Hasil kajian SMERU menemukan bahinagratiéaret hingga

April telah terjadi penurunan aktivitas layanan gizhddlA di Posyandu dari berbagai wilayah,
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan nifas dan
neonatal menurun. Sebaliknya, persalinan dengan bantuan tenaga nonkesehatan jumlahnya
meningkat?® Layanan kesehatan ibu yamgrganggu selam&OVIEL9 diperkirakan meningkatkan
kematianibu yang signifikan. Sebuah analisis memperkirakan akan ada peningkatan kematian ibu dan
bayi baru lahir serta lahir matikébat pandemi,di Indonesia, India, Pakistan dan Nigeria, dimana
tambahan kematian ibu sebanyak 31.98@ng tambahan kematian bayi baru lahir sebanyak 395.440
orangdan tambahan bayi lahir mati sebanyak 338.868ng?*

Pandemi COVIBL9 juga menyebabkan menurunnyakses dan layanarkesehatan reproduksi,
khususnya layaan Keluarga Berencana di semua fasilitas kesehataperti RSPuskesmas, Klinik
Swasta, dan Praktik Mandiri Bidan. Semua sumber data konsisten menun{D®RABL9 mereduksi

logistik komoditi kesehatan reproduksi terutama pada apahdemidi Maret hinggaMei 2020.
BKKBN melaporkan penurunan logistik alat kontrasepsi menurut jenis mulai Maret sampai Mei dan
meningkat kembali mulai Juni 2020. Stok alat kontrasepsi untuk semua metode kontrasepsi
mengalami penurunan pada kuartal 3 dibandingkan kuaPtalahun 2020. Fasilitakesehatan
terutama Puskesmas di semua lokasi sentinel mencatat penurunan logistik alat kontrasepsi menurut
jenis dan komoditi esensial kesehatan reproduksi. BKKBN melaporkan penurunan statistik akseptor
baru dan akseptor aktif menut jenis kontrasepsi tingkat nasional dan di semua sentinel pada bulan
Maret dan April dan meningkat kembali mulai Mei 2020. Berbeda dengan data BKKBN, data faskes
belum menunjukkan peningkatkan kembali akseptor baru dan akseptor aktif mulai Mei 2020.
Petbedaan ini kemungkinan layanan kontrasepsi Pil bulan Mei 2020 belum dilaporkan ke Puskesmas
oleh PLKB. Survei online faskes melaporkapdsdenPuskesmas, 10fersen R340 Klinik Swasta,

dan 48persenPraktik Mandiri Bidan mengalami penurunan penggugarian KB mulai Maret sampai

Mei 2020. Rataata penurunan pengguna layanan sekitargg@sen Selanjutnya berdasarkan studi
siklus kedua, selama bulan JuBeptember 2020 kunjungan pelayanan KB di Puskesmas meningkat
(43%), dan di Rumah Sakit mengalaamyrunan (67%)Sedangkasebagian besar klinik swasta (61%)

dan PMB (42%) distribusi kunjungan pelayanan KB pada periode tersebut tidak mengalami perubahan.

Jumlah kunjungan rawat jalan maupun rawat inap RS menurun drasiisgga 30persen dengan
adanya himbauan pemerintah untuk menunda pelayanan elektifrdgsremergencykebijakan PSBB

di beberapa wilayah, sertéaktor ketakutan masyarakat terhadap penular@®©VIEL9. Bagi RS
penurunan kunjungan pasien berarti menurunnya pendapatan apenal yang menjadi sumber
pendapatan utama. Situasi ini cukup berat khususnya bagiv&S$a yang harus menanggung sendiri
seluruh biaya operasionamaintenance hingga investasi. Di sisi laiterjadi peningkatan biaya
operasional sebagai dampak daringegkatan pelayanan pasieDOVIBEL9. Meskipun pembiayaan
pasien dapat diklaim kpemerintah, dan mekanisme klaim sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis,
namuntidak seluruh proses klaim tersebut berjalan lancar. Hingga Bulan September baru sekitar 49
persen klaim yang terbayar, sedangkan selebihmdispute?® Situasi ini tentunya mempengaruhi
cashflowdan pada akhirnya mempengaruhi kemampgamnvivalrumah sakit.
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Keberlanjutan pelayanan di PKM dan Posyandu terganggurvei cepakementerian Kesehate-
UNICEFmenunjukkan bahwa hampir 8dersenfasilitas kesehatan melaporkan layanan imunisasi
terganggu secara signifikaferdapat potensi risiko wabah penyakjrabilalayanan imunisasi tidak
diperkuat. Sebagai tanggapan langsung terhadap survei, Kemeni€esehatan mengembangkan
pedoman tentang pemberian praktik imunisasi yang aman selama pan@&@¥xibBl9 dan telah
disosialisasikan ke seluruh 34 provinsi pada awal Mei 2420

Layanan esensial tetap harus ada dikala pande8gtidaknya ada dua alasan, yaitu faktor kebutuhan
masyarakat dan faktor kebutuhan peningkatan pendapatan operasRfdhnker, jantung, dan gagal

ginjal adalah tiga penyakit kronis yang selalu menempati urutan teratas penyebab kematian di
Indonesia. Anka kematian berisiko meningkat jika pasfessien penyakit tersebut tidak bisa
mengakses layanan medikasi atau terapi rutin, maupun sekedar konsultasi penyakit penyerta.
Demikian juga dengan bayi dan ibu hamil yang memerlukan imunisasi rutin, keldmjookpok
masyarakat yang membutuhkan KIE untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih berat, tidak dapat
diabaikan. Namun dengan peningkatan ristkonmunity transmissigrtidak mudah untuk membuka
berbagai layanan kesehatan esensial tersebut sebagaimana padasknorméa

Pembuatan fasilitas khususntuk COVID19yang terpisah dari layanan lainnyaenjadikan layanan
esensial tetap dapat dilaksanakamlengan tetap mematuhi protokol kesehatarRS memisahkan

area dan alur pasie@OVIBL9 dan nonCOVIBL9 agar layanan esensial kuratif dan reHadiif tetap

bisa diberikanMisalnya sebuah RS pendidikan di Jawa Tengah telah membangun ruang isolasi yang
dilengkapi dengan berbagai ruang lain, peralatan diagnostik pendukung, serta melibatkan PPDS dari
semuaprodi dalam pengambilan sampel swab pasien. Secara rinci ruangan yang dimaksud terdiri dari
bangsal perawatan biasa, ICU, HCU, VK, dan ruang operasi khusus untukCgagieh9. Pasien
suspek atau konfirmasi yang memerlukan tindakamergencyakan diberi tindakan di ruang isolasi
tersebut. Dapat dikatakan ruang ini mirip deng@®mini. Peralatan pendukung untuk diagnostik
masih sederhana, yaitu meliputi mesinRdy dan USG. Pembuatan fasilitas khuS@/IBL9 ini
menjadikan layanan esensiatap dapat dilaksanakan pada area terpisah, dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan. Strategi berbeda dilakukan oleh sebuah RS swasta berjejaring. Untuk
memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien yang umumnya berasal dari katéfadjerup dan

up, jejaing mengubah salah satu R$fa yang sema untuk RS umum menjadi RS khuS@VIELY,

dengan penerapan standar fasilitas di semua ruangan. Sementara jaringan RS yang lain hanya
melayani pasien norCOVIBL9. Meningkatnya angka kunjungan pasien né@VIBL9 ini dapat
meningkatkan pendapatan operasional RS dan mencegah RS nuaniaols

Pemanfaatanteknologi untukpelayanan kesehatan digitalUntuk meningkatkan akses masyarakat
daerah terpencil dan kepulauan, Kementerian Kesehatemgembangkan layanatelemedicine

untuk menghubungkan antara RS di kabupaten dengan RS di ibukota provinsi yang memiliki dokter
spesialis lebih lengkap, misalnya antara RSUD dr. Ben Mboi di Manggarai, NTT dengan RSUD Prof.
Yohannes di Kupang. Namukendala infrastruktur (jaringan internet), SDM dan peraturan
pelaksanaan yang lebih teknis masih membatasi implementasi layanan tersebut. Dengan adanya
pandemi, kebutuhan akan layanaelemedicinekembali meningkat, tidak saja di daerah terpencil
melainkan juga di kotekota besarSelain itu, terhambatnya akses pelayanan kesehatan di faskes perlu
diatasi dengan mengembangkan pelayanan kesehatan secara digigalla® yang memungkinkan
layanan ini bisa berjalan lebih optingriu diperkuat Misalnya reglasi tentang pembagian tanggung
jawab antarprofesi dan antafaskes, konektivitas rekam medis, tarif, hingga aturan mengenai insentif
yang dapat diberikan kepada tenaga profesi yang terlibat.
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Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan

1. SDM kesehatanKeterbataan tenaga medis di Indonesia semakin terasa saat pandemi dan
tenaga medis yang tersedia belum mencukupi untuk menghadapi lonjakan kasus. Peningkatan
jumlah kasus juga semakin meningkatkan risiko tenaga kesehatan untuk mengalami gangguan
kesehatan mentaterinfeksi dan meninggal.

2. Farmasi dan alkesJumlah kasus yang semakin meningkat juga berdampak pada ketersediaan
logistik farmalkes. Di beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, kelangkaan beberapa jenis
alat kesehatan masih ditemukan. Selain itu, Indonesia nmasitgalamketergantungarbahan-
bahan impor untuk beberapa farmalkes tertentu ditambah dengan adanya kendala pada jalur
masuk barang impor, yang menyebabkan beberapa jenis alkes langka di awal pandemi.

3. Fasilitas pelayanan kesehatakKapasitas perawata@OVIBL9 baik ruang isolasi mawm ruang
rawat intensif sangat kurang bila lonjakan kasus terjadi. Kendala isolasi mandiri di rumah dapat
meningkatkan risiko penularan di masyarakat.

4. Limbah medisFasilitas pengolahan limbah medis sangat terbatas dan sebarbehya merata
di seluruhwilayah. Peningkatan jumlah kasus akan berdampak pada peningkatan limbah medis
yang sulit dikelolakibatketerbatasan kapasitas pengolahan limbah medis tersebut.

5. Sistem pelayanan kesehatasistem rujukan yang ada saat ini belum adaptif dalam menghadapi
kondisi lonjakan kasus (seperti di masa pandemi) dan perlu diperkuat dalam hal penetapan
standar RS Rujukan dan perbaikan mekanisme rujukan bagi p@§RABEL9. Selain itu,
penanggulanga@OVIBEL9memerlukan dukungan kebijakan dan juknis untuk realokagjaran
serta pemberdayaan potensi sumber daya sosial untuk mengumpulkan dukungan finansial
maupun nonrfinansial. Faskes di Indonesia belum mengelola pengetahuan dengan sistematis
untuk meningkatkan keberhasilan penanganan pa€i€VIBL9. Pengelolaan kap#as faskes
sering terkendala oleh kurangnya koordinasi, khususnya antar daerah yang sebenarnya
merupakan satu entitas epidemiologi.

6. Pelayanan kesehatan esensid’eningkatan jumlah kas@OVIBEL9 berdampak pada semakin
menurunnya kapasitas faskes untuk ngelenggaraan layanan kesehatan esensial seperti
pelayanan kesehatan ibu, anak, vaksinasi, gizi dan kesehatan reproduksi. Layanan esensial tetap
harus berjalan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit sebagai akibat beberapa layanan
seperti vaksinasi terhi.

Rekomendasi

1. Memperkuat kapasitas SDM kesehatanelalui kebijakan ralistribusi tenaga kesehatan dalam
kondisi daruratfask-shifting, penyiapan tenaga relawan medis dan roedis, serta mobilisasi
tenaga dari satuan kerja/lembaga lain ke RS rujuk@VIBEL9. Upaya ini harus didukung dengan
perlindungan optimal bagi tenaga kesehatan sesuai rekomendasi WHO serta mengupayakan
dukungan kesejahteraan dan kesehatan mental

2. Meningkatkan ketersediaan farmalkeslengan mengembangkaearly warning systenyang
bersifat real time sebagai kendali kecukupan logistik hingga tingkat fasilitas kesehatan,
mengupayakaruffer stockdi faskes pada level yang lebih aman, memantau ketersediaan dan
mengendalikan harga farmalkes langka, merancang ulang birokrasi pengadasnkomniisi
krisis, serta akselerasi upaya kemandirian bahan baku farmalkes
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Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan keseha@d#ngan memperbanyak kapasitas rawat
inap (umum maupun isolasi negatif) berbasis peta kebutuhan dan permintaan pelayanan per
daerah, fasilitas isolasi mandiri serta menambah ban@@VIBL9, menyiapkan RS Darurat
COVIBLY, maupun RS lapangan

Memperkuat sistem rujukan berjenjanglengan mengembangkan sistem rujukan berbasis
kompetensi berdasarkan peta kapasitas dan kompetensi tiap RS, memastikan sistem rujukan
adaptif terhadap kondissurge capacityseperti pada masa pandemi, meningkatkan kapasitas
Puskesmas dan klinik dalam sulems kasus dan layanan pertama terutama deteksi dini,
mendorong pemanfaatan SPGDT yang terdiri National Command Centelan Public Safety
Center untuk memperluas akses layanan dan jejaring rujuka@VIELY, penguatan tim
pendukung SISRUTE di Kemerdagsfaskes, serta pengembangan jejaring faskes rujukan

Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah mediselalui penyediaan fasilitas pgolahan
limbah B3medisterpadu disetiap provinsi, koordinasi pengelolaan limbah medis adterah,
peningkatan kapasitas RS dalammenuhisyarat dan kriteria pengelolaan insinerator ataupun
autoclave memprioritaskan pengadaaautoclave bagi provinsiyang R$iya belummemiliki
pengolaharon-site, serta mendorong percepatan implementasi teknologi pengolahan limbah B3
non-insinerasi

Memperkuat mobilisasi sumber daymelalui regulasi teknis tata cara pemanfaatan anggaran
publik oleh faskes, monev pelaksanaan regulasiagpendampingan jejaringpjaring sosial yang
potensial dalam penggalangan pendanaan dan sumber daya lain;

Menjaga kesinambungan layanan kesehatan esensi@hganmengembangkarsistemmonev

online memenuhi kecukupan APD, meningkatkan kapasitas penaagdhn pengendalian
infeksi di semua faskes, serta mengembangkan penggunaan teknologi untuk inovasi pelayanan
kesehatan secara digital;

Mendorong faskes menjadi organisasi pembela@gngan meningkatan investasi riset, inovasi
dan manajemen pengetahuan;

Memperkuat sisten komunikasi antara faskes dengan dinrdias terkait untuk mendukung
upaya percepatan penanggulangan pandemi C&9ID
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